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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis berhasil menyelesaikan penulisan
buku ini di tengah kesibukan sebagai dekan FEBI UIN Saizu
Purwokerto serta mengajar mahasiswa di beberapa tempat. Di
samping ungkapan syukur kepada Allah, di sini penulis perlu
menyampaikan ucapan terimakasih kepada istri (Uus
Uswatusolihah) dan anak (Imtiaz Ahmad Azizi, Nabil Mumtaz
Azizi, Zufar Faiq Azizi, dan Wazni Hakam Azizi) yang
senantiasa menyemangati tanpa henti. Kampus UIN Saizu dan
FEBI tercinta beserta rekan-rekan Wakil Dekan, Ketua
Jurusan beserta Sekretarisnya, para Koordinator Prodi, Kabag,
Koordinator Akademik, dan Koordinator AUPK, serta
segenap dosen dan tendik semua; mereka telah ikut
mendukung penulis dengan berbagai kontribusinya masing-
masing. Khususnya, Dr. Ahmad Dahlan, MSI (Wadek I), yang
terus menagih tulisan ini untuk segera diterbitkan. Oleh
karena itu ucapan terimakasih yang tulus untuk mereka
semua.

Penulisan buku ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan
penulis terhadap kurang komprehensif-nya pemahaman dan
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penguasaan mahasiswa, khususnya di Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam dan Fakultas Syariah, di satu pihak, serta kalangan
praktisi LKS berkenaan dengan akad-akad muamalah yang
diterapkan dalam produk-produk LKS. Para mahasiswa
cenderung hanya memahami dan menguasai akad-akad
muamalah secara normatif-fighiyah, sementara para praktisi
cenderung hanya menguasai teknis-empiris di lapangan.
Kehadiran buku ini adalah dalam rangka menjembatani
kesenjangan tersebut. Jika umumnya buku-buku tentang
akad muamalah cenderung hanya berisi ketentuan normatif-
fighiyyah, di satu pihak; dan buku-buku tentang akad-akad
pada produk bank syariah (LKS) cendrung hanya
menekankan aspek teknis penerapannya produk di LKS, pada
pihak lain; maka buku ini berupaya merangkum kedua
kompetensi secara berimbang.

Di antara hal yang membedakan buku ini dengan buku-
buku lain tentang akad-akad muamalah adalah bahwa isinya
terutama memuat tiga aspek secara berangkai pada setiap
akadnya, yakni konsep fikihnya, implementasinya di bank
syariah, dan bentuk transformasinya dari fikih ke produk
bank syariah. Di samping itu buku ini juga didahului dengan
peta akad muamalah secara komprehensif sebagai pengantar
memahami akad-akad secara lebih mendalam.

Kendati demikian penulis insaf bahwa tidak ada karya
yang sempurna. Demikian pula dengan buku ini, tentu banyak
kekurangan di sana sini. Oleh karena itu kritik dan saran yang
membangun selalu dinanti dari semua pihak. Akhirnya dengan
penuh kerendahan hati buku ini penulis persembahkan
untuk mahasiswa pengkaji ekonomi syariah dalam semua
cabangnya, perbankan syariah, hukum ekonomi syariah, serta
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kalangan praktisi dan pengkaji ekonomi dan keuangan
syariah. Semoga dapat memberikan sumbangan yang berarti
dalam pengembangan kajian akad-akad muamalah di
perbankan syariah.

Purwokerto, 5 Oktober 2022.

Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
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BAB 1

AKAD-AKAD
MUAMALAH KLASIK

545
J=]
i

Yl

Muamalah berasal dari istilah dalam fikih Islam, mu’d@malah
(bentuk jamaknya: mu’dmaldt). Kata ini merupakan derivasi
dari bentuk dasar ‘amal yang berarti melakukan, bertindak,
beraksi, bekerja, beraktivitas, dan yang semacamnya.
Penambahan satu huruf terhadap kata tersebut sehingga
berbentuk ‘dmala-yu’dmilu-mu’dmalah menjadikan ia mengan-
dung pengertian resiprokal (timbal balik). Ungkapan ‘dmalahu
bi al-misl berarti membalas (membayar) orang lain dengan
suka sama suka atau memperlakukan orang lain dengan cara
yang sepadan. Oleh karena itu mu dmalah secara etimologis
berarti hubungan sosial, perilaku (sosial), kehidupan sosial,
hubungan yang saling membutuhkan, transaksi, bisnis, dan
yang semacamnya.'

Istilah mu’dmalah dalam literatur fikih pada dasarnya
digunakan untuk hukum-hukum yang terkait dengan tran-
saksi bisnis. Pada masa awal Islam istilah ini merujuk pada

! Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, cet. 3 (Beirut:
Librairie Du Liban, 1974), hlm. 644-56.
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hitungan matematis berkenaan dengan transaksi pengolahan
tanah di kawasan Jazirah Arab yang biasa dilakukan oleh umat
Islam. Istilah mu dmalah digunakan di kawasan Irak semen-
tara di Hijaz istilah yang umum dipakai adalah musdgih.?
Menurut Joseph Schacht istilah mud@malah dalam konteks ini
telah digunakan sebagai helah hukum untuk menyiasati
larangan riba, yakni sebagai pelembut bagi istilah mukhatirah
atau yang lebih umum disebut ‘ind’, padahal hakekatnya ia
merupakan transaksi kredit. Praktek semacam ini berlang-
sung di Madinah hingga masa Malik ibn Anas. Jadi mu dmalah
pada masa ini telah melampaui pengertian awalnya sebagai
kontrak pengolahan lahan dan telah meluas hingga mencakup
setiap bentuk transaksi sewa menyewa yang menciptakan
relasi buruh - majikan.’

2 Lihat juga dalam Jamal al-Din Muhammad ibn Mukram ibn
Manzr al-Ifriql al-Misrd, Lisdn al-’Arab, cet. 1 (Beir(it: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1992), II: 476.

3 M. Bernand, “Mu’dmalit” dalam The Encyclopaedia of Islam, ed.
C.E. Bosworth, et.al. (Leiden-New York: E.J. Brill, 1993), VII: 256. Lihat
juga Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law (Oxford: Oxford
University Press, 1971), hlm. 78 dan 79. Dalam kaitannya dengan
mu’dmalah sebagai istilah pelembut bagi mukhdtarah (‘ind’), Schacht
memberi contoh mengenai seorang debitur yang menjual budak kepada
seorang kreditur secara cash, kemudian ia membelinya lagi dengan
harga yang lebih tinggi tetapi akan dibayarkan nanti. Jadi transaksi
semacam ini pada hakekatnya adalah transaksi hutang piutang dengan
memungut bunga. Transaski demikian ini dalam literatur fikih dinama-
kan dengan dua transaksi jual beli di dalam satu transaksi (al-bay’atin
fi al-bay’ah). Bandingkan Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Riba,
Utang Piutang, dan Gadai, cet. 2 (Bandung: PT. Alma’arif, 1983), hlm. 22-
5; Rafiq Y(nus al-Misri, al-Jami’ fi Usill al-Ribd, cet. 1 (Damaskus: Dar al-
Qalam, 1991), hlm. 348. Di dalam kedua buku ini jual beli semacam ini
disebut sebagai bay’ al-‘inah.
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Dalam pandangan Mustafa Ahmad al-Zarqa’ muamalat
merupakan bagian dari hukum Islam yang khusus berkenaan
dengan ketentuan-ketentuan tentang benda dan hak keben-
daan yang terjadi dalam hubungan manusia dengan sesama-
nya. Jika dibandingkan dengan isi hukum perdata dalam
pengertian moderen, hukum muamalat ditambah dengan al-
ahwal al-syakhsiyyah (hukum keluarga Islam)* barulah sepadan
dengan hukum perdata moderen. Keduanya, muamalat dan
al-ahwal al-syakhsiyyah, pada dasarnya sama-sama merupakan
hukum-hukum yang mengatur hubungan keperdataan di
antara sesama manusia. Perbedaan di antara keduanya ter-
letak pada obyeknya, jika yang pertama adalah benda maka
yang terakhir adalah orang.

Adapun klasik yang dimaksud di dalam tulisan ini adalah
pereode awal sejarah Islam yang menurut sebagian sejarawan
muslim berlangsung semenjak kelahiran Muhammad saw
sampai dengan masa didudukinya Baghdad oleh Hulagu
(kurang lebih tahun 600 M — 1258 M). Periode ini bertepatan
dengan abad I H—- X H.® Secara lebih spesifik akad muamalah
klasik yang dimaksud dalam tulisan ini adalah bentuk-bentuk

* Berdasarkan pembidangan materi hukum Islam yang dibuatnya,
al-ahwil al-syakhsiyyah meliputi hukum-hukum yang berkenaan dengan
nikah, talak, ruju’, nafkah, nasab, dan sebagainya. Lihat Mustafa
Ahmad al-Zarqa’, Al-Figh al-Islimi fi Sawbih al-Jadid: al-Madkhal al-Fighi
al-'"Amm, (Damaskus: Matba’ah Tarbayn, 1968), I: 55-6.

> Nourouzzaman Shiddiqi, Pengantar Sejarah Muslim, cet. 2
(Yogyakarta: Mentari Masa, 1989), hlm. 66. Bandingkan idem, Tamaddun
Muslim: Bunga Rampai Kebudayaan Muslim, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang,
1986), hlm. 114-5. Menurut Nourouzzaman sejarah Islam dapat dibagi
dalam tiga pereode besar, yakni periode klasik (+ 600 M — 1258 M),
periode pertengahan (dari jatuhnya Baghdad sampai penghujung
abad XVII M), dan periode modern (mulai abad XVIII M).
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perikatan bisnis/kebendaan yang biasa dipahami dan di-
praktikkan oleh masyarakat muslim periode awal dan
kemudian diformulasikan serta dibakukan dalam kitab-kitab
fikih yang muncul kemudian. Masa ini berkisar antara abad
I H hingga abad III/IV H. Dengan munculnya kitab-kitab
fikih, dengan berbagai aliran (mazhab) yang menyertainya,
menjadikan ajaran-ajaran hukum cenderung terbakukan.
Ajaran hukum yang tadinya bersifat opsional dan fleksibel
menjadi cenderung bersifat pasti dan monolitik. Masa ini
menjadi fokus kajian karena banyak ajaran hukum yang saat
ini banyak diterima dan dipegangi umat Islam berasal dan
berakar dari ‘pembakuan’ ajaran pada periode klasik tersebut,
termasuk di antaranya adalah ajaran hukum muamalah (bisnis
Islam).

Adapun bentuk-bentuk muamalah klasik tersebut
adalah (1) sewa menyewa (al-ijdrah), (2) pesanan penempaan
(al-istisnd’), (3) jual beli (al-bay’), (4) penanggungan (al-kafilah),
(5) pemindahan utang (al-hiwdlah), (6) pemberian kuasa (al-
wakdlah), (7) perdamaian (al-sulh), (8) persekutuan (al-syirkah),
(9) bagi hasil (al-muddrabah), (10) hibah (al-hibah), (11) gadai
(rahn), (12) penggarapan tanah (al-muzdra’ah), (13) pemeli-
haraan tanaman (al-musigqadh), (14) penitipan (al-wadiah), (15)
pinjam pakai (al-‘driyah), (16) pembagian (al-gismah), (17)
wasiat (al-wisdyd), dan (18) perutangan (al-qard).°

Wahbah al-Zuhayli di dalam kitabnya menyebutkan 13
akad muamalah, yaitu: (1) jual beli (al-bay’), (2) pinjam
mengganti (al-qgard), (3) sewa menyewa (al-ijarah), (4) ju’dlah
(sayembara), (5) persekutuan (al-syirkah), (6) hibah (al-hibah),

¢ Anwar, Hukum Perjanjian, hlm. 73.
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(7) penitipan (al-idd’), (8) pinjam pakai (al-i’drah), (9) pem-
berian kuasa (al-wakdlah), (10) penanggungan (al-kafdlah),
(11) pemindahan hutang (al-hiwdlah), (12) gadai (al-rahn),
dan (13) al-sulh.” Akad-akad inilah yang menjadi dasar
operasionalisasi bank-bank syariah pada saat ini. Sebagian
tidak diterapkan, karena tidak sesuai dengan karakter per-
bankan sebagai institusi bisnis, seperti akad pinjam pakai (al-
i’drah); dan sebagian lainnya diterapkan dengan pengem-
bangan dan modifikasi.

7 Sebagaimana dikutip Syamsul Anwar dalam ibid., him. 74.



BAB 11

PENGERTIAN AKAD
DAN HUKUM-HUKUMNYA

BlA5

L= =)

A. Pengertian Akad

Menurut bahasa akad berasal dari kata al-"agd yang
memiliki arti mengikat (al-rabt), sambungan (al-"uqdah), dan
janji (al-"ahd).! Sedangkan menurut istilah akad adalah suatu
perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan
syarak yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada
obyeknya. Jjab adalah pernyataan pihak pertama mengenai
isi perikatan yang diinginkan, sementara kabul adalah per-
nyataan pihak kedua untuk menerimanya.? Atau pertemuan
ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau
lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya.’

! Hendi Suhendi, Figh Muamalah, cet. 2 (Jakarta: P.T. RajaGrafindo
Persada, 2005), hlm. 44-5; Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah:
Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat, cet. 1 (Jakarta: P.T.
RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 68.

2 Ahmad Azhar Basjir, Asas-Asas Hukum Mu’amalat (Hukum Perdata
Islam), cet. 1 (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993), hlm. 42.

3 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad
dalam Fikih Muamalat (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 68.
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Berdasarkan pengertian tersebut diperoleh pemahaman
bahwa:

1. Akad merupakan pertemuan ijab dan kabul yang
menimbulkan adanya akibat hukum.

2. Akad merupakan perbuatan hukum dua pihak, yakni
antara pihak yang menyatakan ijab dan pihak yang me-
nyatakan kabul. Oleh karena itu perbuatan hukum satu
pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf, dan
pelepasan hak bukanlah akad, karena perbuatan-per-
buatan tersebut tidak melibatkan dua pihak sehingga
tidak memerlukan kabul.*

3. Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat
hukum, yakni maksud bersama yang dituju dan yang
hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan
akad. Dalam hukum Islam akibat hukum disebut dengan
hukum akad (hukm al-‘agd).> Tujuan akad untuk akad ber-
nama (al-‘uqiid al-musammdh) sudah ditentukan secara
umum oleh syarak. Akan tetapi akad-akad yang tidak
bernama (al-"uqiid ghayr al-musammdah) tujuannya ditentu-

* Konsepsi akad sebagai perbuatan hukum dua pihak merupakan
pandangan ahli-ahli hukum Islam modern. Pada masa pra modern
terdapat perbedaan pendapat. Mayoritas fukaha memisahkan secara
tegas kehendak sepihak dari akad tetapi sebagian lainnya menyatukan-
nya dengan akad. Oleh karena itu mereka membahas tentang wakaf,
wasiat, dan pelepasan hak bersama-sama dengan pembahasan tentang
jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya. Ibid., him. 69.

>Di samping berarti akibat hukum, istilah tersebut juga bisa
bermakna kualifikasi hukum. Hukum jual beli, misalnya, bisa berarti
akibat hukum dari jual beli, baik yang bersifat pokok (asli) maupun
tambahan (taba’1); bisa juga berarti kualifikasi jual beli, seperti fdsid,
mawqilf, sah, makruh, haram, dan semacamnya. Arti mana yang dimaksud
tergantung konteks. Ibid.

8
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Pengertian Akad dan Hukum-hukumnya

kan oleh para pihak sendiri sesuai dengan maksud mereka
membuat akad. Tujuan akad bernama dapat dikategori-
kan menjadi lima, yakni:®

a.

Pemindahan milik (al-tamlik), baik dengan imbalan
ataupun tanpa imbalan, baik pemindahan milik atas
benda ataupun pemindahan milik atas manfaat.
Hibah, misalnya, adalah pemindahan milik atas
benda tanpa imbalan; sementara sewa adalah pemin-
dahan milik atas manfaat dengan imbalan.
Melakukan pekerjaan (al-‘amal). Muzira’ah adalah
akad untuk melakukan pekerjaan.

Melakukan persekutuan (al-isytirdk). Mudarabah
adalah akad untuk melakukan persekutuan modal
dan usaha guna mendapatkan bagi hasil.
Melakukan pendelegasian (al-tafwid). Wakdilah
adalah akad untuk melakukan pendelegasian.
Melakukan penjaminan (al-tawsiq). Kafilah adalah
akad untuk melakukan penjaminan.

Akibat hukum (hukm al-"aqd) sebagai tujuan akad dapat
dibedakan menjadi dua, yakni:”

Hukum pokok akad (al-hukm al-asli Ii al-’aqd), artinya
hukum pokok yang timbul dari penutupan akad. Jual beli,
misalnya, hukum pokoknya adalah terjadinya perpin-
dahan milik atas suatu barang dari penjual kepada
pembeli dengan suatu imbalan. Perbedaan hukum pokok

¢ Ibid., hlm. 70.
7Ibid., hlm. 71 dan 72.
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inilah yang membedakan antara akad bernama yang satu
dengan akad bernama yang lain.

2. Hukum tambahan akad (al-hukm al-taba'1 li al-"agd) yang
dapat dibedakan menjadi dua pula:

a. Akibat hukum tambahan yang ditentukan oleh
syarak, misalnya dalam akad jual beli tersebut
penjual berkewajiban menyerahkan barang yang
merupakan hak pembeli dan pembeli berkewajiban
menyerahkan uang yang merupakan hak penjual.
Hak dan kewajiban ini merupakan akibat hukum
tambahan yang telah ditentukan oleh syarak.

b. Akibat hukum tambahan yang ditentukan oleh para
pihak sendiri, misalnya dalam akad di atas disepakati
klausul bahwa penyerahan barang di rumah pembeli
dan diantar oleh dan atas biaya penjual.

B. Rukun dan Syarat Akad

Rukun secara bahasa adalah aspek yang kuat dari
sesuatu seperti fondasi bangunan. Sedangkan menurut istilah
rukun berarti sesuatu yang membentuk eksistensi dari suatu
hal di mana ia menjadi unsur pembentuk internalnya.®
Contohnya adalah kertas dan tulisan yang merupakan unsur
pokok (rukun) dari sebuah buku dan material bangunan
sebagai unsur pokok pembentuk dinding.’

8 Muhammad ‘Usman Syabir, al-Madkhal ild Figh al-Mu’dmalit al-
Maliyyah: al-Mél-al-Milkiyyah-al’Aqd, cet. 2 (Amman: Dar al-Nafa'is,
2010), hlm. 210.

?‘Ali al-Khafif, Ahkam al-Mu’dmaldt al-Syar’iyyah (Kairo: Dar al-
Fikr al-"Arabi), hlm. 187.
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Para ulama sepakat bahwa akad hanya terwujud jika ada
kedua belah pihak yang berakad (‘gidan), obyek akad (mahall
al-‘aqd), sighat akad. Akan tetapi mereka berselisih dalam
menjadikan ketiga unsur tersebut sebagai rukun akad. Mazhab
hanafi berpandangan bahwa rukun akad hanya sighat akad
(ijab dan kabul) saja, kedua unsur lainnya tidak menjadi
rukun, karena mereka bukan merupakan inti akad, tetapi
hanya konsekuensi saja dari keberadaan ijab dan kabul, yakni
mengharuskan adanya kedua belah pihak yang melakukan-
nya (‘agidan) beserta obyeknya. Namun jumhur fukaha
Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpandangan bahwa
ketiga unsur tersebut merupakan rukun akad, karena akad
tidak mungkin terwujud tanpa ketiganya."

Oleh karena itu dapat ditegaskan bahwa menurut
jumhur fukaha rukun akad terdiri atas:

1. Subyek akad (al-‘dgidin).

a. Orang sebagai subyek akad.
Syarat orang sebagai subyek akad adalah cakap
hukum (al-ahliyyah). Kecakapan (al-ahliyyah) adalah
sifat yang ditentukan oleh hukum (syarak) yang
membuatnya pantas menerima hak, memikul ke-
wajiban, dan sah setiap transaski yang dilakukannya."
Kecakapan ada 2:

1) Ahliyyah al-wujib: o) 7NV 5 ol ;W 2 2l i o
[kepantasan seseorang untuk menyandang hak
(ilzdm) dan menanggung kewajiban (iltizdm)]."? [Izam

10 Syabir, Al-Madkhal, hlm. 211.
1 Ibid., hlm. 220.
12 Ibid., hlm. 221.
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adalah tetapnya hak pada diri seseorang, seperti:
berhaknya seseorang terhadap ganti rugi dari benda
yang dirusakkan oleh orang lain, berpindahnya hak
kepemilikan terhadap barang yang dibelinya atau
yang dihutangnya. Sedangkan iltizam adalah
tetapnya hak orang lain atas dirinya, seperti: kewajiban
pembeli membayarkan harganya (maknanya hak
penjual yang menjadi tanggung jawab pembeli) dan
kewajiban (debitur) membayar hutang yang diambil
dari hartanya (maknanya hak kreditur yang menjadi
tanggung jawab debiturnya). Dasar pergantungan
ahliyyah al-wujib ini adalah sifat kemanusiaan itu
sendiri, yakni seseorang sebagai manusia, di mana
sifat ini dimiliki seseorang semenjak masih di dalam
kandungan hingga meninggalnya. Kecakapan ini
tidak bergantung pada umur, akal, ataupun kesem-
purnaan nalar (rusyd). Jadi setiap manusia yang hidup
menyandang ahliyyah al-wujilb.

Selanjutnya ahliyyah al-wujiilb dibedakan menjadi 2:

a) Ahliyyah al-wujitb al-ndqisah (ahliyyah al-wujilb
yang tidak sempurna). Ahliyyah al-wujiib al-
ndqisah adalah kepantasan seseorang untuk
menyandang hak bagi dirinya saja (Ilzam).
Kecakapan ini dimiliki oleh janin bayi dalam kan-
dungan sampai sebelum lahir. Dengan kecakapan
ini ia pantas mendapatkan bagian warisan, pantas
pula menerima wasiat dan wakaf. Akan tetapi
kepemilikannya belum dapat dieksekusi, karena
menunggu ia lahir dan hidup. Jika ia lahir dan
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meninggal, maka harta yang menjadi haknya
tersebut dikembalikan kepada ahli waris yang
berhak.

b) Ahliyyah al-wujiib al-kdmilah (ahliyyah al-wujib
yang sempurna).
Ahliyyah al-wujiib al-kdmilah adalah &4>Y—»
2l W 5 ol W e il [kepantasan seseorang
untuk menyandang hak (ilzdm) dan menanggung
kewajiban (iltizdm) sekaligus]. Sebagaimana telah
dijelaskan di atas, orang yang memiliki kecakapan
ini artinya ia memiliki ilzdm sehingga pantas me-
nerima segala hak yang bisa dimiliki manusia,
seperti: warisan, wakaf, dan sebagainya; sekaligus
juga memiliki iltizdm, sehingga ia pantas meng-
ganti kerugian terhadap harta orang lain yang
dirusakkannya (dimdn), menanggung nafkah
kerabatnya, dan membayarkan zakat terhadap
hartanya. Kecakapan ini dimiliki oleh setiap
manusia semenjak lahirnya hingga meninggalnya.

2) Ahliyyah al-ddad’: kelayakan seseorang untuk me-
lakukan transaksi, sesuai dengan ketentuan hukum.
Ahliyyah al-4did’ membuat seseorang cakap melaku-
kan transaksi bisnis (muamalah) dengan orang lain,
layak menerima hak dan memikul kewajiban. Dasar
pergantungan kecakapan ini adalah akal sehat, di
mana ia tumbuh dan berkembang secara bertahap
hingga mencapai kesempurnaannya pada masa
dewasa (baligh). Oleh karena itu ahliyyah al-ada’
dibedakan menjadi 2, yakni:

13
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a)

b)

Ahliyyah al-adad’ al-ndqisih: kelayakan seseorang
untuk melakukan sebagian transaksi kebendaan.
Kecakapan ini dimiliki sejak usia tamyiz (7 tahun)
hingga fase baligh. Berkenaan dengan transaksi
yang dilakukan oleh seorang mumayyiz ini para
ulama membedakan menjadi 3 kategori:

(1) transaksi yang pasti menguntungkan, seperti:
menerima hibah, wasiat, dan wakaf maka ia
dianggap sah dan langsung bisa dieksekusi
tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari
walinya, karena transaksi ini murni mengun-
tungkan.

(2) transaksi yang pasti merugikan, seperti:
menghibahkan sebagian hartanya, bersede-
kah, dan mewakafkan maka ia dianggap tidak
sah. Jika sudah terjadi maka hukumnya tidak
sah (batal).

(3) transaksi yang boleh jadi menguntungkan
dan boleh jadi merugikan, seperti jual beli dan
sewa menyewa, maka ia dianggap sah tetapi
eksekusiya bergantung pada izin walinya.

Ahliyyah al-4dd’ al-tdmmah: kelayakan seseorang
untuk melakukan semua jenis transaksi kebenda-
an, baik yang menguntungkan ataupun yang
merugikan. Kecakapan ini dimiliki oleh manusia
sejak baligh dan rasyid.” baligh dan rasyid ini
merupakan kecakapan sempurna yang dimiliki
oleh manusia pada umumnya.

14

13 Ibid., hlm. 224.
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Demikianlah penjelasan tentang kecakapan yang
menjadi syarat bagi orang sebagai subyek akad.
Tanpa kecakapan, seseorang dianggap tidak bisa
menjadi subyek akad. Orang semacam ini segala
perbuatannya dianggap tidak memiliki akibat
hukum. Kendati secara umum bisa dikatakan
bahwa orang yang telah baligh dan rasyid keca-
kapannya sudah sempurna sehingga bisa melaku-
kan semua jenis transaksi, namun ada beberapa
situasi di mana seseorang dianggap kehilangan
kecakapannya, yakni: gila, seperti gila (gila ka-
buhan/ma’tiih), pemboros (safih), idiot (ghaflah),
tidur, pingsan, dan mabuk."

b. Badan hukum sebagai subyek akad.

Badan hukum (al-syakhsiyyah al-i’tibdriyyah) disebut
juga dengan al-syakhs al-ma’nawi atau al-syakhs al-
hukmi. Bentuknya dapat berupa perseroan atau kongsi
bisnis, yayasan, ataupun yang lainnya."®

2. Obyek akad (mahall al-‘aqd).
Obyek akad dibedakan menjadi 2, yakni:'®

a.

Obyek akad mu dwadah: dua hal yang ditransaksikan
oleh kedua belah pihak, barang dan harga dalam akad
jual beli; dan manfaat dan ujrah dalam akad ijrah. Di
dalam fikih muamalah kedua benda ini disebut
dengan mu awwad (barangnya) dan ‘iwad (harganya).

4 Thid., hlm. 225.
% Syabir, Al-Madkhal, hlm. 229.
16 Ibid., hlm. 237-238.
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b.

Obyek akad tabarru”: satu benda atau manfaat yang
ditransaksikan. Di dalam akad tabarru’ obyeknya hanya
mutabarra’ bih (barangnya).

Secara umum obyek akad harus memenubhi syarat-syarat

sebagai berikut:

a. Bendaberharga menurut ketentuan hukum (syarak).
b. Halal dan suci

c. Sudah ada ketika akad.

d. Definitif (jelas batasannya).

Ijab dan kabul (sighat akad/sighah al-"aqd).

Sighat akad adalah ucapan, isyarat ataupun perbuatan
sebagai ungkapan kehendak subyek akad yang membuat
terjadinya akad. Kehendak para pihak dalam akad di-
ungkapkan dengan ucapan ataupun perbuatan yang
kemudian diistilahkan dengan ijab kabul.

Para ulama berbeda pendapat tentang batasan ijab dan
kabul:

a.

Mazhab Hanafi berpandangan bahwa ijab adalah
siapa saja dari kedua belah pihak yang berakad yang
menyatakan kehendaknya terlebih dahulu, sedang-
kan kabul adalah yang menyatakannya belakangan,
sebagai jawaban terhadap penawaran pihak pertama.
Jumhur fukaha (Malikiyah, Syafi‘iyah, dan Hanabilah)
berpendapat bahwa ijab adalah pernyataan dari pihak
yang punya kepemilikan, baik ia menyatakannya
terlebih dahulu ataupun belakangan. Sedangkan
kabul adalah pernyataan dari pihak yang ingin men-
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dapatkan kepemilikan tersebut sebagai indikator
persetujuannya terhadap penawaran dari pihak lain,
meskipin ia dinyatakan terlebih dahulu.

Menurut Muhammad ‘Usman Syabir yang lebih kuat
adalah pandangan Mazhab Hanafi karena lebih jelas
batasannya dalam membedakan antara ijab dan kabul,
yakni berdasarkan waktu menyatakannya, pihak yang
menyatakannya lebih dahulu berarti ijab, sementara yang
menyatakannya belakangan sebagai kabulnya."”

Macam-macam sighat akad:

a.

Lisan

Syaratnya kata-kata yang digunakan dalam berakad
adalah jelas maknanya mengarah pada obyek yang
dituju oleh masing-masing pihak.

Tulisan

Digunakan oleh kedua belah pihak yang tidak saling
bertemu langsung. Hukumnya sah pada semua jenis
akad sebagaimana akad yang dilakukan dengan lisan
seperti kaidah fikih: L4 G (tulisan sama
seperti ucapan). Syaratnya tulisannya tetap tidak
berubah hingga selesai akad. Tidak sah jika tulisannya
berubah. Sighat akad yang dilakukan dengan tulisan
oleh kedua belah pihak yang sama-sama hadir
hukumnya sah juga, meskipun kedua-duanya bisa
bicara, karena tulisan dapat menunjukkan kehendak
orang yang berakad dengan jelas. Hanya saja sighat

17 Ibid., hlm. 222.
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akad seperti ini tidak sah diterapkan pada akad
nikah.'®

c. Perbuatan

Sebagaimana terjadi pada jual beli mudtih (langsung
ambil dan bayar, tanpa ucapan apapun). Para ulama
sepakat sighat akad ta’dti (langsung dengan per-
buatan) tidak sah diterapkan pada akad nikah, tetapi
mereka berselisih pendapat tentang penerapannya
pada akad lainnya. Jumhur fukaha (Hanafiyah, Mali-
kiyah, dan Hanabilah) membolehkannya karena
masyarakat sudah sama-sama mengenal sighat akad
semacam ini dan hal itu menunjukkan kerelaan
mereka. Namun Mazhab Syafi’i tidak memboleh-
kannya (tidak sah sebagai sighat akad), alasannya
prinsip dalam sighat akad adalah dengan lafaz karena
lafaz atau kata-kata jelas maknanya. Menurut Syabir
pendapat jumhur lebih kuat karena lebih memudah-
kan dalam bermuamalah serta diadopsi juga oleh
perundang-undangan modern."

d. Isyarat

Isyarat adalah gerakan sebagai pengganti ucapan
untuk menyatakan kehendak dari subyek akad. Dalam
hal ini terdapat tiga situasi:

1) Isyarat yang dilakukan oleh orang yang bisa
bicara:

a) menurutjumhur fukaha (Hanafiyah, Syafi'iyah,

dan Hanabilah) hukumnya tidak sah, karena

18

18 Ibid., hlm. 2015.
19 Ibid., hlm. 2018.
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pada dasarnya ungkapan kerelaan dalam
suatu akad adalah ucapan dan tidak bisa ber-
pindah ke bukan ucapan kecuali dalam ke-
adaan terpaksa. Oleh karena itu orang yang
bisa bicara tidak memiliki kedaruratan untuk
menggunakan isyarat.

b) menurut Mazhab Maliki: isyarat yang bisa
dipahami dianggap sah akadnya, kendati ia
dinyatakan oleh orang yang bisa bicara, karena
tujuan ijab kabul adalah diungkapkannya
keinginan dari subyek akad melalui cara ter-
tentu yang saling dipahami. Hanya saja Maliki-
yah mengecualikan kebolehan isyarat ini pada
akad nikah.

Menurut Syabir, pandangan Malikiyah ini
lebih kuat. Dikuatkan pula oleh perundang-
undangan perdata modern dan diberlakukan
juga di pasar modal.”

2) Isyarat yang dilakukan oleh orang yang tidak bisa
bicara (seperti: orang bisu) dan ia tidak bisa baca
dan tulis juga, akadnya dianggap sah, karena
isyarat menjadi satu-satunya sarana ia mengung-
kapkan kehendaknya. Syaratnya isyarat tersebut
dapat dipahami menunjukkan kehendak dari dirinya.
Jika tidak bisa dipahami, maka dianggap tidak sah.

3) Isyarat yang dilakukan oleh orang yang tidak bisa
bicara (bisu), tetapi bisa menulis dan baca:

20 Ibid., hlm. 216-217.
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a) Jumhur fukaha: ia sah dengan isyarat ataupun
tulisan, kedua-duanya sama saja.

b) Hanafiyah: tidak sah dengan isyarat, jika ia
bisa menulis, karena dengan tidak bisa bicara,
maka ia berpindah ke tulisan.

Menurut Syabir, pandangan Jumhur lebih
kuat dan rasional.

e. Diam

Kendati diam pada dasarnya tidak termasuk indi-
kator pernyataan kehendak, akan tetapi dalam situasi
tertentu diam dapat menjadi indikator kerelaan atau
persetujuan, seperti: ketika seseorang mewakafkan
rumahnya yang dihadiri oleh banyak orang dan
mereka semua diam, maka diamnya mereka bisa
dianggap sebagai persetujuan; demikian pula ketika
seorang kreditur membebaskan hutang debiturnya
dan debiturnya diam saja.*'

2 Ibid., hlm. 2019.
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KLASIFIKASI AKAD

G435

=5 =]

Akad banyak macamnya atau pembagiannya. Pem-
bagian dari bermacam-macam akad tersebut bisa berbeda
antara satu penulis dengan penulis lain tergantung pada
landasan pemikiran dalam membagi dan menggolong-
golongkannya. Meskipun begitu ada landasan pemikiran
yang secara umum digunakan oleh para ahli (ulama) sehingga
dalam hal ini pembagian akad sama di antara mereka. Sele-
bihnya, dalam mengembangkan model-model pembagian
akad mereka sangat dimungkinkan untuk berbeda.’ Ahmad
Azhar Basyir membagi macam-macam akad kepada tiga
golongan:?

!Bandingkan T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Figh Mu’amalah,
cet. 3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hlm. 84 dan 98; Ahmad Azhar
Basjir, Asas-Asas Hukum Mu’amalat (Hukum Perdata Islam), cet. 1
(Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993), hlm. 112.

?Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, hlm. 112-124.
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1. Macam akad berdasarkan sifat dan hukumnya:
a. Akad yang sah, yakni akad yang dibenarkan syarak
ditinjau dari syarat, rukun, dan pelaksanaannya. Akad
yang sah dapat dibagi menjadi dua:

1. Akad yang dapat langsung dilaksanakan tanpa
bergantung pada hal-hal lain (akad ndfiZ), ini
dibedakan menjadi dua pula:

a)

b)

Akad yang mengikat secara pasti, tidak bisa
difasakh (akad ldzim). Akad ini tidak dapat
difasakh oleh masing-masing pihak tanpa izin
pihak lain, seperti jual beli, perjanjian bagi
hasil, dan perdamaian. Bahkan ada pula akad
lizim yang tidak bisa difasakh sama sekali
oleh kedua belah pihak, yakni khuluk (talak
dengan tebusan harta). Kedua belah pihak,
suami istri, tidak dapat membatalkannya,
meskipun mereka bersepakat untuk itu.
Akad yang tidak mengikat secara pasti, bisa
di-fasakh oleh kedua belah pihak atau salah
satu pihak (akad ghayr ldzim). Dalam akad
gadai, misalnya, pihak yang menggadaikan
tidak bisa memfasakh-nya tanpa persetujuan
pihak yang menerima gadai. Akan tetapi pihak
yang terakhir ini dapat mem-fasakh-nya secara
sepihak, baik disetujui ataupun tidak oleh
pihak yang menggadaikan.

2. Akad yang pelaksanaannya bergantung pada hal-
hal lain (akad mawgilf): akad yang dilakukan oleh
orang yang cakap hukum tetapi tidak memiliki
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keuasaan melakukan akad, seperti akad yang
dilakukan oleh orang lancang. Akad ini hanya
memiliki akibat hukum jika mendapat izin secara

sah dari orang yang mempunyai kekuasaan me-
lakukan akad.

Pembagian akad sah kepada akad nafiz dan akad
mawqiif hanya disepakati oleh ulama Mazhab Hanafi
dan Maliki. Para ulama Mazhab Syafi'i memandang
akad yang sah hanyalah akad ndfiz. Menurut mereka
di antara syarat sah akad adalah bahwa orang yang
melakukan akad memang harus orang yang memiliki
kekauasaan (kewenangan) melakukannya. Jadi tidak
ada istilah akad sah yang mawgiif bagi mereka.

b. Akad yang tidak sah, dibedakan menjadi dua:

1. Akad yang rusak (fdsid): dilakukan oleh orang
yang cakap hukum terhadap obyek yang dibenar-
kan syarak pula, tetapi ada hal yang tidak dibenar-
kan syarak dalam akad tersebut. Misalnya dua
orang melakukan jual beli barang dengan ke-
tentuan bahwa harganya akan dibayar kemudian,
tanpa menetapkan jangka waktunya, yang me-
mungkinkan timbulnya sengketa di belakang
hari. Akad yang rusak ini posisinya di tengah-
tengah antara sah dan batal. Sah karena karena
dari segi kriteria dan terjadinya telah sesuai dengan
ketentuan syarak, batal karena di dalamnya
mengandung hal-hal yang merusak dan dilarang
syarak. Dalam hal ini berlaku dua macam ke-
tentuan:
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a) Apabila pihak kedua menerimanya, maka
akad rusak ini tetap memiliki akibat hukum.

b) Kedua belah pihak dapat meminta fasakh,
atau hakim dapat mem-fasakh langsung jika
hal itu diketahuinya, karena adanya unsur
yang dilarang oleh syarak dalam akad rusak
tersebut.

Menurut fukaha Hanafiyah pembagian akad tidak
sah menjadi dua tersebut tidak berlaku untuk
segala macam akad, tetapi hanya berlaku untuk
akad pemindahan hak milik atau akad yang
kebendaan yang menimbulkan kewajiban timbal
balik di antara para pihak, seperti hibah, sewa
menyewa, jual beli, utang piutang dan sebagainya.
Mayoritas fukaha bahkan hanya membagi akad
kepada dua saja, sah dan tidak sah.

3. Akad yang batal: akad yang tidak dibenarkan
syarak, baik rukun, syarat, maupun pelaksana-
annya. Akad ini dianggap tidak pernah terjadi
menurut hukum dan karena itu tidak mempunyai
akibat hukum sama sekali.

2. Macam akad berdasarkan wataknya (hubungan hukum
dan sighat-nya):

24

a.

Akad munjaz, yaitu akad yang mempunyai akibat
hukum seketika setelah terjadi ijab dan kabul, seperti
jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya. Pada
dasarnya akad itu dapat dilaksanakan seketika, kecuali
yang sifathnya memang harus bersandar kepada waktu
mendatang, seperti wasiat.
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. Akad bersandar kepada masa mendatang, contohnya
beli tiket kereta api untuk keberangkatan seminggu
mendatang. Akad ini dipandang sah dan memiliki
akibat hukum karena terjadi atas kerelaan kedua
belah pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan
Qur‘an dan Hadis.

Akad bersyarat: akad yang digantungkan atas adanya
syarat tertentu dan dipandang terjadi manakala syarat
tersebut terpenuhi. Misalnya seseorang mewakilkan
kepada orang lain untuk membeli barang dengan
syarat tidak melebihi 2 juta rupiah. Jika barang yang
memenuhi syarat tersebut ada, wakil dapat mem-
belinya atas nama orang mewakilkan.

. Akad fawri: akad yang akibat hukumnya seketika
setelah ijab kabul dilakukan, seperti jual beli secara
tunai, akad nikah, dan sebagainya. Lawannya adalah
akad pelaksanaannya memerlukan waktu panjang
(mustamirr).

Akad mustamirr: tujuan akad baru tercapai setelah
melalui waktu tertentu. Contohnya akad sewa me-
nyewa rumah dalam jangka waktu dua tahun. Dalam
hal ini akad telah terjadi sebelum penyewa menem-
pati rumabh, tetapi tujuan akad, berupa pengambilan
manfaat rumah harus selesai setelah berlangsung dua
tahun.

Macam akad berdasarkan akibat hukumnya (tujuan
akad):

Akad pemberian hak milik (al-tamlik): tujuannya
memberikan hak milik seseorang kepada orang lain,
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baik berupa benda ataupun manfaat benda, baik
dengan imbalan (mu’dwadah, akad tukar menukar)
ataupun tanpa imbalan (tabarru’, akad kebajikan),
seperti jual beli, hibah, sewa menyewa, dan sebagai-
nya.

b. Akad pelepasan hak (isgdt): tujuannya melepaskan
hak tanpa ataupun dengan ganti. Misalnya ibrad’
(membebaskan debitur dari kewajiban membayar
utang).

c. Akad pelepasan kekuasaan (itldg): tujuannya
melepaskan kekuasaan/kewenangan melakukan
suatu perbuatan kepada orang lain. Misalnya
seseorang memberi kuasa kepada orang lain untuk
bertindak atas nama dirinya (yang memberi kuasa).

d. Akad pengikatan (taqyid): kebalikan dari isgdt, yakni
mengikat/menarik kewenangan seseorang yang
semula dimilikinya. Misalnya orang yang diwakili
menghentikan wewenang/kekuasaan wakilnya untuk
bertindak atas dirinya.

e. Akad persekutuan (syirkah): tujuannya bekerjasama
untuk memperoleh suatu hasil/keuntungan. Misalnya
kerjasama bagi hasil.

f. Akad pertanggungan (tawsiq/damin): tujuannya
untuk memperkuat suatu akad lain, seperti akad
gadai sebagai penguat akad hutang piutang.

Demikian pembagian dan klasifikasi akad menurut
Azhar Basyir. Hasbi Ash Shiddieqy, yang tampaknya banyak
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mengutip dari Mustafa Ahmad al-Zarqa’, mengklasifikasikan
akad ke dalam dua belas golongan sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi bernama atau tidaknya, dibedakan
menjadi dua:

a. Akad bernama, yakni akad yang namanya diberikan
oleh syarak yang memiliki obyek dan hukum pokok-
nya masing-masing. Menurut al-Zarqa’ ada 25 macam
akad yang termasuk dalam kategori ini, yaitu:

Jual beli (al-bay’)
Sewa menyewa (al-ijdrah)
Penjaminan (al-kafdlah)
Pemindahan hutang (al-hiwdlah)
Gadai (al-rahn)
Bay’ al-wafa’
Penitipan (al-idd’)
Pinjam pakai (al-i"drah)
Pemberian (al-hibah)

. Al-Qismah

. Kerjasama (al-syirkah)

. Al-Muddrabah

. Al-Muzdra’ah

. Al-Musdqgah

0PN =

_
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® Ash Shiddieqy, Figh Mu’amalah, hlm. 99-105. Bandingkan
Mustafa Ahmad al-Zarqd’, Al-Figh al-Isldmi fi Sawbih al-Jadid: al-Madkhal
al-Fighi al-'Amm (Damaskus: Matba’ah Tarbayn, 1968), I: 537-588. Jika
kedua buku tersebut dibandingkan, terutama pada bagian ini, isinya
persis sama. Tampaknya Hasbi hanya sekedar menyalin dari al-Zarqa'.
Bandingkan juga Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi
tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat, cet. 1 (Jakarta: P.T. RajaGrafindo
Persada, 2007), hlm. 72-83.
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15. Pendelegasian (al-wakdilah)
16. Perdamaian (al-sulh)
17. Mediasi (al-tahkim)

18. Al-Mukharajah

19. Hutang pitang (al-qard)
20. Al-"Umrd

21. Al-Muwdlah

22. Al-Igalah

23. Perkawinan (al-zawdj)
24. Wasiat (al-wasiyyah)
25. Al-Isd’.

b. Akad tidak bernama, yakni akad yang tidak diberikan
namanya secara khusus oleh syarak demikian pula
obyek dan hukum-hukumnya. Akad-akad semacam
ini banyak sekali dan hampir tanpa batas, sesuai
dengan kebutuhan para pihak yang melakukan
perjanjian. Namanya diberikan secara umum saja
dengan ‘akad” atau ‘kesepakatan’. Oleh karena itu di
dalam fikih pada masa lalu muncul banyak akad baru
pada kurun waktu yang berbeda-beda. Para fukaha
kemudian memberi nama khusus serta menetapkan
hukum-hukumnya sehingga menjadi akad bernama,
seperti bay’ al-wafd’, akad al-ijaratayn dan al-tahkir
pada harta wakaf, dan bay’ al-istijrir.

2. Dilihat dari segi disyariatkan atau tidaknya:

a. Akad yang dibenarkan syarak (masyrii’ah), misalnya
jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya.
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b. Akad yang dilarang syarak (mamnii’ah), misalnya bay’

al-maldqih dan bay’ al-maddmin.*

3. Dilihat dari segi sah atau tidaknya:

a.

Akad yang sah

b. Akad yang rusak (fdsid).

4. Dilihat dari sifat obyeknya:

a.

Akad ‘ayniyyah, yakni akad yang keabsahannya
mempersyaratkan penyerahan obyeknya, tidak
cukup hanya ijab kabul saja. Ada lima macam akad
yang masuk dalam kategori ini, yaitu: hibah, pinjam
pakai, penitipan, hutang, dan gadai. Menurut para
fukaha alasan dipersyaratkannya penyerahan obyek
(barang) bagi kesempurnaan akad tersebut adalah
karena akad-akad ini bersifat tabarru’. Atas dasar hal
inilah kemudian muncul kaidah fikih yang berbunyi:
la yatimmu al-tabarru’u illd bi al-qabdi (Y} ¢ =) o= Y
24).? Oleh karena itu akad lafziyah saja dianggap
tidak ada pengaruhnya sebelum barangnya diserahkan.
Dalam hibah, misalnya, orang yang diberi hibah tidak
dapat memaksa pemberi hibah untuk menyerahkan
barangnya.

Akad ghayr ‘ayniyyah, yaitu akad yang sempurna
akibat hukumnya dengan semata-mata ijab kabul.

*Bay’ al-maldqih adalah jual beli anak binatang yang masih
dalam kandungan induknya. Sedangkan bay’ al-maddmin adalah jual
beli anak binatang yang masih dalam tubuh binatang jantan (hasil
dari perkawinannya dengan sang jantan, tetapi perkawinannya saja
belum terjadi). Al-Zarqd’, Al-Figh al-Isldmi, 1: 584.

>Lihat al-Zarqa’, Al-Figh al-Isldmji, I: 586.
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30

Akad ini terjadi pada hampir semua akad selain yang
lima di atas.

Dilihat dari bentuknya (tatacara melakukannya):

a.

Akad syakli, yaitu akad yang pelaksanaannya harus
dengan tatacara tertentu (protokoler), seperti per-
kawinan yang harus dilakukan di depan para saksi
dan jual beli tanah yang harus dilakukan dengan tata
cara tertentu yang diakui keabsahannya oleh BPN.
Akad ridd’i, yaitu akad yang tidak memerlukan
protokoler tertentu untuk keabsahannya. Jika telah
terjadi keridaan di antara kedua belah pihak akad
dianggap telah sah. Demikianlah akad-akad pada
umumnya.

Dilihat dari berlaku atau tidaknya:

a.

Akad ndfiz, yaitu akad yang langsung dapat di-
jalankan karena tidak ada penghalang bagi sahnya
akad.

Akad mawgqilfah, yaitu akad yang melampau kewe-
nangan salah satu atau kedua belah pihak yang
berakad sehingga harus menunggu izin dari pihak
yang memiliki kewenangan tersebut, seperti akad
fudiili (akad orang lancang).

Dilihat dari dapat atau tidaknya di-fasakh:

a.

Akad ldzim, yaitu akad yang pada dasarnya bersifat
mengikat. Akad ini dibedakan menjadi 3:

1. Akad yang mengikat kedua belah pihak serta
tidak dapat di-fasakh dengan jalan igdlah, yaitu
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akad perkawinan. Akad ini tidak bisa dibatalkan,
meskipun disepakati oleh kedua belah pihak.
Akad ini hanya bisa diakhiri dengan cara yang
telah ditentukan syarak, seperti dengan talak dan
khulu’.

2. Akad yang pada dasarnya mengikat kedua belah
pihak tetapi bisa dibatalkan dengan jalan iqalah
atas persetujuan kedua belah pihak, seperti jual
beli, perdamaian, dan sebagainya.

3. Akad yang pada dasarnya hanya mengikat salah
satu pihak saja, seperti gadai dan penjaminan.

b. Akad ghayr lizim, yaitu akad yang pada dasarnya

tidak mengikat kedua belah pihak, masing-masing
pihak berhak untuk membatalkan atau meneruskan
kembuali.

Dilihat dari segi tukar menukar hak, ada 3 macam:

a.

Akad mu’dwadah: akad yang berlaku atas dasar timbal
balik, seperti: jual beli, sewa menyewa, dan sebagai-
nya.

Akad tabarru’: akad yang berdasarkan pemberian dan
pertolongan, seperti hibah dan idrah.

Akad yang pada awalnya tabarru’ tetapi menjadi
mu’dwadah pada akhirnya, seperti hutang piutang dan
penjaminan (kaféilah).

Dilihat dari segi penggantian, harus diganti atau tidaknya,
ada 3 macam:

a.

Akad damdn: tanggung jawab terhadap benda yang
didasarkan atas pemegang benda tersebut. Jika terjadi
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kerusakan terhadap benda yang telah dipegang oleh
pembeli, misalnya, maka hal itu menjadi tanggungan
pembeli, karena benda sdh diterimanya. Yang
termasuk dalam akad ini adalah jual beli, hutang
piutang, dan sebagainya beserta akad-akad pem-
batalannya (igdlah).

. Akad amdnah: pemegang benda dalam hal ini tidak

bertanggungjawab terhadap kerusakan yang terjadi,
karena ia merupakan amanah. Tanggung jawab tetap
pada pemilik barang. Yang termasuk dalam akad ini
adalah titipan, pinjam pakai, syirkah, wakilah, dan
wasiat.

Akad campuran antara keduanya, dari satu sisi
tampak sebagai damiin, tetapi sebagai amdnah juga
padasisi lainnya. Yang termasuk dalam akad ini adalah
ijarah, gadai, dan sebagainya.

10. Dilihat dari segi tujuannya, dibedakan menjadi lima:

a.

Akad yang tujuannya adalah pemilikan (al-tamalluk),
contohnya: jual beli, hibah, wasiat, ijirah, dan pinjam
pakai.

Akad yang tujuannya kerjasama (al-isytirik), seperti
syirkah, mudarabah, dan muzdra’ah.

Akad yang tujuannya pendelegasian (al-tafwid),
seperti wakdalah.

Akad yang tujuannya penjagaan/pemeliharaan (al-
hifz), seperti wadi’ah.

11. Dilihat dari segi berlakunya:

a.

32
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akad, seperti jual beli, hutang piutang, dan hibah.
Dengan selesainya akad maka akibat hukum segera
terjadi.

Akad mustamirr, yakni akad yang pelaksanaannya
memerlukan waktu yang menjadi unsur mendasar
dalam akad tersebut, seperti ijarah, ‘driyah, dan
syirkah.

12. Dilihat dari pokok dan tambahannya:

a.

Akad pokok (asli), yakni akad yang berdiri sendiri,
tidak bergantung kepada yang lain. Contohnya: jual
beli, ijdrah, wadi’ah, dan ‘driyah.

Akad tambahan taba’7), yakni akad yang keberadaan-
nya bergantung pada yang lain, seperti rahn dan
kafilah.
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BAB IV

BENDA SEBAGAI OBYEK AKAD
DALAM MUAMALAH ISLAM

645

= =)

A. Pengertian Benda (Madl)

Dalam hukum Islam benda disebut dengan mal. Al-mal
secara bahasa (Arab) berarti segala sesuatu yang bisa dimiliki
oleh manusia, baik berupa benda ataupun manfaat.' Harta
dinamakan al-mdl karena kecenderungan (al-mayl) naluri
manusia untuk memilikinya.? Secara terminologis ia diartikan
sebagai “segala sesuatu yang mungkin dimiliki dan diambil
manfaatnya dalam keadaan biasa.” Berdasarkan definisi
tersebut benda dapat dikategorikan sebagai mal manakala
memenuhi dua syarat, yakni: bisa dimiliki dan bisa diambil

! Badran Abt al-“Aynayn Badran, Tdrikh al-Figh al-Isldmi wa
Nazariyyah al-Milkiyyah wa al-"Ugiid (Beirut: Dar al-Nahdah al-’Arabiyyah,
t.th.), hlm. 283; Muhammad Abt# Zahrah, al-Milkiyyah wa Nazariyyah
al-‘Aqd fi al-Syari’ah al-Isldmiyyah (Kairo: Dar al-Fikr al-“Arabi, 1996),
hlm. 47; Muhammad ‘Usman Syabir, al-Madkhal ild Figh al-Mu’dmaldt
al-Maliyyah: al-Mal-al-Milkiyyah-al-‘Aqd, cet. 2 (‘Amman: Dar al-Nafa'is,
2010), hlm. 67.

2 Al-Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah (Beirut: Dar al-Kutub al-’Arabi,
t.th.), III: 46.
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manfaatnya dalam keadaan biasa (situasi normal). Jika salah
satu atau kedua-duanya tidak ada, maka tidak bisa dikate-
gorikan sebagai benda (miil). Oleh karena itu cahaya bulan
dan panasnya matahari, misalnya, tidak dapat dikategorikan
sebagai benda, karena keduanya tidak bisa dimiliki, kendati
keduanya memiliki manfaat yang tidak bisa diragukan.
Demikian pula bangkai dan sebutir biji beras, misalnya, juga
tidak bisa dikategorikan sebagai benda, karena keduanya
tidak bisa diambil manfaatnya dalam keadaan biasa, kendati
keduanya bisa dimiliki.?

Berdasarkan definisi tersebut maka khamar, daging babi,
dan yang semacamnya dikategorikan sebagai benda juga
karena keduanya bisa dimiliki dan diambil manfaatnya oleh
non muslim. Status benda sebagai harta ditentukan oleh
masyarakat sendiri. Oleh karena itu jika mereka tidak lagi
menganggap suatu benda sebagai harta, sementara sebagian
masyarakat masih menganggapnya sebagai harta, maka benda
tersebut tetap sebagai harta, kendati hanya bagi mereka yang
menganggapnya.*

B. Pembagian Benda
Para fukaha membedakan benda kepada beberapa jenis
berdasarkan klasifikasi tertentu, yakni:

1. Berdasarkan ada atau tidaknya ganti rugi terhadap benda
yang dirusakkan, benda dibedakan menjadi:

* Muhammad Mustafa Syalabi, al-Madkhal fi al-Ta’rif bi al-Figh al-
Islami wa Qawd’id al-Milkiyyah wa al-‘Uqiid fih (Ttp.: Dar al-Ta'lif, 1962),
hlm. 286. Bandingkan Badran, Tdrikh al-Figh al-Isldmi, hlm. 283-4.

4 Ibid.

® Badran, Tdrikh al-Figh al-Isldmi, hlm. 284 dan seterusnya.
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Mal mutaqawwam (benda bernilai), yakni benda yang
bisa diambil manfaatnya dalam keadaan normal dan
bisa dimiliki, seperti: uang, rumah, dan tanah yang
sudah dimiliki.

Mal ghayr mutagawwam (benda tidak bernilai), yakni
benda yang belum dimiliki, seperti: tambang yang
masih di perut bumi dan ikan yang masih di laut; atau
benda yang bisa dimiliki tetapi syarak mengharamkan
manfaatnya dalam keadaan bisa, seperti: khamar dan
babi, di mana keduanya hanya bisa diambil manfaat-
nya dalam keadaan darurat.

Menurut Hanafiyah khamar dan babi tetap dikate-
gorikan sebagai benda bernilai jika dinisbahkan
kepada non muslim karena kita diperintahkan untuk
toleransi terhadap agama mereka yang membolehkan
mereka untuk mengambil manfaat dari kedua benda
tersebut. Kita pun bermuamalah dengan apa yang
mereka yakini tersebut. Sementara jumhur ulama
selain Hanafiyah memandang kedua benda tersebut
sebagai benda tidak bernilai kendati di tangan mereka
sendiri (ahl al-Zimmah, penduduk non-muslim di
negara Islam), karena mereka diperintahkan untuk
bermuamalah sesuai dengan ajaran Islam, hak dan
kewajiban mereka juga sama dengan umat Islam.

Konsekuensi dari pembagian benda di atas adalah:

1) Setiap akad yang menjadikan benda sebagai
obyeknya hanya sah jika bendanya adalah benda
bernilai.
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2) Jika seseorang merusakkan benda tidak bernilai
milik seorang muslim, seperti khamar dan babi,
maka ia tidak wajib menggantinya, akan tetapi jika
pemiliknya adalah non muslim, maka ia tidak
wajib menggantinya menurut jumhur ulama,
namun menurut Hanafiyah tetap wajib meng-
gantinyajuga.

2. Berdasarkan sifat dapat dipindahkan atau tidak:

a.

Ml “igdr (benda tetap), yakni setiap benda yang tidak
bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain,
seperti: tanah, bangunan, dan pohon. Namun dalam
pandangan Mazhab Hanafi bangunan dan pohon
dianggap sebagai benda bergerak, sehingga terhadap
keduanya tidak berlaku hak syuf’ah jika dijual ter-
pisah dari tanah, karena hak syuf’ah hanya berlaku
pada benda tak bergerak. Menurut Mazhab Hanafi
benda tak bergerak adalah setiap benda yang pada
asalnya tidak dapat dipindahkan, dan hal ini hanya
terjadi pada tanah saja.

Mal mangill (benda bergerak), yakni setiap benda
yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat
lain, seperti: uang, hutang, dan binatang. Menurut
Mazhab Hanafi benda bergerak adalah setiap benda
yang dapat dipindahkan, baik yang tetap bentuknya
seperti semula, seperti binatang, emas, perak, dan besi,
maupun yang bentuknya berubah, seperti pohon dan
bangunan. Sedangkan menurut Mazhab Maliki
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benda bergerak adalah setiap benda yang dapat
dipindahkan dengan tanpa merubah bentuknya dari
semula, sehingga pohon dan bangunan tidak ter-
masuk di dalamnya.”

Manfaat dari pembagian benda kepada bergerak dan tak

bergerak ini di antaranya berkenaan dengan hukum-
hukum berikut:

1)

2)

Syuf’ah dan wakaf, di mana keduanya berkenaan
dengan benda tetap.?

Penjualan harta milik orang yang dinyatakan pailit,
dimulai dengan benda-benda bergerak, jika hutang
bisa dilunasi, maka tidak perlu menjual benda tak
bergerak. Akan tetapi jika penjualan benda bergerak
belum menutup hutangnya, maka dijual pulalah
benda tak bergerak.

3. Berdasarkan ada atau tidaknya persamaan di pasar

a.

Mal misli, yakni benda-benda yang jenisnya banyak
beredar di pasaran, seperti benda-benda yang biasa
ditakar, ditimbang, ataupun yang dijual satuan.

Mal qimi, yakni benda-benda langka yang tidak ada
di pasaran, seperti: benda kuno yang langka dan batu
mulia.

7 Ibid.

# Syuf’ah hanya terjadi pada jual beli benda tetap. Sedangkan wakaf,
dalam Mazhab hanafi, hanya sah terjadi pada benda tetap. Benda bergerak
dapat diwakafkan hanya jika terkait dengan benda tetap atau benda
yang menurut ‘urf biasa diwakafkan, seperti buku, kuda, dan senjata.
Badran, Tdrtkh al-Figh al-Isldmi, hlm. 288.
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Adapun manfaat dari pembagian ini adalah terkait dengan
pertanggungjawaban terhadap perusakan barang. Jika
yang rusak adalah benda misli, maka ia diganti dengan
benda yang sama, sepanjang masih ada di pasaran. Jika
sudah tidak ada lagi di pasaran, maka diganti dengan
harganya. Sementara jika yang dirusakkan adalah benda
qimi, maka sejak semula sudah harus diganti dengan
harganya (nilainya), dikarenakan memang tidak ada
benda tersebut di pasaran.’

Berdasarkan sifat habis pakai atau tidaknya:

a. Milistihldki (benda habis pakai), yakni setiap benda
yang ketika dipakai langsung habis, seperti: makanan
dan minuman.

b. Malisti'mali (benda tidak habis pakai), yakni setiap
benda yang tetap ada meskipun dipakai berulang-
ulang, seperti: benda-benda tak bergerak dan pakaian.

Manfaat pembagian benda kepada istihldki dan isti'mali
ini adalah terkait dengan akad-akad yang bisa dan tidak
bisa diterapkan pada benda-benda tersebut. Benda
istihldk? tentu tidak bisa menerima akad-akad dalam
lingkup penggunaan (isti'mali), seperti ijarah dan “ariyah.
Sebaliknya, benda isti'mali tidak bisa menerima akad-
akad dalam lingkup menghabiskan (istihliki), seperti akad
gard. Adapun akad jual beli dan wadi’ah dapat masuk
pada kedua jenis akad tersebut.!
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5. Berdasarkan pemiliknya:
a. Mal khdss, yakni setiap benda yang dapat dimiliki
perorangan.
b. Mil ‘4mm, yakni setiap benda yang tidak bisa dimiliki
perorangan, ia hanya untuk kepentingan umum
(masyarakat).

Kadang-kadang suatu benda khdss berubah menjadi
benda “dmm dan sebaliknya, benda ‘4mm menjadi benda
khiss. Dalam hal yang pertama contohnya adalah ketika
seseorang mewakafkan tanahnya untuk masjid atau
makam, misalnya, maka tanah yang tadinya dimiliki
perorangan menjadi milik umum. Dalam hal yang
terakhir dapat terjadi manakala rumah sakit yang tadinya
dimiliki pemerintah kemudian dijual kepada individu,
sehingga ia menjadi milik perorangan."

1 Ibid.
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AKAD JUAL BELI (AL-BAY)

BlA5

L= =)

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Secara etimologis al-bay’ (=—-))) berarti mengambil
sesuatu dan memberikan sesuatu sekaligus. Kata ini
merupakan derivasi dari kata al-bd’ (¢ ) yang berarti lengan,
karena kedua belah pihak saling mengulurkan lengannya
untuk mengambil dan sekaligus menyerahkan obyeknya.
Sedangkan secara terminologis al-bay’ didefinisikan sebagai
tukar menukar harta (benda) dengan tujuan untuk memiliki;
atau tukar menukar harta (benda) secara sukarela dengan cara
yang dibenarkan oleh syarak dan bertujuan untuk memiliki.!

Dasar disyariatkannya jual beli (al-bay’) dapat ditemu-
kan di dalam al-Qur‘an maupun hadis-hadis Nabi. Di antara-
nya adalah sebagai berikut:

! Al-Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah (Beirut: Dar al-Kutub al-’Arabi,
t.th.), III: 46; Sa’d al-Din Muhammad al-Kibbi, al-Mu’dmaldt al-Maliyyah
al-Mu’dsirah fi Daw’ al-Isldm (Beirut-Damaskus-’Amman: al-Maktab
al-Islami, 2002), him. 16.

2 Ibid.; ' Abd al-Rahman al-Jaziri, Kitdb al-Figh ‘ald al-MaZihib al-
Arba’ah (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), II: 140.
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*Q.S. al-Nisa“ (4): 29.
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2. Dasar dari hadis Nabi:
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B. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli pada dasarnya hanya tiga, yakni: sighat,
para pihak yang terlibat, dan obyek jual beli. Hanya saja
masing-masing rukun tersebut terdiri atas dua bagian, yakni
pihak penjual dan pembeli. Sighat terdiri atas ijab dan kabul,
para pihak yang terlibat adalah penjual dan pembeli, dan
obyek jual belinya adalah uang dan barang. Oleh karena itu
jika dirinci rukun jual beli ada enam.® Masing-masing rukun
memiliki syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi.
Penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Para pihak yang terlibat (penjual dan pembeli).
Para pihak yang berakad (penjual dan pembeli), syaratnya
adalah sebagai berikut:’

¢ Ab{i "Abd Allah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal
ibn Asad al-Syaybani, Musnad Ahmad ibn Hanbal, cet. 1 (Beirut: ’Alam
al-Kutub, 1998), III: 466. Hadis no. 15930 (15836).

7 Muhammad ibn Isma’il AbG "Abd Alldh al-Bukhéri, al-Jami” al-
Sahih al-Mukhtagar, tahqiq: Mustafa Dib al-Bigha, cet. 3 (Beirut: Dar Ibn
Kasir, 1987), II: 535. Hadis no. 1401.

8 Al-Jaziri, Kitdb al-Figh, 1I: 141.

° Ibid., 1I: 145-6.
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a. Mumayyiz (bisa bedakan baik dan buruk, untung dan
rugi), sehingga tidak sah jual beli yang dilakukan oleh
anak yang belum mumayyiz dan orang gila."* Adapun
akad anak yang sudah mumayyiz dan orang gila kam-
buhan (ma’tiih), sepanjang ia mengerti hakekat jual
beli beserta akibat hukum yang timbul karenanya
serta mampu memahami dengan baik maksud ucapan
pihak lain, maka jual belinya dianggap sah. Hanya saja
akadnya masih belum bisa serta merta diluluskan jika
belum dapat izin dari walinya.

b. Rasyid. Ini merupakan syarat agar akad jual beli dapat
direalisasikan. Akad anak yang sudah mumayyiz,
orang gila kambuhan (ma’tith), dan pemboros (safih)
belum dapat diluluskan jika belum mendapatkan
izin dari wali mereka. Tidak dibedakan di sini, baik
mereka itu dapat melihat ataupun buta.

10 Mazhab Hanbali membolehkan jual beli anak-anak di bawah
umur yang masih belum tamyiz (ghayr mumayyiz) dan juga seorang
pemboros (safth) jika barang yang diperjualikan itu adalah barang kecil
nilainya, seperti korek api dan seikat sayur (kol), bahkan seandainya
walinya tidak mengizinkan sekalipun. Adapun terhadap barang-barang
yang memiliki nilai ekonomi tinggi maka seorang anak yang belum
mumayyiz akadnya tidak sah, bahkan kendati walinya mengizinkan
sekalipun. Akan tetapi anak yang sudah mumayyiz dan seorang pem-
boros dengan izin walinya mereka dapat melakukan akad jual beli.

Menurut Mazhab Syafi'i jual beli tidak dapat dilaksanakan terhadap
empat macam orang, yakni anak-anak (baik belum ataupun sudah
mumayyiz), orang gila, budak (meskipun ia mukallaf juga), dan orang
buta. Jika ada orang yang melakukan akad jual beli dengan salah satu
dari keempat macam orang dengan kualifikasi seperti ini, maka ia
wajib mengembalikan uang atau barangnya. Akan tetapi jika budak
tersebut mendapatkan izin dari walinya, dan sang budak juga mukallaf,
maka akadnya dianggap sah.
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c. Memiliki kehendak bebas (tidak di bawah paksaan).
Hal ini berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan
di atas yang menegaskan bahwa jual beli hanya sah
jika dilakukan atas kerelaan masing-masing pihak.

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa kebebasan
berkehendak ini tidak sekedar dalam bentuk lahir saja,
tetapi juga harus meliputi suasana batin (perasaan) para
pihak yang berakad. Jadi kebebasan berkehendak ini
bersifat formal-lahiriah dan substansial-batiniah. Oleh
karena itu manakala jual beli dilaksanakan di antara para
pihak yang secara formal-lahiriah bersepakat terhadap
suatu obyek tertentu, tetapi secara substantif-batiniah
salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak merasa
terpaksa melakukannya, maka akad semacam ini
hukumnya batal (tidak sah). Mereka menamakan akad
semacam ini dengan bay’ al-talji’ah wa al-amdn. Misalnya
seseorang menjual sesuatu untuk menghindari tindak
perampasan oleh orang jahat atau menghindari kejahatan
tetangganya. Di antara contoh bay’ al-talji’ah adalah jual
beli yang tidak serius (bay’ al-hdzil) karena jual beli
semacam ini tidak mengandung kesungguhan makna di
mana secara substansial tidak ada kebebasan berkehendak
di dalamnya. Tidak termasuk dalam kategori terpaksa ini
adalah orang yang dipaksa oleh hakim untuk menjual
harta miliknya dengan tujuan untuk melunasi hutangnya
karena hal ini merupakan paksaan yang dilandasi oleh
kebenaran, sementara paksaan yang membatalkan akad
adalah paksaan yang dilandasi oleh ketidakbenaran.
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Menurut Mazhab Hanafi akad yang dilakukan oleh
orang yang dipaksa tetap dapat dilaksanakan sebab
mereka menganut kaidah bahwa setiap ucapan (akad)
yang dipaksakan hukumnya sah, hanya saja ucapan (akad)
tersebut ada yang dapat dibatalkan (fasakh), seperti jual
beli dan sewa menyewa, dan ada pula yang tidak dapat
dibatalkan, seperti talak, nikah, nazar, dan pembebasan
budak (al-itaq). Oleh karena itu apabila seseorang dipaksa
untuk menjual barang miliknya, maka akad tersebut
dapat dilaksanakan, tetapi rusak (fasid). Barang yang
dimiliki pembeli menjadi fasid pula kepemilikannya.
Orang yang dipaksa tersebut dapat menuntut agar
barangnya dikembalikan manakala ia menjumpainya.
Jual beli yang dipaksakan oleh hakim dalam rangka untuk
melunasi hutang juga dihukumi sebagai jual beli fasid
dalam mazhab ini.

Menurut Mazhab Maliki paksaan ada dua macam,
yakni paksaan yang terjadi pada akad jual beli itu sendiri,
seperti seseorang dipaksa untuk menjual sebagian barng
miliknya; dan paksaan yang terjadi di luar akad (pada
sebabnya), seperti seseorang yang karena dipaksa untuk
memberikan hartanya dan ia tidak kuasa menolaknya,
maka ia kemudian menjualnya agar ia dapat hasil dari
harta itu. Pada jenis pertama akadnya tidak bersifat mengi-
kat (ghayr ldzim) dan penjual dapat menuntut agar barang-
nya dikembalikan, sementara iapun wajib mengembali-
kan uangnya. Adapun pada jenis yang terakhir terdapat
perbedaan pendapat di kalangan Mazhab Maliki.
Sebagian berpendapat akad ini tidak mengikat pula dan
ini merupakan pendapat yang masyhur, namun sebagian
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lainnya berpendapat sebaliknya. Menurut Mazhab ini
paksaan yang dilandasi kebenaran tidak menghalangi
pelaksanaan akad, seperti hakim yang memaksa seorang
debitur untuk menjual barang miliknya demi untuk
melunasi hutangnya.

Menurut Mazhab Syafi'i jual beli orang yang dipaksa
pada prinsipnya tidak sah. Paksaan dibedakan menjadi
dua, yakni paksaan yang tidak dilandasi kebenaran dan
paksaan yang dilandasi kebenaran. Jual beli dengan
paksaan jenis pertama akadnya sah, sementara jual beli
dengan paksaan jenis terakhir, akadnya tidak sah.

Obyek jual beli.

Adapun terhadap obyek jual beli, baik barang
maupun harganya, maka syaratnya adalah sebagai
berikut:"

a. Suci, maka tidak sah menjadikan benda najis sebagai
obyek jual beli. Jual beli barang najis, akadnya tidak
sah."”? Di samping itu obyek jual beli juga harus halal.
Oleh karena itu jual beli barang haram hukumnya
tidak boleh (haram)."” Hal ini didasarkan pada hadis:'*

" Al-Jaziri, Kitdb al-Figh, II: 148-9.
2 Mazhab Hanafi berpendapat bolehnya memperjualbelikan

lemak yang terkena najis serta mengambil manfaatnya, asal tidak
untuk dimakan, sebagaimana bolehnya memperjualbelikan kotoran
(binatang) yang tercampur dengan tanah dan mengambil manfaatnya.
Yang mereka larang adalah memperdagangkan bangkai beserta
kulitnya yang belum disamak, babi, dan khamar.

13 Abti al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad

ibn Rusyd al-Qurtubi, Biddyah al-Mujtahid wa Nihdyah al-Mugqtasid
(Beirut: Dar Ibn Hazm, 1995), II: 1161.

14 Al-Bukhari, al-Jdmi’ al-Sahih, VIII: 229. Hadis no. 2236.
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Berdasarkan hadis di atas barang yang tidak boleh

diperjualbelikan adalah khamar, bangkai, babai, dan
patung (untuk pemujaan).

. Memiliki manfaat yang dibenarkan syarak. Oleh

karena itu tidak boleh memperjualbelikan serangga
yang tidak ada manfaatnya.

Milik penjual pada waktu akad dilaksanakan. Oleh
karena itu tidak boleh mentransaksikan barang yang
bukan milik sendiri, kecuali dalam hal akad salam
karena dalam akad ini obyek memang baru akan
dimiliki oleh penjual.

. Dapat diserahterimakan, kecuali jika pembeli mampu

(bersedia) mengambilnya sendiri.

Barang dan uangnya jelas, kualitas dan kuantitasnya,
sehingga tidak menimbulkan perselisihan di kemu-
dian hari.
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3. Akad (ijab-kabul)

Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli. Akad
(ijab dan kabul) merupakan simbolisasi dari unsur
kerelaan yang harus ada dalam jual beli. Sebagaimana
termaktub dalam ayat di atas, jual beli mengharuskan
adanya kerealaan para pihak. Oleh karena kerelaan
berkenaan dengan hati yang bersifat abstrak, maka untuk
mengetahuinya hanya melalui tanda-tanda lahirnya saja.
Jjab dan kabul merupakan tanda yang jelas menunjukkan
kerelaan hati tersebut.’® Mengenai unsur kerelaan ini
Nabi menyatakan:

mupb_,u_pc_m L;fi/—vJ_ch\_:l;Qm o el 3555 06

Menurut jumhur ulama, jual beli barang yang telah
menjadi kebiasaan dalam masyarakat, semisal barang-
barang kebutuhan harian dan nilai ekonominya relatif
kecil, tidak dipersyaratkan ijab-kabul. Namun menurut
mayoritas ulama mazhab Syafi’i jual beli barang-barang
yang kecil nilainya tersebut tetap harus ada ijab-kabulnya.
Akan tetapi al-Nawawi dan sebagian ulama Syafi'iyyah
muta‘akhkhirin berpendapat jual beli semacam itu tidak
harus dengan ijab-kabul.”

Adapun syarat sah ijab-kabul adalah sebagai berikut:'®

> Hendi Suhendi, Figh Muamalah, cet. 2 (Jakarta: P.T. RajaGrafindo
Persada, 2005), hlm. 70.

6 Abti “Abd Allah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn
Majah, tahqiq: Muhammad Fu‘ad ‘Abd al-Baqi (Beirut: Dar al-Fikr,
t.th.), II: 737. Hadis no. 2185.

7 Suhendi, Figh Muamalah, hlm. 71.

8 Al-Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, cet. 1 (Kairo: al-Syirkah al-Dawliyyah
li al-Tiba’ah, 2004), hlm. 898.
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a.

Bersambung dalam satu majlis di antara kedua belah
pihak, tidak diselingi oleh ucapan yang dapat me-
rusakkan akad. Pembeli jangan hanya diam saja
setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya."
Tercapai kesepakatan antara ijab dan kabul berkenaan
dengan barang dan harganya. Jika masih terjadi
perselisihan di antara keduanya, maka akad tidak
terlaksana.

Akad dilafalkan dengan menggunakan fi'l mddi (kata
kerja lampau), misalnya pihak penjual menggunakan
ungkapan bi'tu (aku telah menjual) dan pihak pembeli
menggunakan ungkapan gabiltu (aku telah mene-
rima); atau menggunakan fi'l muddri’jika dimaksud-
kan untuk saat ini, seperti ungkapan abi’u dan asytari.
Adapun melafalkan akad dengan menggunakan
ungkapan yang bermakna ‘akan datang’ (mustagbal/
future) dihukumi tidak sah, karena hanya bersifat janji
akad saja.

C. Macam-macam Jual Beli
Mazhab Hanafi

1.

Mazhab Hanafi membedakan macam-macam jual

beli dalam beberapa kategori sebagai berikut:*

a.

Berdasarkan obyek jual belinya, jual beli dibedakan

menjadi empat macam:

1) Jika obyeknya sama-sama barang (barter), disebut
mugqdyadah.

2) Jika obyeknya sama-sama uang, disebut sarf.
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3) Jikajual beli antara uang dengan barang, disebut
salam.

4) Jikajual beli antara barang dengan uang, disebut
jual beli saja.

Berdasarkan harganya, jual beli juga dibedakan

menjadi empat macam:

1) Jika harganya sama persis dengan harga semula,
tanpa ditambah dan dikurangi, disebut tawliyah.

2) Jika harganya sama dengan harga semula tetapi
disertai dengan tambahan, disebut muribahah.

3) Jikaharganya dikurangi dari harga semula, disebut
wadi’ah.

4) Jika tanpa ada penambahan maupun pengu-
rangan dari harga semula (tanpa memperhatikan
harga semula), disebut musdwamah.

Berdasarkan waktu pembayaran, jual beli dibedakan
menjadi dua:

1) Tunai (hdlan).

2) Tangguh (mu’ajjalan).

Berdasarkan status peristiwa hukumnya, jual beli

dibedakan menjadi empat:

1) Nifiz, jika status hukumnya sempurna dan dapat
direalisasikan seketika (langsung dapat diek-
sekusi).?

2 Menurut Azhar Basjir akad ndfiz dibedakan menjadi dua: (a).
Akad Idzim (akad yang mengikat secara pasti): akad ini tidak dapat
dibatalkan (difasakh) secara sepihak, seperti dalam jual beli. (b). Akad ghayr
lazim (akad yang tidak mengikat secara pasti): akad ini dimungkinkan
untuk dibatalkan secara sepihak seperti akad wadi’ah. Lihat Basjir,
Asas-Asas, hlm. 77.
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2) Mawqiif, dapat dieksekusi manakala telah men-
dapatkan izin.”

3) Fasid, dapat dieksekusi manakala sudah diserah-
terimakan.”

4) Bitil, pada dasarnya tidak dapat dieksekusi dan
tidak pula bergantung pada izin.**

2. Mazhab Maliki
Mazhab Maliki membedakan jual beli kepada dua
kategori besar:*

a. Jual beli dalam pengertian yang luas, yakni akad
pertukaran bukan atas manfaat barang dan bukan

2 Menurut Azhar Basjir akad sah dapat dibedakan menjadi dua:
(a). Akad ndfiZz (akad sah yang dapat dilaksanakan tanpa bergantung
pada hal-hal lain), dibedakan pula menjadi dua: (i) akad munjaz: apa-
bila akibat hukum terjadi seketika setelah akad dilakukan, dan (ii)
akad muddf (akad bersandar): akibat hukumnya terjadi beberapa
waktu kemudian. (b). Akad mawgiif (akad sah yang pelaksanaannya
masih bergantung pada hal-hal lain). Lihat ibid., hlm. 76.

» Akad fisid (rusak) adalah akad yang dilakukan oleh para pihak
yang kualified terhadap obyek yang sah pula, hanya saja terdapat hal-
hal yang tidak dibenarkan syarak. Misalnya akad jual beli terhadap
obyek yang tidak dapat diketahui dengan pasti, seperti orang yang men-
jual rumahnya, tetapi tidak jelas rumah mana yang dijual. Akad fasid
memiliki akibat hukum manakala kedua belah pihak saling menerima.
Ibid., hlm. 74-5.

2 Akad batal (bdtil) terjadi manakala para pelakunya tidak
memenubhi kualifikasi kecakapan hukum atau obyeknya tidak dapat
menerima hukum akad, sehingga akad tersebut terlarang menurut
syarak. Akad batil dipandang tidak pernah terjadi menurut hukum,
sehingga akad ini tidak memiliki akibat hukum sama sekali. Ibid., hlm.
74.

% Al-Kibbi, al-Mu’dmalit al-Maliyyah, hlm. 17-9.
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pula atas kenikmatan seks (mut’ah lazZah).*® Jual beli
dalam pengertian luas ini meliputi:

1)

2)

3)

4)

Sarf: akad pertukaran uang (emas dengan perak
atau sebaliknya)

Murdtalah: akad pertukaran emas dengan emas
atau perak dengan perak dengan menggunakan
timbangan.

Mubidalah: akad pertukaran emas dengan emas
yang sepadan ataupun perak dengan perak yang
sepadan pula secara kuantitatif (bilangannya).
Salam: menyerahkan uang tanpa pengganti yang
sepadan (karena barangnya diserahkan kemu-
dian).

Jual beli dalam pengertian yang khusus, diklasifi-

kasikan menjadi:
1) Berdasarkan keabsahannya, jual beli dibedakan

menjadi dua:
a) Sahih (sah)
b) Fasid atau bdtil, keduanya bermakna sama.

Berdasarkan kepastian akadnya, jual beli dibeda-
kan menjadi dua:

a) Jual beli dengan khiydr

b) Jual beli pasti (tanpa khiydr)

% QOleh karena itu akad-akad berkut ini tidak termasuk dalam
kategori jual beli: (a). [jadrah dan kird’, karena keduanya merupakan akad
terhadap manfaat barang. Dalam Mazhab Maliki ijarah adalah jual
beli terhadap manfaat binatang yang berakal (manusia); sedangkan
kira’ adalah jual beli manfaat binatang yang tidak berakal. (b). Nikah,
karena ia merupakan akad terhadap kenikmatan seks (mut’ah lazzah).
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3) Berdasarkan harganya, jual beli dibedakan
menjadi lima:
a) Musdwamah
b) Istimanah
¢) Murdbahah
d) Muzdiyadah
e) Wadi’ah

Mazhab Syafi’i

Mazhab Syafi’i membedakan macam-macam jual

beli atas dasar kategori sebagai berikut:*

a.

Atas dasar modal atau tambah dan berkurangnya
harga, jual beli dibedakan menjadi empat:

1) Murdbahah

2) Mubhditah (disebut juga bay’ al-mukhdsarah)

3) Tawliyah

4) Musdwamah.

Atas dasar penyerahan pembayaran secara tunai di
satu pihak sementara pihak lain hanya memberikan
spesifikasi barang yang akan diwujudkan pada waktu
yang akan datang, maka disebut salam.

Atas dasar obyek jual beli yang berupa mata uang, baik
sama jenis maupun tidak, maka disebut sarf.

Atas dasar kepastian dan adanya pilihan-pilihan, maka
disebut jual beli khiyar.

Atas dasar keabsahannya, jual beli dibedakan menjadi
dua:

1) Sahih (jual beli yang sah)

2) Fisid (jual beli yang tidak sah)
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Atas dasar obyek jual beli yang berupa pohon atau
buahnya, maka jual beli ada dua:

1) Bay’ al-usiil (jika obyeknya adalah pohon)

2) Bay’ al-simdr (jika obyeknya adalah buah).

4. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali membedakan macam-macam jual

beli dalam beberapa kategori sebagai berikut:?®

a.

b.

Jika dilihat dari terlaksana atau tidaknya akad, maka
disebut jual beli khiydr.

Jika dilihat dari obyeknya, sejenis atau tidak, maka
disebut jual beli makilit (komoditi yang ditakar) dan
mawziinit (komoditi yang ditimbang).

Jika dilihat dari musim dan pengolahan tanaman,
maka disebut bay” al-usul dan bay” al-simdr.

Jika dilihat dari pertukaran antara uang dengan uang,
maka disebut sarf. Akan tetapi jika pertukaran itu
antara emas dengan emas atau perak dengan perak,
maka disebut murdtalah.

Jika penyerahan uang di muka sementara penyerahan
barang ditangguhkan, maka disebut salam.

Atas dasar modal atau tambah dan berkurangnya
harga, jual beli dibedakan menjadi tiga:

1) Tawliyah

2) Murabahah

3) Muwdida’ah.

Di samping macam-macam jual beli di atas yang pada
dasarnya adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syarak,

28 21-2.
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juga terdapat beberapa bentuk jual beli yang dilarang oleh
syarak. Di antaranya adalah:*

1.

Jual beli sperma binatang, seperti mengawinkan domba
jantan dengan domba betina agar memperoleh keturunan.
Hal ini atas dasar hadis Nabi:*

g g
Jodll o 5 ey e

Jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya.
Jual beli semacam ini dilarang karena barangnya belum
ada dan tidak jelas. Rasulullah bersabda:*

PEE ‘\_U\J,Z;ZJT lages il o, — ,o.cu)w\,c;;;

o o

L;::J\_{jcc\_l.a;“‘)_;- u—"u—G-’ (..l_w)upm\

)

f‘.ﬁ_s /)j:_;J‘ C\_MJ JJ'JH d\j ‘4_.‘1.63\};3\ J_;Ai) }//”
Ladey 3 o) - /5};_5544._9\.3\/6_/3

Muhdqalah, yakni menjual tanam-tanaman yang masih
di ladang atau di sawah karena dikhawatirkan akan
mengandung riba.

Mukhddarah, yakni menjual buah-buahan yang belum
pantas dipanen, masih muda (ijon), karena sifatnya yang
belum pasti akan jadi buah yang layak dikonsumsi. Bisa
saja sebelum layak panen sudah jatuh atau rontok dan
sebagainya.
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5. Muldmasah, yakni jual beli dengan cara menyentuh.
Orang yang menyentuh barang tertentu harus mem-
belinya. Ini merupakan bentuk jual beli pada masa
jahiliyah. Jual beli ini dilarang karena mengandung tipuan
dan cenderung merugikan salah satu pihak.

6. Mundibadzah, yakni jual beli dengan lemparan. Misalnya
seseorang berkata: “lemparkan kepadaku apa yang ada
padamu, nanti kulemparkan pula apa yang ada padaku.”
Setelah terjadi lempar melempar terjadilah jual beli. Ini
juga merupakan adat dari zaman Jahiliyah. Hal ini dilarang
karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.

7. Muzdbanah, yakni menjual buah yang basah dengan buah
yang kering, seperti padi basah dengan padi kering,
sehingga akan merugikan salah satu pihak. Sabda Nabi:*

DY) FIT e o) - _ﬂudw;ﬁ
—ww\j ¢ a;_:p\;;ij\} ¢ A.JAL;:«.S‘U} HM)AJ&AJJ\ L;\.,a
3_:.:\:;)\‘5 ¢ o.b\.:.«.i\j

D. Khiydr dalam Jual Beli

Khiydr artinya memilih mana yang lebih baik bagi
seseorang antara dua hal atau lebih. Dalam akad, khiydr berarti
hak para pihak untuk memilih antara melangsungkan atau
tidak melangsungkan akad yang telah diadakan (dalam hal
khiydr syarat, khiydr ru’'yah, dan khiydr ‘ayb); atau hak untuk
memilih barang yang diperjualbelikan (dalam hal khiydr
ta’yin). Diadakannya hak khiydr ini untuk menjamin agar
akad yang diadakan benar-benar atas dasar kerelaan para

%2 Ibid., VIII: 180. Hadis no. 2207.
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pihak, karena kerelaan merupakan asas bagi sahnya suatu
akad.® Ada beberapa jenis khiyir, antara lain:*

1.

Khiydr majlis, hak memilih antara melanjutkan jual beli
atau membatalkannya selama kedua belah pihak masih
dalam satu tempat (majlis). Sabda Nabi:*
)L_,>JboL_;ZJ\»—V_L~) A»\ul.,a AJJ\J)M)JLe
\_::;’ju.\_po\_e \_a,uu_}d\_ej\—\_e‘,a;_s
%JJMUK)MQ\ch@L&@JJJf
Khiydr ta’yin, hak memimilih obyek jual beli, di antara
sekian banyak barang yang ditawarkan.
Khiyar syarat, yakni hak memilih antara melangsungkan
atau membatalkan akad yang telah terjadi bagi para pihak
dalam waktu tertentu. Misalnya akad jual beli pekarangan
dengan khiyir syarat selama satu bulan. Dalam jangka
waktu tersebut para pihak berhak meneruskan atau
membatalkan akad yang telah mereka adakan.
Khiydr ‘ayb (cacat), yakni hak memilih antara melang-
sungkan atau membatalkan akad yang telah terjadi bagi
para pihak atas dasar adanya cacat barang.
Khiydr ru’yah, yakni hak memilih antara melangsungkan
atau membatalkan akad yang telah terjadi bagi pembeli
setelah melihat barangnya. Hal ini dimungkinkan terjadi
manakala saat melakukan akad pembeli tidak melihat
barangnya secara langsung.

¥ Basjir, Asas-Asas, hlm. 81.
3 Ibid., hlm. 81-4; Suhendi, Figh Muamalah, hlm. 83-4.
% Muhammad ibn Isma’il Abt ‘Abd Allah al-Bukhari, al-Jdmi’

al-Sahih al-Mukhtasar, tahqiq: Mustafa D1 ib al-Bigha (Beirut: Dar Ibn
Kasir, 1987), II: 732. Hadis no.1973.
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Khiydr pada dasarnya adalah hak. Oleh karena itu ter-
serah pada sang pemilik hak untuk menggunakannya atau
tidak. Khiyar ru‘yah dan khiydr ‘ayb adalah hak yang diberi-
kan oleh syarak, sehingga tidak perlu ada persetujuan pihak
lain.* Khiyar pada dasarnya terjadi setelah akad jual beli
sempurna terlaksana. Ia merupakan ajaran ideal demi me-
mastikan unsur kesukarelaan, yang merupakan asas utama
jual beli, betul-betul terwujud di antara kedua belah pihak.
Di dalam khiyar, peran pihak penjual sangat dominan, karena
ada atau tidaknya khiyar lebih banyak ditentukan oleh
kesediaan penjual untuk memberikan hak pilih kepada pihak
pembeli, untuk meneruskan atau membatalkan jual beli
yang sesungguhnya sudah sah terlaksana. Tanpa adanya
kesediaan pihak penjual untuk memberikan hak pilih ter-
sebut, maka khiyar tidak akan terjadi.

E. Implementasi Akad Jual Beli di Perbankan Syariah

1. Bay’ al-Muribahah
Bay’ al-murdbahah adalah jual beli barang pada harga asal
dengan tambahan keuntungan yang disepakati;”” atau
menjual kembali barang dagangan dengan tambahan
harga yang merepresentasikan keuntungan bagi penjual
(Schacht).* Dalam jual beli ini penjual harus membeli
harga produk yang ia beli dan menentukan tingkat keun-
tungan sebagai tambahannya. Syarat bay’ al-murdbahah:*

% Basjir, Asas-Asas, hlm. 84.

% Ibn Rusyd, Biddyah al-Mujtahid, II: 161.

% Liaquat Ali Khan Niazi, Islamic Law of Contract (Lahore: Research
Cell Dyal Sing Trust Library, 1990), hlm. 202.
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a. Penjual memberi tahu biaya modal (harga awal)
kepadanasabah.

b. Akad pertama harus sah sesuai dengan syarat dan
rukunnya.

c. Akad harus terbebas dari riba.

d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli jika terjadi
cacat sesudah pembelian.

e. Penjual harus menjelaskan segala hal yang terkait
dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilaku-
kan secara hutang.

Jika syarat tidak terpenuhi pembeli punya hak untuk
tetap melanjutkan atau membatalkan kontrak.

Praktik bay’ al-murdbahah di bank Islam pada umum-
nya dikonstruk melalui dua elemen pokok, yakni harga
perolehan barang (beli dan jual kembali) dan kesepakatan
terhadap tambahan harga yang merepresentasikan keun-
tungan bagi pihak penjual. Dalam hal ini pembeli harus tahu
betul harga asal dari barang yang dijual ditambah biaya-biaya
lain yang terkait beserta tambahan harganya, yang harus
ditentukan berdasarkan prosentase dari total harga ditambah
biaya-biaya tersebut. Adapun obyek transaksinya haruslah
barang dan uang. Barang tersebut harus dimiliki sendiri oleh
penjual dan dapat diserahkan kepada pembeli. Sedangkan
pembayarannya dengan tangguh.*

¥ Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktek,
cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 102.

% Abdullah Saeed, Islamic Banking and Interest: A Study of the
Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation (Leiden-New York-
Koln: E.J. Brill, 1996), hlm. 77.
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Aplikasi bay” al-murdbahah di perbankan syariah bisa
dalam dua bentuk. Pertama, bank dan nasabah bersepakat
untuk melakukan pembelian barang, baik bergerak maupun
tetap, dan nasabah berjanji untuk membelinya setelah itu.
Bank pun harus menjual barang tersebut kepada nasabah,
secara cash ataupun kredit, dengan tambahan harga dari harga
pembelian semula. Dicontohkan misalnya nasabah menga-
takan kepada pihak bank: “jika kamu membeli barang dengan
harga 100 maka saya akan membelinya dari kamu dengan
harga 120 kontan, atau tangguh sampai setahun, atau secara
angsur bulanan.”* Kedua, tidak terjadi akad pada tahap per-
tama antara nasabah dengan bank untuk melaksanakan
pembelian barang oleh pihak bank, yang terjadi hanyalah janji
dari pihak bank bahwa jika ia membeli barang maka ia akan
menjualnya kepada nasabah dan nasabah juga berjanji bahwa
ia akan membeli barang tersebut.* Tentu saja dengan tam-
bahan harga yang disepakati.

Mekanisme bay’ al-murdbahah pada bank-bank syariah
di Indonesia tercermin pada ketentuan yang dikeluarkan oleh
Bank Indonesia, sebagai regulator perbankan di Indonesia. Di
dalam panduan produk perbankan syariah yang dikeluar-
kannya pada tahun 2008 disebutkan bahwa bank syariah
bertindak sebagai penyedia dana dalam transaksi murdbahah
tersebut. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga
pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Di
sini bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan

“ Muhammad Sulayman al-Asyqar, Bay’ al-murdbahah Kama
Tajrihi al-Bunilk al-Isldmiyyah, cet. 2 (Amman: Dar al-Nafa'is, 1995),
hlm.6-7.

2 Jbid., hlm.10.
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pengadaan barang yang dipesan nasabah. Bank dapat saja
memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan
tanpa diperjanjikan di muka.* Dari gambaran mekanisme
murdbahah tersebut jelas bahwa bank pada dasarnya hanya
menyediakan dana. Dengan kata lain Bank tidak akan me-
laksanakan sendiri pembelian barang yang diinginkan oleh
nasabah tersebut.*

Bahkan, sebagaimana pengalaman penulis, sebagian
bank syariah telah mempraktikkan produk murdbahah ini
dengan sedemikian ‘progresifnya’ sehingga mirip dengan
skema kredit dari bank konvensional yang berbasis bunga.
Bank syariah ini, yakni Bank Syariah Mandiri Cabang
Purwokerto, juga menerbitkan brosur yang berisi daftar
besaran pinjaman beserta angsurannya tiap bulan dan jangka
waktunya. Angsuran tersebut meliputi cicilan modal pokok

# Bank Indonesia, “Kodifikasi Produk Perbankan Syariah” (Jakarta:
Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2008), hlm. B-6.

# Hal ini dikuatkan oleh pengalaman penulis sendiri ketika
melaksanakan transaksi murabahah dengan salah satu bank syariah
di Purwokerto (BSM). Gambaran singkatnya adalah bahwa secara
formal bank seakan-akan menjual barang kepada nasabah dengan
harga yang sudah dinaikkan terlebih dulu dengan sepengetahuan
dan persetujuan pihak pembeli (nasabah). Dalam hal ini, bank tidak
menjual apapun kepada nasabah. Bank hanya memberikan dana kepada
nasabah untuk membeli barang sesuai dengan yang diinginkannya.
Status pemberian dana tersebut adalah agar nasabah mewakili (wakalah)
pihak bank untuk membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan
kemudian barang tersebut seolah-olah diserahkan kembali kepada
bank untuk kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga
yang sudah dinaikkan. Dana yang diberikan kepada nasabah adalah
sebesar harga barang yang dibeli. Namun nasabah harus mengangsur
pembayaran kepada bank dana yang telah digunakannya untuk mem-
beli barang yang dibutuhkannya tersebut ditambah margin keuntung-
an bagi pihak bank.
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ditambah dengan margin keuntungan bagi pihak bank. Daftar
ini hampir sama dengan daftar yang diedarkan bank kon-
vensional, BPD Jateng dan BRI misalnya, yang berisi besaran
pinjaman beserta besaran angsuran tiap bulan dan jangka
waktunya. Angsuran tersebut meliputi cicilan modal pokok
yang dipinjam ditambah dengan bunga pinjaman. Jadi yang
membedakan di antara keduanya adalah pada istilah yang
digunakan. Jika bank syariah menamakannya margin ke-
untungan, maka bank konvensional menamakannya bunga.

Di samping itu karakter akad murdbahah yang dipraktik-
kan di perbankan syariah lainnya adalah adanya penambahan
harga (hutang) sesuai dengan penambahan waktu pemba-
yaran. Para teoritisi perbankan Islam berargumen bahwa tidak
ada ayat dalam Qur‘an dan juga Sunnah Nabi yang secara
khusus melarang penambahan harga (hutang) atas dasar
penambahan tempo pembayaran semacam itu. Dalam pan-
dangan mereka riba hanya terjadi dalam konteks transaksi
keuangan, yakni hutang piutang, di mana pihak yang
berhutang berkewajiban membayar lebih dari nilai nominal
hutangnya. Oleh karena akad muribahah bukan merupakan
transaksi keuangan murni, sebab yang diterima nasabah
bukanlah uang tetapi barang,* maka di dalam akad muradbahah
(yang berbasis jual beli) tidak akan terjadi riba.*

* Hal ini tidak berlaku di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto
sebagaimana yang penulis alami. Dengan model ‘akad murabahah
yang diwakilkan’ nasabah tidak lagi hanya menerima barang-barang
kebutuhannya, tetapi benar-benar uang saja yang diterimanya, di mana
uang ini akan digunakan nasabah sendiri untuk membeli barang-barang
yang dibutuhkannya.

% Saeed, Islamic Banking and Interest, hlm. 93.
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Dalam pandangan para pengamat teknik mark up dan
penetapan margin keuntungan di awal akad dalam murdbahah
tidak ada bedanya dengan bunga, hanya istilah saja yang
berbeda. Dari sudut pandang ekonomi sesungguhnya tidak
ada perbedaan yang substansial antara mark up dengan bunga.
Perbedaan utama di antara keduanya terletak pada kerangka
hukumnya, jika bunga bertitik tolak dari akad hutang piutang,
maka mark up bertitik tolak dari akad jual beli. Perbedaan
kerangka hukum ini tidak membuat margin keuntungan
dalam murdbahah berbeda jauh dengan bunga tetap dalam
hutang piutang.*

Contoh implementasi jual beli murdbahah pada Bank Syariah
Mandiri:*

a. Mekanisme akad bay’ al-murdbahah
Akad bay’ al-muribahah yang dipraktikkan di BSM
Cabang Purwokerto tidak sama persis dengan yang
dikonsepkan dalam fikih. Di bank ini akad muribahah
hanya melibatkan dua pihak, yakni bank sebagai penjual
dan nasabah sebagai pembelinya. Di dalam akad ini
ditambahkan satu akad lagi, yaitu akad wakalah. Dengan
adanya akad wakalah, maka nasabah sendiri yang melaku-
kan pembelian barang yang diinginkannya. Bank semata-
mata hanya menyediakan dana, pembelian barang dilaku-
kan oleh nasabah sendiri. Dalam konteks ini nasabah di
samping sebagai pembeli ia juga sebagai wakil bank untuk
membeli barang yang diinginkannya. Setelah barang

7 Ibid.
8 Berdasarkan hasil penelitian tahun 2014.
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dibeli, nasabah seolah-olah menyerahkan barang tersebut
kepada bank dan kemudian bank menjual kembali barang
tersebut kepada nasabah dengan tambahan harga. Nasa-
bah pada akhirnya mendapatkan barang yang diinginkan
tersebut dengan membayar secara angsur kepada pihak
bank. Demikianlah murabahah yang dipraktikkan di BSM
Cabang Purwokerto.

Berdasarkan deskripsi di atas berarti bank semata-
mata hanya menyediakan dana. Pembelian barang sepe-
nuhnya dipercayakan kepada nasabah, selaku pembeli.
Dengan model semacam ini bank dihadapkan pada resiko,
side streaming, artinya uang dibelanjakan tidak sesuai
dengan yang diusulkan.

Pihak-pihak yang terlibat

Akad bay’ al-murdbahah yang dipraktikkan di BSM
Cabang Purwokerto hanya melibatkan dua pihak, yakni
bank syariah sebagai pihak penjualnya dan nasabah
sebagai pihak pembelinya. Pihak ketiga, yang merupakan
suplier, tidak dikenal dalam akad ini. Dengan dilibatkan-
nya akad wakalah, urusan dengan suplier diserahkan
sepenuhnya kepada pihak pembeli (nasabah) sendiri. Bank
semata-mata hanya menyediakan dana untuk pembelian
barang tersebut. Nasabah sebagai wakil pihak penjual
(bank) yang kemudian membeli sendiri barangnya untuk
kemudian diserahkan kembali kepada pihak penjual dan
kemudian dijual kembali nasabah dengan harga yang
dilebihkan sebagai margin keuntungan (muribahah) nya
bagi pihak penjual (bank). Selanjutnya nasabah tinggal
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membayarnya kepada pihak bank secara angsur sesuai
dengan kesepakatan.

Penentuan harga dan margin keuntungan
Penentuan margin sesuai dengan karakter produknya.
Untuk masyarakat yang bankable marginnya cenderung
lebih rendah, karena produk ini harus bersaing dengan
bank-bank lain. Akan tetapi masyarakat yang belum
bankable justru lebih tinggi marginnya. Dari sisi kebijakan
dasar penentuan besaran margin pada setiap produk yang
berbasis bay’ al-murdbahah yang punya kewenangan
adalah BSM Pusat bagian Product Development. BSM
cabang hanya melaksanakan saja terhadap kebijakan
tersebut. Dalam penentuan besaran margin sedikit banyak
dipengaruhi juga oleh besaran suku bunga pada bank-
bank konvensional. Oleh karena besaran margin sudah
ditetapkan oleh Pusat, maka dalam praktiknya nasabah
tidak memiliki peluang untuk menawar. Nasabah hanya
terima saja besaran margin yang sudah ditentukan.*
Oleh karena itu hampir tidak pernah terjadi akad
yang tidak diteruskan dikarenakan tidak tercapai kese-
pakatan harga. Karena harga barang jelas nasabah sendiri
yang tahu, sebab memang ia sendiri yang membelinya.
Sementara harga yang terkait dengan besaran margin jelas
sudah dipatok oleh pihak bank. Di samping itu dalam
praktiknya pembayaran dalam akad bay” al-murdbahah
ini hampir pasti selalu dalam bentuk angsuran, tidak
pernah terjadi pembayaran dilakukan secara kontan atau

¥ Wawancara dengan Setiya Afandi, Kepala Warung Mikro Unit

BSM Sokaraja, 27 Mei 2014.
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total sekaligus. Karena nasabah datang ke bank pada
umumnya memang karena kesulitan dana dalam jumlah
besar untuk pengadaan/pembelian barang yang diingin-
kannya. Oleh karena itu pembayaran secara angsur
merupakan sesuatu yang memang diinginkan.™

d. Persyaratan jaminan
Pada umumnya seluruh produk pembiayaan selalu
menghendaki adanya jaminan yang dipegang oleh bank,
dalam rangka untuk mengikat nasabah agar lebih ber-
tanggungjawab untuk mengembalikan dananya kepada
pihak bank. Bank dilarang memberikan pembiayaan
kepada siapapun tanpa ada jaminan yang diserahkan oleh
pihak yang menerima fasilitas pembiayaan. Jaminan yang
diserahkan adalah agunan yang bersifat material, memiliki
nilai, secara legal dapat diikat sebagai jaminan, dan dapat
dipindahtangankan. Secara umum agunan dibedakan
menjadi dua jenis, yakni agunan non-kebendaan dan
agunan kebendaan. Agunan jenis pertama adalah
penanggungan hutang dari pihak ketiga dalam bentuk
personal guarantee (borgtocht) ataupun dalam bentuk
corporate guarantee (penanggungan hutang yang didapat
dari perusahaan). Sedangkan agunan jenis kedua adalah
aset yang berupa barang yang dimiliki oleh nasabah dan
diserahkan kepada bank di mana bank memiliki hak
sepenuhnya untuk melakukan likuidasi dengan cara
menjualnya manakala nasabah wan prestasi terhadap

* Wawancara dengan Setiya Afandi, Kepala Warung Mikro Unit
BSM Sokaraja, 27 Mei 2014.
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kewajibannya. Agunan jenis yang terakhir ini bisa dalam
bentuk benda bergerak ataupun benda tak bergerak.”*

Demikian juga produk-produk pembiayaan yang
berbasis bay” al-murdbahah ini, dalam hal ini BSM juga
mengharuskan adanya jaminan. Bahkan terhadap produk
pembiayaan untuk masyarakat kecil, semacam warung
mikro syariah, meskipun agunan lebih dipermudah
ketentuannya. Singkatnya setiap produk pembiayaan
yang berbasis muribahah dipersyaratkan oleh bank agar
nasabah menyerahkan agunan.

Penanganan angsuran yang bermasalah/macet

Ada beberapa level angsuran yang bermasalah dan setiap
level memiliki bentuk penanganan sendiri. Pembiayaan
menjadi bermasalah karena nasabah tidak mampu
membayar kewajibannya sehingga terjadi tunggakan, baik
berupa tunggakan pembayaran pokok, margin pem-
biayaan, maupun tunggakan kewajiban bagi hasil. Dalam
konteks pembiayaan murdbahah tentu saja berupa
tunggakan pembayaran pokok dan margin pembiayaan.
Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan
bermasalah, baik yang bersifat internal maupun eksternal.
Yang penting bank dapat melakukan penyelamatan ketika
nasabah menunjukkan gejala bermasalah sebelum
pembiayaan tersebut betul-betul menjadi pembiayaan
bermasalah alias macet.

! Bandingkan Yusak Laksmana, Panduan Praktis Account Officer

Bank Syariah: Memahami Praktik Proses Pembiayaan di Bank Syariah (Jakarta:
P.T. Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 187-191.
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Manakala terjadi pembiayaan yang bermasalah maka
pihak bank akan melakukan upaya penyelamatan terlebih
dahulu dengan berbagai cara.” Di antara upaya yang bisa
dilakukan, sebagaimana diatur dalam PBI No. 10/18/PBI/
2008, adalah dengan restrukturisasi pembiayaan, yakni
upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu
nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.
Restrukturisasi meliputi:*

1) Penjadwalan kembali (rescheduling), perubahan
jangka waktu pembayaran, dengan diperpanjang,
misalnya.

2) Persyaratan kembali (reconditioning), perubahan
persyaratan pembiayaan, seperti jadwal pembiayaan,
jumlah angsuran, dan jangka waktu pembayaran.

3) Penataan kembali (restructuring), perubahan
persyaratan pembiayaan yang tidak termasuk dalam
rescheduling dan reconditioning, seperti: penam-
bahan dana pembiayaan, konversia akad pembiaya-
an, dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan
modal sementara pada perusahaan nasabah.

Terhadap angsuran yang bermasalah tadinya tidak
ada denda, tetapi mulai setahun yang lalu diterapkan
denda sebesar 0,0096% per hari dari angsuran per bulan
yang telat. Menurut aturan dari BI denda memang di-
bolehkan, yang penting untuk mendisiplinkan dan denda

2 Wawancara dengan Setiya Afandi, Kepala Warung Mikro Unit
BSM Sokaraja, 27 Mei 2014.
% Laksmana, Panduan Praktis, hlm. 256-7.
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tersebut dimasukkan ke LAZNAS BSM untuk digunakan
dalam kegiatan-kegiatan CSR (Corporate Social Respon-
siblities).

Manakala nasabah sudah pasrah, karena merasa
sudah tidak mampu untuk membayar kewajibannya dan
tidak ada lagi cara yang bisa dilakukan untuk menye-
lamtakannya, maka jaminan akan dilelang di KP2N
(kantor lelang negara). Hasil penjualan akan digunakan
untuk melunasi tunggakan yang belum terbayar dan jika
masih ada sisa, maka akan dikembalikan kepada nasabah.

Bay’ al-Salam
Bay’ al-salam adalah jual beli barang yang penyerahannya
dilakukan di kemudian hari, sementara pembayaran
dilakukan di muka.* Istilah salam umum digunakan di
Irak, sementara di Hejaz istilah yang umum digunakan
adalah salaf.®

Dalam dunia perbankan syariah dikenal istilah salam
paralel, yakni menerapkan dua transaksi bay” al-salam
sekaligus, antara bank dengan nasabah dan antara bank
dengan pemasok (suplier) atau pihak ketiga lainnya.
Sebagian ulama modern membolehkan transaksi se-
macam ini dengan syarat akad salam yang kedua tidak
bergantung pada pelaksanaan akad salam yang pertama.
Sebagian lainnya mengingatkan agar transaksi semacam
ini diwaspadai terutama jika ia dilaksanakan secara terus

5 Ibid., hlm. 113.
% Muhammad ibn Isma’il al-Amir al-San’ani, Subul al-Salim:

Tib’ah Jadidah Munaqqahah wa Murattabah (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2009),
hlm. 526.
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menerus, karena yang demikian ini akan menjurus
kepada riba.*®

Bay’ al-salam biasanya diterapkan pada pembiayaan
bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek,
yakni 2-6 bulan. Dalam hal ini bank sebagai perantara
antara petani dengan pihak ketiga, seperti Bulog dan
pedagang grosir. Bank bertindak sebagai pembeli (dengan
memesan di muka beserta pembayarannya) hasil per-
tanian, seperti padi, jagung, dan cabai dari para petani
untuk kemudian dijual lagi kepada Bulog (yang juga telah
memesan sebelumnya beserta pembayarannya). Inilah
yang disebut dengan salam paralel. Manfaat yang di-
peroleh oleh bank adalah keuntungan yang didapat dari
selisih antara harga jual dengan harga ketika membeli.””

Bay’ al-salam juga bisa diterapkan pada pembiayaan
barang industri, misalnya produk garmen (pakaian jadi)
yang ukurannya sudah dikenal umum. Caranya, saat
nasabah mengajukan pembiayaan untuk pembuatan
garmen, bank mereferensikan penggunaan produk
tersebut. Dalam hal ini bank seolah-olah memesan garmen
tersebut dan membayarnya pada waktu akad. Bank
kemudian mencari pembeli kedua. Bisa saja pembeli
tersebut adalah rekanan dari pembuat garmen sendiri.
Setelah barang jadi, garmen diantar kepada rekanan
tersebut dan pihak yang terakhir ini kemudian membayar
kepada bank, baik secara angsur maupun tunai.”®

* Antonio, Bank Syariah, hlm. 110-1.
5 Ibid., hlm. 111-2.
5 Ibid.
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3.

Bay’ al-Istisna’

Bay’ al-istisnd” adalah kontrak penjualan antara pembeli
dan pembuat barang. Pembuat barang yang menerima
pesanan dari pembeli akan berusaha melalui orang lain
untuk membuat/mengadakan barang menurut spesifi-
kasi yang sudah disepakati lalu menjualnya kepada pem-
beli. Bay” al-istisnd’ pada dasarnya merupakan varian dari
bay’ al-salam, sehingga ketentuan hukumnya juga sama
di antara keduanya. Biasanya akad ini diterapkan dalam
bidang manufaktur. Dalam literatur fikih bay” al-istisna
mulai mencuat setelah menjadi bahasan Mazhab Hanafi
dalam Majallah al-Ahkam al-"Adaliyyah. Perbedaan pokok
di antara keduanya adalah jika dalam bay” al-salam pem-

4

bayaran dilakukan di muka (pada saat kontrak); maka
bay’ al-istisnd” pembayaran bisa dilakukan pada saat
kontrak, diangsur, dan bisa pula di kemudian hari.”
Sebagaimana dalam bay’ al-salam, dalam bay’ al-istisnd
juga dikenal adanya istisnd’ paralel, di mana pihak bank
di samping mengadakan akad istisni” dengan nasabah
pembeli (pemesan) juga mengadakan akad dengan pihak
ketiga, yakni pembuat barang, dalam rangka pengadaan
barang pesanan nasabah tersebut. Dalam hal ini harus
ditegaskan bahwa bank tetap satu-satunya pihak yang
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewajibannya.
Pihak ketiga, pembuat barang, hanya bertanggung jawab

7

kepada bank selaku pemesan barang. Ia tidak memiliki
hubungan hukum dengan pihak pertama (nasabah).®
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F. Transformasi Akad dari Konsep Figh ke Produk Bank

Transformasi akad muamalah di sini maksudnya adalah
pergeseran atau perubahan dari bentuk aslinya yang dikenal
dalam kitab-kitab fikih klasik sebagaimana yang dipraktikkan
oleh masyarakat Islam pereode awal hingga terformulasikan
dalam kitab-kitab fikih. Transformasi akad tidak mungkin
dapat dihindari karena realitas sosial beserta asumsi-asumsi
faktualnya telah berubah dan bahkan sangat berbeda antara
kondisi masyarakat Arab Islam pada sekitar abad I-1II H
dengan kondisi saat ini, yakni abad XV H.

Terlebih lagi ketika pembicaraan tentang akad mua-
malah ini dibatasi dalam lingkup perbankan syariah. Jika
ketentuan-ketentuan dasar dalam muamalah klasik pada
umumnya mengasumsikan akad-akad tersebut dipraktikkan
di antara para pihak sebagai individu-individu, maka akad-
akad muamalah yang dipraktikkan saat ini dalam dunia per-
bankan harus senantiasa mengasumsikan akad-akad yang
terjadi antara bank sebagai sebuah institusi keuangan yang
memiliki karakter khusus dengan nasabah sebagai individu
ataupun pihak lain yang juga berupa lembaga. Dengan mem-
perhatikan perbedaan realitas sosial dan yuridis yang signi-
fikan tersebut maka transformasi akad muamalah klasik ke
dalam bentuk sesuai dengan karakter lembaga perbankan
menjadi kebutuhan mutlak.

Pada dasarnya tidak ada nas syarak yang secara khusus
mengatur tentang transformasi ataupun modifikasi akad, baik
yang memerintahkan ataupun yang melarangnya. Di dalam
ketiadaan aturan dari syarak semacam ini (sukut al-syari’)
maka menurut teori dikembalikan kepada hukum asal dalam
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muamalah, yakni ibahah alias boleh. Sebagaimana kaidah
fikih yang cukup terkenal:*!

W e e W0 O B s sl s

Oleh karena itu hukum transformasi akad muamalah,
berdasarkan kaidah di atas, pada dasarnya hukumnya boleh.
Apalagi, menurut para ulama, Islam memberikan kebebasan
kepada umatnya untuk membuat akad sesuai dengan yang
mereka kehendaki, sesuai dengan asas kebebasan berkon-
trak.®> Asas ini didasarkan pada dalil-dalil syarak, baik ayat
Qur‘an, hadis Nabi, ataupun kaidah fikhiyah.*

Dibawah ini digambarkan bentuk tranformasi akad jual
beli murabahah di dua bank syariah, yakni Bank Syariah

Mandiri dan BNI Syariah Kantor Cabang Purwokerto ber-
dasarkan penelitian tahun 2014.

1. Konstruk Akad
Jika dilihat dari konstruk akadnya, praktik bay” al-mura-
bahah di Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah Cabang
Purwokerto, sebagaimana telah dideskripsikan di bab
sebelumnya, menunjukkan adanya pergeseran dari
konsep fikihnya. Jika di dalam fikih akad bay’ al-mura-

¢ Lihat Al-Sayyid Ahmad ibn Muhammad al-Hanafi al-Hamawi,
Ghamz ‘Uyftin al-Basd ir fi Syarh Kitdb al-Asybdh wa al-Nazd'ir, cet. 1 (Beirut:
Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985), I: 470. Kaidah ini dipegangi oleh Imam
Syafi’i, sementara menurut Abu Hanifah sebaliknya, yakni: J_»aU'
U 6_1; Ol (.JJ_RJ\ VoA

" @ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori
Akad dalam Fikih Muamalat, cet. 1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
2007), hlm. 87.

% Lihat kembali Bab I him. 11.
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bahah melibatkan tiga pihak, yakni penjual (A), pembeli
(B), dan penyedia barang (C) di mana B membeli barang
kepada A dan kemudian A membelikan barang tersebut
kepada C untuk kemudian dijual kembali kepada A dengan
tambahan harga. Sementara praktik di kedua bank
syariah tersebut hanya melibatkan dua pihak, yakni bank
sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam
praktiknya pembeli sendiri yang justru membeli barang-
nya, bukannya penjual yang membeli barang ke pihak
ketiga. Di sini bank hanya menyediakan dana, nasabah
sendirilah yang harus membeli barang yang diinginkan-
nya dengan dana tersebut.

Setelah barang diperoleh, nasabah harus membayar
ke bank sejumlah dana yang digunakan untuk membeli
barang tersebut secara angsur. Dalam hal ini akad jual beli
secara substantif berubah menjadi hutang piutang. Besar-
nya hutang yang harus diangsur oleh nasabah tersebut
adalah sejumlah dana yang diterima oleh nasabah dari
pihak bank ditambah margin yang telah ditentukan
besarannya oleh pihak bank. Total akumulasi dari “pin-
jaman’ dan margin tersebut yang harus diangsur oleh
nasabah pada tiap bulannya dalam jangka waktu tertentu
sesuai dengan kesepakatan. Jadi setiap bulannya nasabah
harus mengangsur ‘pinjaman’ pokoknya dan marginnya.

Oleh karena pembayaran kedua komponen tersebut
disatukan dan dinyatakan dalam jumlah yang bulat dan
flate (tetap) pada tiap bulannya, nasabah seringkali tidak
tahu persis besarnya pembayaran dari masing-masing
komponen tersebut. Nasabah tahunya hanya membayar
sejumlah angsuran tertentu pada tiap bulannya, secara
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bulat dan flate. Padahal pada umumnya bank-bank
syariah menetapkan besaran angsuran tersebut dengan
menggunakan teknik anuitas menurun, yakni komponen
margin yang besar di awal-awal angsuran dan sedikit demi
sedikit menurun pada bulan-bulan berikutnya. Kon-
sekuensinya, komponen ‘pinjaman’ pokoknya kecil pada
awal angsuran dan baru membesar pada masa-masa
mendekati akhir pereode angsuran.® Hal ini tentu saja
merugikan nasabah, terutama bagi mereka yang mau
melunasi angsuran lebih cepat dari jangka waktu yang
diskemakan, karena ‘hutang” pokoknya tidak banyak
berkurang meskipun sudah mengangsur beberapa bulan,
sebab komponen “pinjaman’ pokok pada masa-masa awal
angsuran relatif kecil.

Motif yang mendasari akad

Berdasarkan sejumlah riwayat, pada masa Islam awal bay’
al-murabahah dianggap oleh sebagian sahabat dan tabi’in
sebagai bentuk jual beli yang aneh, sehingga pengguna-
annya pun juga terbatas. Bentuk jual beli ini biasanya
digunakan oleh orang yang tidak mau repot membeli sen-
diri barang yang diinginkannya di tempat yang biasanya
(grosiran), meskipun harganya bisa lebih murah. Tetapi
karena jaraknya jauh, maka ia lebih memilih untuk mem-
beli di tempat pedagang eceran yang lebih dekat, meski-
pun harganya tentu menjadi lebih mahal. Dalam hal ini
si pedagang eceran akan dengan senang hati untuk
membelikannya di pedagang grosir, karena ia akan dapat

# Wawancara dengan Setiya Afandi, Kepala Warung Mikro Unit

BSM Sokaraja, 20 April 2014.
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komisi untuk itu. Jadi penggunaannya terbatas karena
jarang orang yang menggunakan model ini kecuali dalam
kedaan terpaksa, atau justru karena ia orang kaya yang
tidak mau repot.

Berdasarkan gambaran bay’ al-murabahah tersebut
berarti praktik bay’ al-murabahah di kedua bank syariah
ini, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah Cabang Pur-
wokerto, telah mengalami pergeseran pula dari sisi motif
penggunaannya. Jika dalam fikih penggunaanya lebih
karena keengganan untuk membeli sendiri disebabkan
tidak mau repot, sementara dalam praktik di perbankan
lebih dimotivasi karena keinginnan untuk hutang. Ingin
membeli barang tetapi tidak punya uang, jalan satu-
satunya adalah dengan berhutang. Dalam konteks ini
adalah hutang yang diwadahi dengan akad jual beli, jual
beli tidak secara tunai, alias kredit. Sehingga timbul kesan
bahwa bay’ al-murabahah identik dengan jual beli secara
kredit. Padahal dalam literatur fikih jual beli murabahah
tidak terkait dengan jual beli kredit semacam ini.

Pelibatan akad wakalah

Pelibatan akad wakalah dalam praktik bay’ al-murabahah
di Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah Cabang
Purwokerto jelas tidak dikenal dalam fikih. Hal inilah
yang mendasari praktik bay’ al-murabahah di kedua bank
tersebut hanya melibatkan dua pihak saja, tanpa ada
pihak ketiga, yakni penyedia barang. Dengan akad waka-
lah bank cukup hanya menyediakan dana, sementara
pembelian barang diwakilkan saja ke nasabah sendiri.
Dengan konstruk akad semacam ini menimbulkan kesan
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kuat bahwa pembiayaan murabahah di kedua bank
syariah tersebut substansinya adalah hutang piutang.
Nasabah mendapatkan pinjaman uang untuk diangsur
dalam jangka waktu tertentu di mana total dana yang harus
diangsur adalah sejumlah uang yang dipinjam ditambah
margin keuntungan bagi pihak bank. Makin lama jangka
waktu pembayaran, makin besar pula nominal margin
yang harus dibayar.

Demikianlah kesan kuat dari akad murabahah yang
dipraktikkan di kedua bank syariah tersebut. Padahal
sesungguhnya akad formalnya adalah bay’ al-murabahah.
Masyarakat umumnya lebih mengenal substansi daripada
bentuk formalnya, lebih mengenal bunga daripada margin
atau bagi hasil, lebih mengenal kredit daripada pembiaya-
an murabahah.

Persyaratan jaminan

Di dalam konsep fikih hampir tidak dikenal adanya
jaminan pada akad bay” al-murabahah, karena asumsinya
bay’ al-murabahah bukanlah jual beli tidak tunai, alias
kredit. Sebagaimana sudah disinggung di atas, di dalam
tikih bay’ al-murabahah tidak terkait dengan jual beli yang
dilakukan oleh orang yang tidak punya uang. Berbeda
dengan saat ini di mana jual beli murabahah justru identik
dengan jual beli kredit. Karena diasumsikan seperti itu
maka kesan yang kuat adalah bahwa dalam jual beli ini
pasti ada unsur hutang piutang. Oleh karena itu timbullah
pemikiran tentang jaminan/agunan dalam akad bay’ al-
murabahah.
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Jadi asumsi dan motif akad yang berbeda antara bay’
al-murabahah dalam fikih dan bay’al-murabahah yang
diterapkan di bank syariah saat ini menimbulkan per-
gesaran akad yang mungkin tidak terpikirkan oleh para
ulama fikih zaman dulu. Persyaratan jaminan pada akad
bay’ al-murabahah di perbankan syariah jelas tidak dikenal
dalam fikih.

Penentuan harga dan margin

Di antara syarat sah bay” al-murabahah yang disebutkan
dalam kitab-kitab fikih adalah bahwa harga asal diketahui
oleh pembeli dan besarnya keuntungan juga diketahui
oleh pembeli. Di samping itu, menurut para ulama diper-
syaratkan juga untuk pembeli bisa menawar harganya.
Dalam praktiknya di Bank Syariah Mandiri dan BNI
Syariah Cabang Purwokerto pembeli memang pasti
mengetahui harga asal barang, karena ia sendiri yang
membelinya. Besarnya keuntungan pihak bank punjuga
jelas diketahui oleh pembeli (nasabah), karena sebelum
menandatangani akad pihak bank sudah pasti memberi-
tahukan berapa persen marginnya. Barangkali yang kurang
adalah peluang untuk menawar margin tersebut yang
belum cukupdiberikan oleh pihak bank kepada nasabah.

Denda terhadap angsuran yang bermasalah

Oleh karena di dalam fikih bay” al-murabahah tidak dikait-
kaitkan dengan jual beli kredit dan hutang, maka tidak
pernah ada ketentuan mengenai denda angsuran dalam
fikih. Kalaupun mungkin bisa dikaitkan adalah pada akad
hutang piutang, bukan akad jual beli murabahah. Jadi
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ketentuan tentang denda bagi angsuran yang bermasalah
merupakan bentuk transformasi akad bay’ al-murabahah
di perbankan syariah.
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BAB VI

AKAD SEWA MENYEWA
(AL-1JARAH)
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A. Akad Ijarah dalam Fikih
1. Pengertian

Ijarah merupakan masdar simd’? dari kata ajara yang
berarti balasan (upah) terhadap pekerjaan yang telah
dilakukan atau pemberian upah. Secara terminologis
fighiyyah ijdrah adalah “akad pemilikan terhadap manfaat
barang yang disewakan dengan pembayaran sewa” (Hanafi-
yah), atau “akad pengambilan manfaat barang yang diboleh-
kan oleh syarak dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan
tertentu pula” (Syafi'iyyah dan Hanabilah).! Akad ini obyek-
nya adalah manfaat barang, bukan barangnya. Manfaat bisa
dalam arti manfaat barang, seperti rumah untuk ditinggali
dan mobil untuk dikendarai, bisa pula dalam arti manfaat
pekerjaan (jasa), seperti jasa seorang insinyur, arsitek, pekerja,
dan pembantu.?

17 Abd al-Rahman al-Jaziri, Kitdb al-Figh ‘ald al-MaZihib al-Arba’ah,
cet. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), III: 86-90.

2 Al-Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, cet. 1 (Kairo: al-Syirkah al-
Dawliyyah li al-Tiba’ah, 2004), hlm. 948.
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2.

Dasar Hukum

Disyariatkannya ijdrah berdasarkan ayat Qur‘an, hadis
Nabi, dan ijmak. Di antara ayat Qur‘an yang dipandang
berkenaan dengan ijirah adalah:
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Adapun dasar hukum yang berasal dari hadis adalah
sebagai berikut:
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Disyariatkannya ijdrah ini juga dikuatkan oleh ijmak umat

Islam, di mana tidak diketahui adanya ulama yang
menyelisihinya.'

¢ Muhammad ibn Isma’il Abl ‘Abd Allah al-Bukhari, al-Jami’ al-
Sahih al-Mukhtasar, tahqiq: Mustafa D1 ib al-Bigha (Beirut: Dar Ibn
Kasir, 1987), II: 790. Hadis No. 2144.

7 Abli “Abd Allah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn
Mijah, tahqiq: Muhammad Fu‘ad ‘Abd al-Baqi (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.),
II: 817. Hadis no. 2443.

8 Sulayman ibn al-Asy’as Abi Dawud al-Sijistani al-Azdi, Sunan
Abi Ddwud, tahqq: Muhammad Mubhy al-Din ‘Abd al-Hamid (Ttp.: Dar
al-Fikr, t.th.), II: 278. Hadis no. 3391.

? Al-Bukhari, al-Jami’ al-Sahih, II: 796. Hadis no. 2158.

10 Sabiq, Figh al-Sunnah, hlm. 949.
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3. Rukun dan Syarat
Rukun ijdrah:"

a.

Para pihak yang berakad, yakni:
1) Mu’jir, pihak yang menyewakan
2) Musta’jir, pihak yang menyewa

Obyek akad:

1) Upah

2) Manfaat

Sighat (ijab dan kabul).

Syarat ijdrah:"?

a. Parapihak cakap hukum (berakal, mumayyiz, dan
baligh).

b. Kerelaan para pihak, sebagaimana firman Allah
dalam Q.S. al-Nisa“ (4): 29 di atas.

c. Manfaat yang dijadikan obyek akad dapat
diketahui sepenuhnya sehingga dapat menghin-
darkan diri dari perselisihan di kemudian hari.
Oleh karena itu barang yang akan diambil man-
faatnya dan juga jangka waktu penggunaannya
harus jelas diketahui.

d. Obyek ijirah (manfaat) dapat dinilai (dengan
uang ataupun yang lainnya).

e. Barangyang disewakan dapat diserahkan beserta

manfaat yang melekat padanya.

" al-Jazird, Kitdb al-Figh, I1I: 105; bandingkan ibid., hlm. 949. Rukun
ijarah semacam ini adalah menurut Mazhab Maliki dan Hanbali. Ada-
pun menurut Mazhab Hanafi rukun ijarah hanya satu yakni ijab dan

kabul.

12 Sabiq, Figh al-Sunnah, I11: 180-3.
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f. Manfaat yang menjadi obyek ijdrah bersifat
mubah, bukan sesuatu yang diharamkan atau
diwajibkan oleh syarak.

Sewa Tanah

Sewa tanah hukumnya boleh. Di dalam sewa tanah ini
dipersyaratkan obyek sewanya (manfaatnya) jelas, apakah
untuk ditanami ataukah untuk dibangun gedung di atasnya.
Jika untuk ditanami, harus jelas juga tanaman apa, kecuali jika
pihak penyewa mengizinkan penyewa untuk menanam apa-
pun yang ia suka. Apabila syarat ini tidak ada maka ijirah-
nya tidak sah, sebab pemnafaatan tanah untuk tanaman dan
untuk gedung tidaklah sama."

Perbedaan Sewa Menyewa (Ijarah) dengan Hutang Piutang
(Qard/Mudayanah)

Perbedaan sewa menyewa dengan hutang piutang:*

a. Dalam jjdrah tidak terjadi perpindahan kepemilikan,
karena hanya manfaat barang yang diambil (yang
dikembalikan adalah barangnya); sementara dalam
hutang piutang terjadi perpindahan kepemilikan,
yang dikembalikan adalah nilainya bukan barangnya.

b. Jika ijdrah terjadi pada barang yang bersifat misi?
(benda fisik), maka hutang piutang terjadi pada obyek
yang bersifat gim?i (nilai barang).

13 Ibid., TIT: 193.
4 Rafiq Ytnus al-Misti, al-Jami’ fi Usill al-Ribd, cet. 1 (Beirut-Damas-
kus: al-Dar al-Syamiyyah-Dar al-Qalam, 1991), hlm. 219.
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B. Implementasi Ijarah dalam Perbankan Syariah

Dalam dunia perbankan syariah dikenal adanya akad al-
ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik (IMBT, financial lease with
purchase option) yang dalam dunia keuangan dikenal dengan
hire purchase. Akad ini merupakan perpaduan antara jual beli
dan sewa atau lebih kongkritnya adalah akad sewa yang
diakhiri dengan kepemilikan barang sewa di tangan penyewa.
Akad ini umum digunakan di bank syariah karena lebih seder-
hana dari sisi pembukuan. Selain itu bank pun tidak direpot-
kan oleh urusan pemeliharaan aset, baik pada saat leasing
maupun sesudahnya. Manfaat yang didapat bank adalah
keuntungan beaya sewa dan kembalinya uang pokok."

Dalam Kodifikasi Produk Perbankan Syariah yang diter-
bitkan oleh Bank Indonesia tahun 2008 produk perbankan
syariah yang berbasis akad ijarah hanyalah IMBT ini. Namun
dalam praktiknya terdapat produk ijarah lainnya, yang biasa
disebut dengan Ijarah Multijasa. Akad ini didasarkan pada
Fatwa DSN MUI No. 44 tahun 2004 tentang Pembiayaan
Multijasa, yakni pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga
Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh
manfaat atas suatu jasa. Pembiayaan ini menggunakan akad
fjarah atau kafalah.' Dalam praktiknya akad ijarah yang umum
digunakan sehingga produk pembiayaannya biasa disebut
dengan ijarah multijasa.

5 Ibid., hal. 118-9.

16 Lihat Fatwa DSN MUI NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang
Pembiayaan Multijasa, hlm. 1 dan 5, dalam https://dsnmui.or.id/kategori/
fatwa.
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C. Transformasi Akad Ijarah dari Fikih ke Produk Bank

Transformasi atau perubahan bentuk akad ijdrah dari

fikih menjadi produk pembiayaan di bank syariah adalah
sebagai berikut:

1.

Transformasi dari akad sewa (ijdrah) menjadi sewa
beli (al-bay’ al-ta’jiri) yakni pada produk bank yang
berbasis ijirah muntahiyah bi al-tamlik. Dalam hal ini
akad sewa menjadi sewa yang berakhir pada kepe-
milikan obyek sewa di pihak penyewa, baik dengan
tambahan akad khusus ataupun yang bersifat serta
merta.

Transformasi dari akad sewa menjadi talangan yang
sesungguhnya bersubstansi hutang piutang, yakni
pada produk ijdrah multijasa. Pembayaran UKT/SPP
mahasiswa yang dijarahkan, misalnya, hakekatnya
adalah pihak bank memberikan talangan dana ke-
padanasabah untuk membayar UKT tersebut. Nasabah
nantinya harus mengembalikan dana talangan
tersebut kepada pihak bank dengan jangka waktu
yang disepakati dengan ditambah wujrah dari pihak
nasabah kepada pihak bank.
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BAB VII

AKAD PINJAM PAKAI
(AL-ARIYAH)

A. Akad ‘Ariyah dalam Fikih
1. Pengertian

‘Ariyah atau ‘driyyah secara etimologis memiliki
beberapa arti di antaranya adalah untuk merujuk kepada
barang (obyek) yang dipinjamkan itu sendiri. Secara ter-
minologis fighiyyah “driyah didefinisikan sebagai “pemilikan
terhadap manfaat barang tanpa imbalan (pembayaran) dalam
jangka waktu tertentu” (Malikiyah); atau pemilikan terhadap
manfaat barang secara cuma-cuma” (Hanafiyah).'

2. Dasar Hukum

Umat Islam telah ijmak tentang disyariatkannya pinjam
meminjam, karena ia merupakan perbuatan baik yang berupa
tolong menolong terhadap sesama. Hukum asalnya adalah
sunat, tetapi dapat berubah menjadi wajib ataupun haram

17 Abd al-Rahman al-Jaziri, Kitdb al-Figh ‘ald al-MaZihib al-Arba’ah,
cet. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), III: 115.
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sesuai dengan situasi.? Ajaran tentang ‘driyah ini didasarkan
pada Q.S. al-Maidah (5): 2 yang berbunyi:

u\_uj\ L A_U\ d\ A_U\ |y &

Di samping itu juga didasarkan pada sejumlah hadis
Nabi, di antaranya:?

s . &% £o .

Lsl_ﬁa A_U\deﬂ)u\u\u_p \u_’d\fz_.pu_s u—"
L L af J\_uu_#w_, ua;;?i_;;t;;i,\—v@jmam

MML)L;J;Y»JL@M

3. Syarat dan Rukun
Rukun ‘“driyah yaitu:*
a. Mu'ir, orang yang memberikan pinjaman.
b. Musta’ir, orang yang meminjam.
c. Mu’dr, barang yang dipinjam.
d. bighah, bentuk ijab kabulnya.

Adapun syarat ‘driyah:

a. Pihak yang meminjamkan barang (mur) adalah orang
yang kualified (cakap hukum) untuk melakukan
perbuatan hukum (memberi pinjaman barang).

2 Ibid., 11I: 117.

3 Sulayman ibn al-Asy’as Abti Dawud al-Sijistani al-Azdi, Sunan
Ab? Ddwud, tahqiq: Muhammad Muhy al-Din ‘Abd al-Hamid (Ttp.: Dar
al-Fikr, t.th.), II: 267. Hadis no. 3562.

* Al-Jaziri, Kitdb al-Figh, III: 117. Menurut Mazhab Hanafi rukun ‘driyah
hanya satu saja, yakni ijab dan kabul.

® Sabiq, Figh al-Sunnah, I1I: 240.
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b. Barang yang dipinjamkan memiliki manfaat dan tetap
wujudnya (tidak berkurang) setelah diambil man-
faatnya.

c. Manfaat yang diambil bersifat mubah (boleh).

Kewajiban Peminjam (Musta'ir)

Peminjam barang (musta’ir) wajib mengembalikan
barang pinjamannya setelah selesai menggunakan. Sebagai-
mana firman Allah:®

G S 1 Ll ) it 135 of gfj.fi AR
A_UMA_,;_QM\_M,LUM\JMM “bfdu\

Hadis-hadis Nabi juga menunjukkan yang demikian, di
antaranya:

FOSEE R P RO R ISR EA

S

Jsas L,.\\_,\WJ\_;VJ_MU_,JM,J_MU_;.

dl»Jj_m ey ade 4»\34 A_U\JJ_L;L,;A_;
v JBDA_A;-Fds‘_}_fu_]aHiu:}_;}J_cLU\
u;\_,wgg,i:;_ﬁu_;s?;_‘.j\d_uyju)\j_s
J\>>>J\_erLaH\\1j4_U\JH)l_,J_u<<L@>3;
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®Q.S. al-Nisa“ (4): 58.

7 Abt Dawud al-Sijistani, Sunan Abi Ddwud, 1I: 312. Hadis no.
3534.

8 Ibid., 1I: 422. Hadis no. 3567.
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4. Macam-macam "Ariyah

‘Ariyah ada beberapa macam. Para ulama mazhab

berbeda-beda dalam memerinci jenis-jenis ‘driyah sesuai dengan

sudut pandang masing-masing.

Mazhab Hanafi mengklasifikasikan ‘driyah atas dasar

empat kategori:’

a. Ariyah mutlagah, ‘driyah yang tidak dibatasi waktu-

nya maupun manfaatnya yang diambil. Dalam hal ini
peminjam dapat mengambil manfaat barang dengan
leluasa, karena tanpa batasan waktu dan cara/jenis
manfaat yang diambil. Misalnya ucapan pihak yang
memberikan pinjaman: “Aku pinjamkan rumahku ini
padamu.”

Ariyah muqayyadah, ditentukan waktu dan jenis
manfaat yang bisa diambil dari barang yang dipinjam.
Misalnya: “Aku pinjamkan rumahku kepadamu
selama satu bulan untuk digunakan menyimpan
hartamu.”

Ariyah mugayyadah dalam waktu tetapi mumlagah
dalam pemanfaatannya. Misalnya: “Aku pinjamkan
kendaraanku kepadamu selama tiga hari.”

Ariyah mugayyadah dalam hal bentuk pemanfaatan
tetapi mumlaqah dalam hal waktu. Misalnya: “Aku
pinjamkan kendaraanku kepadamu untuk digunakan
membawa barang dagangan.”

Mazhab Hanbali membedakan ‘driyah hanya kepada

dua macam, yakni:
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baik dalam hal waktu maupun bentuk pengambilan
manfaatnya."

Sedangkan Mazhab Maliki membedakan driyah kepada
tiga macam:'!
a. Ariyah yang ditentukan waktunya.
b. Ariyah yang ditentukan bentuk pengambilan man-
faatnya.
c. Ariyahyang tidak ditentukan waktu maupun bentuk
pengambilan manfaatnya.

Perbedaannya Pinjam Meminjam dengan Hutang Piutang
Perbedaan pinjam meminjam (ariyah) dengan hutang
piutang (qard/mudayanah) adalah sebagai berikut:'?

a. Hutang pada dasarnya pinjam juga, hanya saja
pengambilan manfaatnya bersifat menghabiskan
(istihlaki) barang, sementara di dalam i’drah (driyah)
tidak demikian.

b. Hutang piutang termasuk dalam akad kepemilikan
(obyek hutang piutang mengalami perpindahan
kepemilikan), sementara pinjam meminjam termasuk
dalam akad tentang pengambilan manfaat (tidak
terjadi perpindahan kepemilikan).

c. Obyek hutang piutang bersifat misli, di mana pengu-
tang harus mengembalikan/membayar sejumlah

? Al-Jaziri, Kitdb al-Figh, III: 119.

10 Ibid.

1 Ibid.

12 Rafiq Ytinus al-Misti, al-Jami’ fi Usiil al-Ribd, cet. 1 (Beirut-Damaskus:
al-Dar al-Syamiyyah-Dar al-Qalam, 1991), hlm. 217-8.
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yang dihutangnya, sementara obyek pinjam memin-
jam bersifat gimi, barang yang dipinjam itu sendiri
yang mesti dikembalikan. Oleh karena itu maka
sebagian kalangan menyebut hutang sebagai “driyah
istihldk, sedangkan pinjam meminjam sebagai ‘driyah
isti’mal.

d. Pinjam meminjam dapat berubah menjadi sewa
menyewa, manakala pengambilan manfaat barang
tersebut tidak gratis lagi. Dalam hal ini obyeknya
sama-sama barang yang bersifat gimi. Gratisnya
pengambilan manfaat barang tersebut karena
pemberi pinjaman menggugurkan haknya atas dasar
kebajikan. Demikian pula halnya dengan hutang
piutang. Ia dilakukan atas dasar kebajikan (meno-
long), akan tetapi ia tidak bisa berubah menjadi sewa
menyewa karena hal itu akan menjadi riba yang
terlarang.

B. Implementasi ‘Ariyah dalam Perbankan Syariah

Akad ‘driyah tidak diimplementasikan di bank syariah
ataupun lembaga keuangan syariah lainnya, karena akad ini
murni tabarru’ dan tidak dapat di-mu’dwadah-kan. Jadi tidak
bisa memberikan hasil atau keuntungan materi kepada bank
syariah ataupun LKS yang menerapkannya.

C. Transformasi Akad “‘Ariyah dari Fikih ke Produk Bank
Oleh karena ‘driyah tidak diimplementasikan di bank
syariah, maka tidak ada transformasi akadnya yang bisa dikaji.
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AKAD HUTANG PIUTANG

(QARD)

A. Akad Qard dalam Fikih
1. Pengertian

Al-Qard secara etimologis, menurut al-Zajaj, adalah
cobaan/ujian yang baik dan yang buruk. Kata ini digunakan
untuk setiap sesuatu yang menuntut balasan. Al-Jawhari
mendefinisikan al-qard sebagai harta yang diberikan kepada
orang lain untuk dilunasi (dibayar). Para fukaha mendefinisi-
kan al-qard sebagai pemberian seorang kreditur kepada
debitur yang berupa barang atau harta benda tertentu yang
habis diambil manfaatnya (oleh debitur) untuk dibayar (di
waktu kemudian). Misalnya seorang debitur dipinjami uang
sebesar satu juta rupiah yang nantinya akan dilunasi dengan
uang yang senilai; atau dipinjami satu kwintal beras yang
nantinya juga akan dibayar dengan satu kwintal beras pula.’
Istilah lain untuk akad hutang piutang ini adalah muddyanah,

! Rafiq Ytnus al-Misti, al-Jami’ fi Usil al-Ribd, cet. 1 (Beirut-Damaskus:
al-Dar al-Syamiyyah-Dar al-Qalam, 1991), hlm. 213.
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yang barakar dari kata dayn (hutang), yang bisa berarti hutang
piutang juga.’

2. Dasar Hukum

Sumber hukum yang berkenaan dengan hutang piutang
adalah Qur‘an, hadis, dan ijtihad. Adapun sumber hukum
yang berupa ayat adalah sebagai berikut:?

M J_>\ u_J\ U,.L_J (,,,,\.L_J 13| \j_,,.\ U,,L_J\ L__@;\L;
WKUL_J \_J)Juuv_,&v_i:ri,_iiﬂ}é)ffu
u;du»M}‘ngU\wmwa
dgduuj_;i_iﬂth;iu/)i_:;u\é_;j}ygﬂ
o ’:ﬁjgﬁ U G Gk d_,J\ L;,\_jx
B e e G Sl 4—3}:}—1@& > g
035 e U2, 155 ) U T b 80
U U, L;fw | ;M M\»\MDT;\M\
\,b;}f\}wej_&bf\)iuu)\j_;sL_:sS\i\:Q,_AA\
u\ u.:’;f} 33(@_545 0_3\ A_U\,\_&M\ v—Q’ st u_5\
VSR aﬂuajpu u,_§a K| | 55
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;dung_iJA_U\j AU AR RPN

Sedangkan hadis Nabi yang berisi tentang hutang
piutang di antaranya adalah:

z Wizarah al-Awqaf wa al-Syu’tn al-Islamiyyah bi al-Kuwayt,
Mawsii’ah al-Fighiyyah al-Kuwaytiyyah (al-Kuwayt: Tiba’ah Zat al-
Salasil, 1983), II: 7362.

* Q.S. al-Baqarah (2): 282.
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;o/
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Masih banyak lagi hadis lain yang berkenaan dengan
hutang piutang.

Di samping Qur‘an dan hadis, ijtihad juga diperlukan
persoalan hutang piutang. Misalnya jika seseorang berhutang
dan meninggal dunia dalam keadaan berhutang tetapi belum
sampai batas waktu mengembalikan sebagaimana disetujui
dalam perjanjian. Apakah waktu tangguh untuk membayar
hutang tersebut masih tetap berlaku sehingga ahli warisnya
masih berhak melanjutkan sampai jatuh tempo; ataukah hak
tangguh tersebut tidak berlaku lagi, sehingga ahli warisnya
harus hutang sepeninggal sang debitur.®

3. Ketentuan Hukum
Akad hutang piutang merupakan akad pemberian milik
kepada pihak lain. Debitur merupakan pemilik terhadap

4 Muhammad ibn 154 Abti ‘Isa al-Turmuzi, Sunan al-Turmuzi,
tahqlq: Ahmad Muhammad Syakir wa Akharin (Beirut: Dar Ihya®
al-Turas al-"Arab, t.th.), V: 195. Hadis no. 2945.

> Muhammad ibn Yazid Aba ‘Abd Allah al-Qazwini, Sunan ibn
Mijah, tahqiq: Muhammad Fu'ad ‘Abd al-Baqi (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.),
II: 812. Hadis no. 2430.

¢ Basjir, Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang, dan Gadai, cet. 2
(Bandung: P.T. Alma’arif, 1983), hlm. 37.
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hutang yang diterimanya. Oleh karena itu akad ini hanya sah
dilakukan oleh orang yang kualified (cakap hukum). Obyek
hutang piutang dapat berupa uang ataupun benda misli
(benda yang dapat dengan mudah ditemukan di pasar).
Adapun syarat-syarat obyek hutang piutang adalah sebagai
berikut:”

a. Benda bernilai dan berupa benda misli yang peng-
gunaannya bersifat menghabiskan (istihldki).

b. Dapat dimiliki.

c. Dapat diserahkan kepada yang berhutang.

d. Telah ada pada saat perjanjian.

Dalam melakukan perjanjian hutang piutang ada
beberapa kaidah yang perlu dipahami:®

1) Sesuai dengan petunjuk Q.S. al-Baqarah: 282 di atas
perjanjian hutang piutang hendaknya dikuatkan bukti
tertulis dari pihak debitur dengan disaksikan oleh dua
orang saksi laki-laki atau seorang saksi laki-laki dan dua
orang saksi perempuan.

2) Sesuai dengan ajaran Nabi di atas, berhutang hendaknya
hanya dilakukan karena kebutuhan yang mendesak
disertai dengan komitmen kuat untuk melunasinya pada
waktunya.

3) Hendaknya pihak kreditur tidak mengambil keuntungan
ataupun manfaat ekonomis lainnya dari perjanjian hutang
piutang ini, karena setiap perjanjian hutang piutang yang
melibatkan pengambilan manfaat dihukumi sebagai riba.

7 Ibid., hlm. 38.
8 Ibid., hlm. 48-9.
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Akad Hutang Piutang (Qard)

Di dalam ajaran Islam hutang piutang dasarnya adalah
ketulusan hati untuk menolong orang yang sedang
kesusahan. Hutang piutang bukanlah media untuk men-
cari keuntungan materi atau bahkan untuk mendapatkan
penghasilan.’

Oleh karena itu manakala pihak debitur benar-benar
mengalami kesulitan untuk melunasi hutangnya pada
waktu yang telah ditentukan, maka hendaknya pihak
kreditur memberikan toleransinya. Jika ternyata setelah
diberikan kelonggaran waktu debitur masih kesulitan
juga, maka kreditur hendaknya mau membebaskan
hutangnya, sebagian atau seluruhnya.”

Debitur yang telah mampu membayar kembali hutang-
nya, hendaknya segera melunasi tanpa perlu menunda-
nunda lagi, sebab menunda-nunda pelunasan hutang bagi
orang yang sudah mampu berarti telah menganiaya pihak
kreditur. Sebagaimana sabda Nabi:"

,,/a/ 2

4»\01_; A_U\J)_M)b\ umﬂ)—o,,a@ s
L;.L;{.K}J_;T’C_q\ \:L_z ¢ (._Ua "l sy J6 - (..Lﬂj
Menyegerakan melunasi hutang sebelum meninggal

dunia, karena orang yang meninggal dalam keadaan
masih punya hutang dan tidak ada yang membayarnya,

® Al-Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, cet. 1 (Kairo: al-Syirkah al-

Dawliyyah li al-liba’ah, 2004), hlm. 935.

10 Basjir, Hukum Islam, hlm. 49.
1 Muhammad ibn Isma’il AbG ‘Abd Allah al-Bukhari, al-Jami’

al-Sahth al-Mukhtasar, tahqiq: Mustafa D1 ib al-Bigha (Beirut: Dar Ibn
Kasir, 1987), II: 799. Hadis no. 2166.
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maka ia akan tertahan untuk masuk surga. Sebagaimana
hadis-hadis berikut ini:!?
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Perjanjian hutang piutang berakhir manakala:'

a.

Hutang telah terbayar seluruhnya.

b. Salah satu pihak meninggal dunia. Jika perjanjian

hutang piutang bertenggang waktu tertentu, maka
tenggang waktu tersebut menjadi batal dan sepening-
gal salah satu pihak, pembayaran hutang harus segara
dilakukan. Para ahli waris debitur hanya berhak atas

12 Sabiq, Figh al-Sunnah, hlm. 935.

13 Abli ‘Abd Allah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal
ibn Asad al-Syaybani, Musnad Ahmad ibn Hanbal, tahqq: al-Sayyid Ab#
al-Mu’ati al-Ntri, cet. 1 (Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1998), V: 7. Hadis no.
20336 (20076).

14 Ibid., 1I1: 325. Hadis no. 14544 (14490).

5 Basjir, Hukum Islam, hlm. 41-8.
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sisa harta setelah digunakan untuk membayar hutang-
hutang, sementara para ahli waris kreditur menjadi
para pemilik baru atas harta peninggalannya, ter-
masuk harta yang berasal dari pelunasan hutang dari
pihak debitur.

c. Salah satu pihak membatalkan, meskipun tanpa per-
setujuan pihak lain. Oleh karena hukum Islam me-
mandang akad hutang piutang sebagai perjanjian
yang tidak mengikat, maka masing-masing pihak
berhak membatalkannya secara sepihak.

d. Pihak kreditur membebaskan seluruh piutangnya.

B. Implementasi Akad al-Qard dalam Perbankan Syariah

Dalam lembaga keuangan/perbankan produk yang

didasarkan atas akad gard ini tidak memberikan keuntungan
finansial. Produk ini diterapkan:'®

1.

Sebagai produk pelengkap bagi nasabah yang membu-
tuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif
pendek. Ia akan mengembalikan secepatnya dana ter-
sebut. Produk ini hanya diberikan kepada nasabah yang
telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya.

Sebagai fasilitas bagi nasabah yang memerlukan dana
cepat, karena ia tidak dapat menarik dananya disebabkan
tersimpan dalam bentuk deposito.

Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat
kecil atau untuk kepentingan sosial. Skema yang disedia-
kan adalah dalam bentuk al-gard al-hasan.

1 Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktek, cet.

1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 133.
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Oleh karena sifatnya yang tidak memberikan keuntung-
an finansial, maka dana al-gard tidak bisa diambil dari dana-
dana nasabah. Untuk kepentingan pertama dan kedua, mem-
bantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek,
maka sumber dananya diambil dari modal bank. Sedangkan
untuk tujuan yang terakhir, membantu usaha mikro dan
sektor sosial, sumber dananya diambil dari zakat, infak, dan
sedekah. Di samping juga dana-dana yang bersifat ‘meragu-
kan’."”

Berdasarkan aturan terbaru yang dikeluarkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2015 akad gard yang
diterapkan pada produk pembiayaan memiliki dua varian,
yakni:"®

a. Pembiayaan qardh, yang didefinisikan sebagai “penye-
diaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang
mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah
jangka waktu tertentu.”

b. Pembiayaan qardh beragun emas, yang didefinisikan
sebagai “Pembiayaan qardh dengan agunan berupa
emas yang diikat dengan akad rahn, dimana emas
yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh Bank
selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya
penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai
objek rahn.”

17 Ibid.

8 Lihat Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36 /
SEQJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit
Usaha Syariah, hlm. 5.
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Dalam pembiayaan qardh bank bertindak sebagai
penyedia dana untuk memberikan pinjaman kepada nasabah
berdasarkan kesepakatan. Pinjaman yang diberikan meru-
pakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya
imbalan. Bank hanya boleh mengenakan biaya administrasi
atas pinjaman tersebut. Bank dapat meminta jaminan atas
pemberian qardh. Sumber dana pinjaman dapat berasal dari
intern atau ekstern Bank. Bank dapat membebankan biaya
administrasi kepada nasabah dalam bentuk nominal dan tidak
dikaitkan dengan jumlah dan jangka waktu pinjaman. Man-
faat produk ini bagi bank syariah adalah sebagai salah satu
bentuk pelaksanaan fungsi sosial bank syariah." Jadi tidak ada
keuntungan materi bagi pihak bank, hanya semata-mata untuk
menolong.

Adapun pembiayaan qardh beragun emas menggunakan
dua akad sekaligus, yakni akad qard dan akad rahn. Tujuan
penggunaan produk ini adalah untuk membiayai keperluan
danajangka pendek atau tambahan modal kerja jangka pendek
untuk golongan nasabah usaha mikro dan kecil sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai
usaha mikro, kecil, dan menengah, serta tidak dimaksudkan
untuk tujuan investasi. Tujuan penggunaan dana oleh nasabah
wajib dicantumkan secara jelas pada formulir aplikasi produk.
Biaya yang dapat dikenakan oleh Bank kepada nasabah antara
lain biaya administrasi, biaya asuransi, dan biaya penyimpan-
an dan pemeliharaan. Penetapan besarnya biaya penyim-

¥ Lihat Lampiran V Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36 /
SEOJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit
Usaha Syariah: “Kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah
dan Unit Usaha Syariah,” hlm. 76-77.
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panan dan pemeliharaan agunan emas didasarkan pada berat
agunan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman
yang diterima nasabah. Pendapatan dari penyimpanan dan
pemeliharaan emas yang berasal dari produk Qardh Beragun
Emas yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga
harus dibagikan kepada nasabah penyimpan dana. Manfaat
yang didapat oleh pihak bank berupa ujrah/fee.”

C. Transformasi Akad Qard dari Fikih ke Produk Bank

Pada dasarnya akad gard yang diimplementasikan pada
produk pembiayaan di bank syariah tidak banyak modifikasi
atau perubahan dari yang ada di fikih, prinsipnya tetap sebagai
akad tabarru’ yang memang tidak memberikan keuntungan
material/finasial kepada pihak mugrid/bank. Kendati demi-
kian terdapat hal teknis yang mungkin dianggap tidak signi-
fikan bagi pihak bank dalam konteks keuntungan/pen-
dapatan, namun tetap penting diperhatikan dalam konteks
tikih, yakni biaya administrasi. Inilah transformasi yang
paling dominan dalam akad gard. Biaya administrasi dalam
akad hutang piutang tentu saja tidak dikenal di dalam fikih.
Hutang piutang di dalam fikih diletakkan dalam bingkai akad
tabarru’ yang betul-betul bersih dari keuntungan materi.
Keuntungan dalam akad hutang piutang hanya dimungkin-
kan manakala pihak debiturnya (mugqtarid) secara sukrela dan
tanpa diperjanjikan sebelumnya memberikan hadiah atau
bonus kepada pihak krediturnya (mugrid). Sebagaimana
hadis berikut:*

2 Jbid., hlm. 79-82.

2 Sulayman ibn al-Asy’as Abit Dawud al-Sijistani al-Azd1, Sunan
Abi Ddwud, tahqiq: Muhammad Muhy al-Din ‘Abd al-Hamid (Ttp.: Dar
al-Fikr, t.th.), II: 318. Hadis no. 3346 dan 3347.
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Jadi adanya biaya administrasi pada akad gard ini bisa
disebut sebagai bentuk transformasi akad gard di bank
syariah.

Bentuk transformasi lainnya bisa ditemukan pada
produk qard beragun emas. Dalam produk ini, sesuai dengan
namanya, akad gard yang diimplementasikan mengharuskan
adanyajaminan (agunan). Jadi akadnya melibatkan akad rahn
juga. Akad rahn sendiri, sebagaimana yang akan dijelaskan di
belakang, dalam fikih dikategorikan sebagai akad tabarru’,
sehingga tidak ada keuntungan materi yang di dapat dari akad
ini. Namun pada produk gardh beragun emas ini pihak bank
memungut ujrah/fee terhadap penyimpanan barang jaminan.
Jadi transformasi yang terjadi pada akad rahn-nya, bukan
pada gard-nya, yakni dari tabarru’ menjadi mu’dwadah.
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AKAD GADAI
(RAHN)
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A. Akad Rahn dalam Fikih
1. Pengertian

Rahn secara etimologis berarti al-subut wa al-dawim
(tetap diam) dan bisa juga bermakna al-habs (ditahan). Secara
terminologis rahn adalah menjadikan benda bernilai sebagai
penguat hutang yang dapat digunakan untuk pelunasan
hutang tersebut manakala ada kesulitan dalam pelunasannya.’
Menggadaikan barang sebagai jaminan terhadap hutang yang
ditanggung hukumnya boleh, tidak wajib.? Istilah-istilah yang
terkait dengan rahn: rahin (penggadai, morgager), murtahin
(pemegang gadai, mortagagee), marhun (barang gadai,
mortgaged).

! Wizarah al-Awqaf wa al-Syu’tn al-Islamiyyah bi al-Kuwayt,
al-Mawsii’ah al-Fighiyyah al-Kuwaytiyyah (al-Kuwayt: Tiba’ah Zat al-
Salasil, 1983), II: 8096.

2 Muhammad ibn ‘Ali ibn Muhammad al-Syawkani, Al-Diriri al-
Mudiyyah Syarh al-Durar al-Bahiyyah (Beirut: Mu’assasah al-Kutub al-
Sagafiyyah, 1988), II: 292.
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2. Dasar Hukum

Dasar disyariatkannya rahn atau gadai adalah al-Qur’an,
hadis, dan ijmak. Ayat yang mendasarinya adalah Q.S. al-
Bagarah (2): 283:

}/aﬁ /a}a
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Sedangkan dasar dari hadis adalah:*
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Umat Islam juga telah ijmak tentang kebolehan akad
gadai ini, bahkan sejak zaman Nabi sudah dipraktikkan, dan

tidak diketahui adanya seorang pun yang mengingkarinya.*

3. Rukun dan Syarat

Rukun akad rahn pada kebanyakan kitab fikih hanyalah
ijab-kabul. Bahkan ada yang berpendapat ijab saja, kabul
sebagai syarat. Di atas semuanya, rahn tidak sempurna tanpa

¥ Muhammad ibn Isma’il Abt ‘Abd Allah al-Bukhari, al-Jami” al-
Sahih al-Mukhtasar, tahqiq: Mustafa D1 ib al-Bigha (Beirut: Dar Ibnt
Kasir, 1987), VII: 459. Hadis no. 268.

* Wizarah al-Awqaf, al-Mawsii’ah al-Fighiyyah, 11: 8096.
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ada penyerahan barang/obyek. Adapun rukun tersebut jika
dirinci sebagai berikut:’

a. Rahin (penggadai), syaratnya cakap hukum.

b. Murtahin (pemegang gadai), syaratnya cakap hukum.
Marhiin (jaminan/barang gadai), syaratnya: benda
bernilai dan dapat diserahkan.

d. Marhiin bih (tujuan penggadaian), syaratnya: adanya
hutang atau yang semacamnya.

e. Ijab-kabul (serah terima).

4. Ketentuan Hukum

Rahn bersama empat akad lainyya, yakni ‘driyah, hibah,
wadi’ah, dan gard dimasukkan dalam kategori akad ‘ayniyyah,
yaitu akad yang daya ikatnya bergantung kepada penyerahan
obyeknya/barangnya. Alasannya, menurut para ulama, karena
kelima akad tersebut merupakan akad tabarru’. Oleh karena
itu disusunlah kaidah fikih terkait dengan hal ini yang
berbunyi: j2dl V) ¢ w2l o= Y (tidak sempurna tabarru’
kecuali dengan penyerahan obyeknya).® Akad rahn bersama
dengan kafilah juga dikategorikan sebagai akad taba’i, yakni
akad yang tidak berdiri sendiri, eksistensinya bergantung
pada akad yang lainnya, yakni akad hutang piutang (gard).
Artinya tidak mungkin ada akad rahn, tanpa adanya akad
gard di belakangnya.”

®‘Ali al-Khafif, Ahkam al-Mu’amalat al-Syar’iyyah (Kairo: Dar al-
Fikr al-‘Arabi, 2008), hlm. 467.

® Mustafa Ahmad al-Zarqa’, al-Figh al-Islami fi Sawbih al-Jadid: al-
Madkhal al-Figh al-’Amm (Damaskus: Alif Ba’-al-Adib, 1967) II: 327.

7 Ibid., 1I: 599.
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Jika barang gadai berupa binatang (kuda, onta, dan
sebagainya) maka pemegang gadai boleh memakainya atau-
pun mengambil susunya, namun ia wajib menanggung biaya
pemberian makan/minum. Hal in didasarkan pada hadis Nabi
saw. Berikut:®

w&\w_/‘iﬁfj\%}%—u&\ wﬁ{_g;;;_?b&f:;c
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Berdasarkan hadis tersebut, sejumlah fukaha, seperti:
Ahmad, al-Lays, Ishq, dan al-Hasan berpendapat bolehnya
pemegang gadai megambil manfaat barang gadai dengan
kewajiban menanggung biaya yang mesti dikeluarkan untuk
itu (seperti biaya memberi makan jika barang tersebut meru-
pakan binatang ternak).’

Akan tetapi al-Syafi’i, Abu Hanifah, Malik, dan jumhur
ulama berpendapat tidak bolehnya pemegang gadai me-
ngambil manfaat terhadap barang gadai, sebab manfaat ter-
sebut adalah milik penggadai dan pihak-pihak yang bertang-
gung jawab terhadap pemeliharaannya. Di samping itu tidak
boleh menutup gadai dengan penghasilan yang diperoleh dari
barang yang sedang digadaikan.'

8 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, IX: 221. Hadis no. 2511.
 Al-Syawkani, al-Dirari al-Mudiyyah, 11I: 293.
10 Ihid.
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B. Implementasi Akad Rahn dalam Perbankan Syariah
Dalam lembaga keuangan syariah produk yang didasar-
kan pada akad rahn ini diterapkan:"

1. Sebagai produk pelengkap, yakni sebagai akad tambahan
(jaminan/collateral) terhadap produk lain, seperti dalam
pembiayaan muribahah bank dapat menahan barang
nasabah sebagai jaminan. Faktanya hampir semua produk
pembiayaan selalu dikuatkan dengan jaminan dari pihak
nasabah yang diserahkan kepada bank.

2. Sebagai produk tersendiri, yakni yang terepresentasikan
dalam lembaga pegadaian syariah. Saat ini beberapa bank
umum syariah memiliki produk yang mirip di pegadaian
juga, yakni produk gardh beragun emas sebagaimana telah
disebutkan pada bab sebelumnya.

Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nornor 36/SEOJK.03/
2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan
Unit Usaha Syariah yang di antara isinya adalah Kodifikasi
Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha
Syariah tidak menjadikan rahn sebagai basis akad pembiayaan
secara mandiri. Rahn hanya disebut terkait dengan salah satu
varian produk pembiayaan yang berbasis gard, yakni produk
qardh yang beragun emas sebagaimana sudah dijelaskan pada
bab sebelumnya.

Dalam produk ini nasabah bertindak sebagai radhin
(penggadai) sementara bank sebagai murtahin (pemegang

"' Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktek, cet.
1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.130; Zainul Arifin, Memahami
Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek, cet. 1 (Jakarta:
Alvabet, 1999), hlm. 205.
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gadai), marhiin-nya adalah emas milik nasabah yang diserah-
kan ke bank sebagai jaminan hutang (qard) yang diberikan
oleh bank kepada nasabah, sedangkan marhiin bih-nya adalah
hutang tersebut. Bank mendapatkan keuntungan berupa
ujrah penyimpanan barang jaminan yang dibebankan kepada
nasabah.

C. Transformasi Akad Rahn dari Fikih ke Produk Bank

Transformasi akad rahn dari fikih ke produk bank adalah
dalam bentuk pelibatan akad wadi’ah dan ijarah di dalam
akad rahn tersebut. Akad rahn dalam fikih kendati kelihatan
ada unsur wadi’ah-nya, namun ia tidak dapat dikategorikan
wadi’ah, karena penahanan barang jaminan oleh pihak
murtahin sesungguhnya adalah hak murtahin selaku mugqrid
yang harus dipenuhi oleh pihak rdhin. Sebagai hak tentu saja
ia bisa digunakan dan bisa juga tidak digunakan. Ketika hak
tersebut tidak digunakan berarti murtahin tidak perlu
menahan atau menyimpan barang jaminan. Di sisi lain rihin
pada dasarnya tidak punya keinginan untuk menyerahkan
barang berharga miliknya, jika tidak diminta oleh pihak
murtahin. Sementara dalam akad wadi’ah, inisiatif atau
keinginan untuk menyimpan berasal dari pihak muwaddi’
(penitip, nasabah), bukan dari pihak mustawda’ (penerima
titipan, bank). Jadi akad wadi’ah di dalam implementasi rahn
tersebut tidak sepenuhnya wad ah, hanya sekedar ada unsur
titipan. Akad wadi’ah yang seperti inilah yang kemudian di-
ijarah-kan, yakni dipungut jasanya (ujrah-nya), sehingga
menjadi akad al-wad’ah bi al-ujrah.

Dengan demikian transformasi akad rahn di bank syariah
adalah adanya pelibatan akad wadi’ah yang kemudian akad
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tersebut di-ijarah-kan. Akad wadi’ah yang selama ini di-
kategorikan sebagai akad tabarru’ bertransformasi menjadi
akad mu’dwadah, dari akad kebajikan yang non-profit oriented
menjadi akad bisnis, yang profit oriented.
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AKAD PEMINDAHAN HUTANG
(HIWALAH/HAWALAH,)
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A. Akad Hiwadlah dalam Fikih
1. Pengertian

Secara etimologis hiwdilah berasal dari kata tahawwul atau
tahwil yang berarti berpindah dari satu tempat ke tempat lain.
Secara terminologis hiwdlah didefinisikan sebagai pemindahan
hutang dari satu tanggungan (muhil) ke tanggungan pihak lain
(muhal ‘alayh).' Jika A adalah kreditur (muhdl) yang memberi
pinjaman kepada B (muhil), sementara pada saat yang sama
B memiliki piutang pada C, maka ia bisa saja memindahkan
hutangnya kepada A tersebut untuk dibayar oleh C. Sehingga
C dalam hal ini menjadi muhl ‘alayh, yakni pihak yang harus
membayar utang kepada A.?

! Wizarah al-Awqaf wa al-Syu’tin al-Islamiyyah bi al-Kuwayt,
al-Mawsil’ah al-Fighiyyah al-Kuwaytiyyah (al-Kuwayt: Tiba’ah Zat al-
Salasil, 1983), II: 6329. Bandingkan Al-Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah,
cet. 1 (Kairo: al-Syirkah al-Dawliyyah li al-Tiba’ah, 2004), hlm. 960.

? Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktek, cet.
1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 126.
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Hiwdlah merupakan salah satu transaksi yang tidak
membutuhkan ijab-kabul. Ia dihukumi sah dengan segala hal
yang menunjukkan adanya akad tersebut. Misalnya per-
nyataan: “aku meng-hiwdilah-kan kamu;” atau “aku ikutkan
hutangmu kepada tanggungan Fulan.”?

2. Dasar Hukum
Kebolehan hiwilah didasarkan atas sejumlah hadis Nabi,
di antaranya:

So/
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rfp\@d\bt_u(._lbu_d\d_im»tju ('.l.»-)

s R

iua;»—yl.djwamg«a AU\JF)JUJ\%A;J\U;.
u_i’;;/yﬂ_;;’u;u_uu_x;;_u\ \3@;_1196_,4\

Ssaly 2

3. Rukun dan Syarat

Rukun hiwdlah, menurut Wahbah al-Zuhayli, adalah ijab
dari muhl dan kabul dari muhil dan muhl ‘alayh dengan sighat
al-hiwdlah. Ijab dari muhil: “aku pindahkan hutangmu atasku
kepada Fulan.” Kabul dari muhdl dan muhdl ‘alayh: “ ya, aku

3 Sabiq, Figh al-Sunnah, hlm. 960.

4 Muhammad ibn Isma’il Abl ‘Abd Allah al-Bukhari, al-Jami’ al-
Sahih al-Mukhtasar, tahqilq: Mustafa D1 ib al-Bigha (Beirut: Dar Ibnti
Kasir, 1987), II: 799. Hadis no.2166.

5 Abti ‘Abd Allah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal
ibn Asad al-Syaybani, Musnad Ahmad ibn Hanbal, tahqiq: al-Sayyid Ab
al-Mu’ati al-Nri, cet. 1 (Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1998), XII: 50. Hadis no.
5522.
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terima.”® Jadi jika dirinci, rukun hiwlah beserta syarat-sayarat-
nya adalah sebagai berikut:”

a.

b.

Mutil (debitur), syaratnya: cakap hukum dan sukarela.
Muhal/muhtdl/hawil (kreditur), syaratnya: cakap
hukum, sukarela, dan kabulnya sempurna dinyatakan
di majlis hiwdlah.

Muhal ‘alayh/muhatl ‘alayh (pihak yang berkewajiban
membayarkan hutangnya): cakap hukum, sukarela,
dan kabulnya sempurna dinyatakan di majlis hiwlah.
Muhal bih/muhtal bih (mahall ‘aqd al-hiwalah, hutang-
nya), syarat yang disepakati para ualama ada dua,
yakni: obyeknya berupa hutang dan hutang tersebut
wajib dilunasi.

Sighat al-hiwalah.

4. Ketentuan Hukum
Hiwdlah ada dua macam, yakni:®

a.

Hiwdlah mumlaqah, yakni pemindahan hutang
kepada orang lain dengan tanpa mendefinititkan
hutang tersebut dan pihak yang akan membayarkan
hutangnya pun menerimanya. Hiwidlah jenis ini tidak
ada yang membolehkan kecuali Mazhab Hanafi dan
sebagian Syiah Imamiyyah dan Zaydiyyah.

¢ Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islimi wa Adillatuh, cet. 2 (Damaskus:
Dar al-Fikr, 1985), V: 164.

7 Wizarah al-Awqaf, al-Mawsil’ah al-Fighiyyah, 1I: 6329. Bandingkan
Sabiq, Figh al-Sunnah, hlm. 960. Untuk syarat hiwalah lihat al-Zuhayli,
al-Figh al-Islami, V: 166-168.

8 Al-Zuhayli, al-Figh al-Isldmi, V: 168-169.
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b.

Hiwdlah mugayyadah, yaitu pemindahan hutang
yang disertai dengan pendefinitifan hutang yang
dipindahkan. Inilah hiwdlah yang dibolehkan ber-
dasarkan kesepakatan para ulama.

Terdapat beberapa ketentuan hukum terkait dengan

hiwalah ini, antara lain:’

a.

Terbebasnya debitur (muhil) dari hutangnya.
Menurut jumhur ulama jika hiwdlah telah sempurna
kabulnya, maka debitur (muhil) terbebas dari
hutangnya.

Berpindahnya hak untuk menuntut pelunasan
hutang oleh pihak muhl kepada muhal ‘alayh.

B. Implementasi Akad Hiwlah dalam Perbankan
Dalam dunia perbankan akad hiwdlah diterapkan pada:™

1.

Factoring (anjak piutang): nasabah memindahkan
piutang yang dimilikinya pada pihak ketiga kepada
pihak bank, bank lalu menagih piutang tersebut lalu
bank menagih piutang tersebut dari pihak ketiga.
Post-dated check: bank bertindak sebagai juru tagih,
tanpa membayari dulu piutang tersebut.

Bill discounting: perbedaannya dengan hawalah, jika
pada yang pertama nasabh harus membayar fee, maka
pada yang terakhir tidak ada pembahasan tentang hal
itu.

o Ibid., V: 173-174.
10 Jbid., Antonio, Bank Syariah, hal. 127.
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Adapun manfaat dan keuntungan produk ini antara lain:"

1.

Memungkinkan penyelesaian hutang dan piutang
dengan cepat dan simultan.

Tersedianya talangan dana untuk hibah bagi yang
membutuhkan.

Dapat menjadi salah satu fee-based income (sumber
pendapatan) non pembiayaan bagi bank syariah.

Di dalam SE OJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang

Kodifikasi Produk dan Aktivitas bank Umum Syariah dan
Unit Usaha Syariah akad hiwdlah ditulis dengan hawalah. Akad
ini menjadi salah satu alternatif akad pembiayaan pengalihan
utang. Pembiayaan ini didefinisikan sebagai “pemindahan
utang nasabah dari lembaga keuangan konvensional ke Bank
dan/atau pemindahan pembiayaan nasabah dari lembaga

keuangan syariah ke Bank.”"? Dalam hal pemindahan utang

nasabah dari lembaga keuangan konvensional ke Bank,
ketentuannya adalah:*

1.

Nasabah merupakan nasabah yang memiliki kredit
dari lembaga keuangan konvensional yang ingin
mengalihkan utangnya kepada Bank.

Kredit yang akan dialihkan belum lunas.

Kredit yang akan dialihkan memiliki underlying asset
yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

" Antonio, Bank Syariah, hal. 127.

2 Lampiran IV SE OJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan
Aktivitas bank Umum Syariah dan Unit Usaha, hlm. 93.

13 Ibid.

121



Akad Muamalah Klasik

Dalam hal pemindahan pembiayaan nasabah dari

lembaga keuangan syariah ke Bank, ketentuannya adalah:'*

1.

Nasabah merupakan nasabah yang memiliki pem-
biayaan dari lembaga keuangan syariah yang ingin
mengalihkan pembiayaannya kepada Bank.
Pembiayaan yang akan dialihkan belum lunas.
Pembiayaan yang akan dialihkan memiliki underlying
asset yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Dalam hal pemindahan utang atau pemindahan pem-

biayaan diberikan kepada nasabah dalam rangka pembiayaan
properti maka ketentuannya sebagai berikut:'

1.

Pembiayaan yang hanya ditujukan untuk pelunasan
kredit di lembaga keuangan konvensional sebelum-
nya atau pelunasan pembiayaan di lembaga keuangan
syariah sebelumnya tidak diperlakukan sebagai
pembiayaan baru; atau

Pembiayaan yang disertai dengan tambahan (top up)
diperlakukan sebagai pembiayaan baru sehingga
tunduk pada persyaratan pembiayaan ulang (refinan-
cing). Persyaratan ini mengacu kepada ketentuan
yang mengatur mengenai rasio loan to value atau rasio
financing to value untuk kredit atau pembiayaan pro-
perti dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan
kendaraan bermotor beserta ketentuan perubahan-
nya.

1 Ibid.
15 Ibid., hlm. 94.
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Nasabah yang masih memiliki kredit di lembaga ke-
uangan konvensional mengajukan permohonan pengalihan
utangnya kepada Bank Syariah. Bank setelah menyetujui
permohonan nasabah tersebut, melakukan akad hawalah bi
al-ujrah dan membayar sebagian atau seluruh utang nasabah
kepada lembaga keuangan konvensional pada waktu yang
disepakati. Nasabah kemudian membayar ujrah kepada Bank
atasjasa hawalah tersebut. Nasabah membayar kewajibannya
yang timbul dari akad hawalah kepada Bank, baik secara tunai
maupun secara tangguh/angsur sesuai kesepakatan.'®

Dalam hal pemindahan pembiayaan nasabah dari
lembaga keuangan syariah ke Bank Syariah bisa mengguna-
kan akad hawalah bil ujrah. Teknisnya nasabah yang memiliki
utang pembiayaan murdbahah pada suatu lembaga keuangan
syariah mengajukan permohonan pengalihan utangnya kepada
Bank. Bank setelah menyetujui permohonan nasabah tersebut,
melakukan akad hawalah bi al-ujrah dan membayar sebagian
atau seluruh utang nasabah kepada lembaga keuangan syariah
pada waktu yang disepakati. Nasabah membayar ujrah ke-
pada Bank atasjasa hawalah. Nasabah membayar kewajibannya
yang timbul dari akad hawalah kepada Bank, baik secara tunai
maupun secara tangguh/angsur sesuai kesepakatan."”

Akad hiwdlah bersama dengan akad wakalah bil ujrah
juga dijadikan sebagai salah satu alternatif akad dalam
penerbitan dan pembiayaan SKBDN, yakni janji tertulis
berdasarkan permintaan tertulis pemohon (applicant) yang
mengikat Bank pembuka (issuing bank) untuk:'

16 Ibid., hlm. 97.
17 Ibid., hlm. 98.
18 Ibid., hlm. 111.
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1. melakukan pembayaran kepada penerima atau
ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang
ditarik oleh penerima;

2. memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan
pembayaran kepada penerima, mengaksep dan
membayar wesel yang ditarik oleh penerima; atau

3. memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi
wesel yang ditarik oleh penerima, atas penyerahan
dokumen sepanjang persyaratan dan kondisi SKBDN
dipenuhi.

Bank dapat memperoleh imbalan (fee/ujrah) yang
disepakati di awal. Bank dapat meminta jaminan berupa cash
collateral atau jaminan lainnya dengan persentase tertentu. Bila
nasabah tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar
harga barang yang dipesan maka Bank dapat bertindak selaku
pemilik dana yang melakukan pembayaran kepada penerima
sehingga pembayaran beralih dari nasabah kepada Bank
berdasarkan prinsip hawalah.”

Akad hiwdlah bersama dengan akad wakalah bil ujrah
juga bisa dijadikan sebagai salah satu akad alternatif pada
pembiayaan impor dengan letter of credit (LC), yakni surat
pernyataan akan membayar kepada eksportir (beneficiary)
yang diterbitkan oleh Bank (issuing Bank) atas permintaan
importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu.”” Dalam
hal pengiriman barang telah terjadi, sedangkan pembayaran
belum dilakukan, alternatif akad yang digunakan adalah

19 Ibid., hlm. 112.
2 Ibid., hlm. 118.
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menggunakan wakalah bil ujrah dan hawalah, dengan

ketentuan:*

1.

nasabah importir tidak memiliki dana cukup pada
bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor.
nasabah importir dan bank melakukan akad wakalah
untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi
impor.

besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan
dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk per-
sentase.

hutang kepada eksportir dialihkan oleh nasabah
importir menjadi hutang kepada bank dengan me-
minta bank membayar kepada eksportir senilai
barang yang diimpor.

C. Transformasi Akad Hiwlah dari Fikih ke Produk Bank

Bentuk transformasi akad hiwalah dari fikih ke produk
bank berupa perubahan karakter akad dari tabarru’ menjadi
muwadah, terutama pada pembiayaan pengalihan utang yang
menggunakan akad hawalah bi al-ujrah. Sebagai bagian dari
akad gard, hiwldh pada dasarnya merupakan akad tabarru’,

yakni tidak ada keuntungan materi di dalamnya. Namun
dengan bertransformasi menjadi hawalah bi al-ujrah, maka
ia kemudian menjadi mu wadah.

2 Ibid., hlm. 121.
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BAB XI
AKAD PENJAMINAN HUTANG

(KAFALAH)

A. Akad Kafalah dalam Fikih
1. Pengertian

Secara etimologis al-kafdlah berarti al-damm (menang-
gung) sebagaimana makna pada Q.S. Al ‘Imran (33): 37: “...
wa kaffalahd Zakariyyd.! Kafilah memiliki beberapa istilah
padanannya, yakni: hamailah, damdnah, dan za’dmah. Pihak
penanggungnya disebut dengan hamil, damin, za’im, sabir, dan
gabil. Menurut al-Mawardi, berdasarkan kebiasaan, istilah
damin digunakan dalam konteks harta (benda), hamil dalam
diyat, za'tm untuk harta dan pelukaan, kafil untuk jiwa, dan
sabir untuk semuanya.?

Secara terminologi kafilah adalah kewajiban seorang
yang cakap hukum untuk menghadirkan orang yang ber-

! Al-Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, cet. 1 (Kairo: al-Syirkah al-
Dawliyyah li al-Tibd’ah, 2004), hlm. 1010.

2 Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islim wa Adillatuh, cet. 2 (Damaskus:
Dar al-Fikr, 1985), V: 130.
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hutang (ataupun tanggungan lainnya) kepada pihak yang
memberikan piutang (kreditur).? Dengan ungkapan lain
kafilah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung
(kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban me-
lalui pihak kedua yang ditanggung. Dengan ungkapan lain:

mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin (untuk

melakukan suatu prestasi) kepada orang lain yang bertindak
sebagai penjamin.*

Adapun perbedaan kafilah dengan damdin (dimdn)

adalah:®

a.

Kafdlah adalah tanggungan terhadap badan, se-
dangkan daman adalah tanggungan terhadap harta/
benda. Jika penanggung (kafil) kesulitan menghadir-
kan orang yang ditanggungnya (di depan hakim),
maka tanggung jawabnya bergeser ke kewajiban
menghadirkan hartanya.

Manakala pihak yang ditanggung (makfiil) meninggal
dunia, maka penanggung (kafil) terbebas dari tang-
gungan, karena ia hanya bertanggung jawab untuk
menghadirkan badan (debitur), sehingga ketika yang
ditanggung telah tiada, maka bebaslah ia dari tang-
gungan. Meskipun dalam hal ini masih terjadi per-
bedaan pendapat. Sementara dalam konteks daman,
meninggalnya pihak yang ditanggung (madmiin ‘anhu)
tidak membuat pihak penjamin (damin) terbebas dari

* Khalid ibn ‘Ali ibn Muhammad al-Musyayqah, al-Mukhtasar fi
al-Mu’dmaldt, cet. 2 (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2013), hlm. 119.

* Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktek,
cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 124.

> Al-Musyaiqah, al-Mukhtasar fi al-Mu’dmaldt, hlm. 119.
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tanggungan. Pihak kreditur (madmiin lah) berhak
untuk menuntut pihak debitur (madmiin ‘anhu) pada
waktu hidup ataupun meninggalnya.

2. Dasar Hukum

Dasar legitimasi dari al-Qur‘an terhadap akad kafilah
ini di kebanyakan kitab fikih pada umumnya adalah Surat
Yusuf (11): 66 dan 72° dan Surat al-Qalam (68): 40.”

&SEU}m &M\Juﬁw};’}f\&bék °Tu§
—5 f e PR AGTA \ym\jju.
o auin el .

Pada ayat 66 di atas Nabi Ya’qub mengatakan kepada
anak-anaknya: “Aku tidak akan melepaskannya (pergi)
bersama kamu, sebelum kamu bersumpah kepadaku atas
(nama) Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kembali
kepadaku, kecuali jika kamu dikepung (oleh musuh).”
Setelah mereka memberikan janji kepadanya, dia (Ya’qub)
berkata, “Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.”
Kesediaan Ya’qub untuk mengizinkan anak-anaknya mem-
bawa Bunyamin (adik Yusuf) setelah mereka bersedia

¢ Sabiq, Figh al-Sunnah, hlm. 1010; Al-Zuhayli, al-Figh al-Isldmi, V:
131.

7 Wizarah al-Awqaf wa al-Syu‘tin al-Islamiyyah bi al-Kuwayt,
al-Mawsii’ah al-Fighiyyah al-Kuwaytiyyah (al-Kuwayt: Tibd’ah Zat al-
Salasil, 1983), II: 12603.
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bersumpah atas nama Allah dan ia menjadikan Allah sebagai
penjamin atas sumpah tersebut. Di ayat 72, setelah Yusuf
memasukkan cawan ke dalam karung suadaranya, dengan
tujuan untuk merekayasa terjadinya pencurian, para petugas
kerajaan berkata: “Kami kehilangan cawan raja, dan siapa
yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan
makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu.” Pernyataan
‘aku jamin itu’ pada ayat ini dianggap sebagai bentuk kafilah.
Adapun ayat 40 Surat al-Qalam berisi pertanyaan retoris
kepada kaum musyrik tentang siapa di antara mereka yang
bertanggung jawab terhadap (putusan yang diambil itu). Ber-
tanggung jawab di sini dimaknai sebagai kafdlah. Jadi za’im
pada kedua ayat tersebut bermakna kafil (penjamin).®
Adapun dasar legitimasi dari hadis di antaranya:

JDUD\L\WJ\_&MU_:JA»HUJ °
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8 Ibid.

? Sulayman ibn al-Asy’as Ab Dawud al-Sijistani al-Azdi, Sunan
Abi Ddwud, tahqiq: Muhammad Muhy al-Din ‘Abd al-Hamid (Ttp.: Dar
al-Fikr, t.th.), X: 422. Hadis no. 3567. Bandingkan Ab{i ‘Abd Allah Ahmad
ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad al-Syaybani, Musnad
Ahmad ibn Hanbal, tahqiq: al-Sayyid AbG al-Mu’ati al-Ntr, cet. 1 (Beirut: ‘Alam
al-Kutub, 1998), XXXXVIIIL: 404. Hadis no. 2295; Muhammad ibn {sa Abii
‘Isa al-Turmuzi, Sunan al-Turmuzi, tahqiq: Ahmad Muhammad Syakir wa
Akhartin (Beirut: Dar Ihya" al-Turas al-‘Arabi, t.th.), V: 194. Hadis no. 1312.
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@
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Al-za’im pada hadis pertama, menurut al-Khattabi dan
yang lainnya, bermakna al-kafil (penjamin) dan al-za’dmah
semakna dengan al-kafilah."' Pada hadis kedua diceritakan
bahwa ketika Nabi diminta untuk mensalatkan jenazah
seseorang, beliau enggan melakukannya karena si mayit
masih memiliki tanggungan hutang. Akan tetapi setelah Ab(i
Qatadah menyatakan kesanggupannya untuk menanggung-
nya, Rasulullah baru mau mensalatkannya. Kesanggupan Ab{i
Qatadah untuk menanggung hutang tersebut dianggap
sebagai bentuk kafalah.

Di samping didasarkan atas ayat dan hadis di atas, akad
kafdlah juga didasarkan pada ijmak tentang kebolehan akad
ini sebagaimana diriwayatkan dari banyak ulama fikih,
meskipun mereka tidak sepakat pada sebagian detail teknis-
nya. [jmak tersebut didasarkan atas alasan dibutuhkannya
akad ini oleh masyarakat dan untuk menghindari kerugian
di pihak kreditur."

10 Al-Turmuzi, Sunan al-Turmuzi, IV: 337. Hadis no. 1090.
' Wizarah al-Awqaf, al-Mawsii’ah al-Fighiyyah, II: 12603.
12 Ibid., 1I: 12604.
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3. Rukun dan Syarat
Rukun dan syarat kafdlah adalah sebagai berikut:*

a.

Kafil (penanggung, penjamin), atau dinamakan juga
damin, za’tm, hamil, dan qabil, syaratnya: baligh,
berakal sehat, memiliki kebebasan mentasarrufkan
hartanya, dan sukarela.

Makfil lah (kreditur, penerima manfaat kafdlah), atau
disebut juga d’in, syaratnya adalah ia dikenal oleh
pihak kafil (penjamin).

Makfill ‘anhu (debitur, pihak yang dijamin), disebut
juga asil atau madin, tidak disyaratkan harus baligh,
berakal, hadir di majlis akad, dan sukarela. Jadi kafilah
tetap sah, meskipun makfill ‘anhu-nya adalah anak-
anak, gila, dan tidak hadir di majlis akad.

Makfiil bih (hutang, obyek penjaminan), syaratnya:
obyeknya adalah hutang, atau jiwa, atau harta
(properti), atau pekerjaan yang wajib dilaksanakan
oleh pihak makful ‘anhu.

Sighat kafilah, menurut Ab Ysuf cukup ijab saja dari
pihak kafil, tidak harus ada kabul dari pihak makfiil
lah, karena substansi kafilah adalah kewajiban kafl
melunasi hutang, tidak ada keuntungan (mu dwadah)
di dalamnya. Akad kafdlah merupakan akad tabarru’
sehingga yang dibutuhkan hanyalah ijab dari kafil
saja. Namun, menurut Abu Hanifah, Muhammad,
dan kalangan Syafi‘iyyah sighat kafilah terdiri atas ijab
dari pihak kafil dan kabul dari pihak makful lah. Oleh

B Rukun dan syarat pada butir a sampai d didasarkan pada Sabig,
Figh al-Sunnah, hlm. 1010
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karena kafilah ini merupakan akad tamlik (perpin-
dahan kepemilikan) yang menjadi hak makfill lah
terhadap kafil, maka tidak sempurna jika hanya ijab
dari kafil saja."*

4. Ketentuan Hukum
Akad kafdlah ada beberapa macam, yakni:*

a.

Al-kafalah bi al-nafs (personal guaranty): akad pen-
jaminan dalam bentuk diri pribadi, seperti: seorang
nasabah mendapat kredit dari bank dengan jaminan
nama baik dan ketokohan seseorang di mana bank
berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pem-
bayaran ketika nasabah mengalami kesulitan.
Al-kafalah bi al-mal: penjaminan yang diberikan
dalam bentuk harta benda.

Al-kafalah bi al-taslim: biasa dilakukan untuk men-
jamin pengembalian barang sewaan ketika masa sewa
berakhir.

Al-kafalah al-munjazah: jaminan mutlak yang tidak
dibatasi oleh jangka waktu ataupun kepentingan
tertentu, contohnya adalah jaminan dalam bentuk
performance bonds (jaminan prestasi) yang lazim
dipraktekkan di dunia perbankan.

Al-kafalah al-mu’allaqah: merupakan penyederhana-
an dari Al-kafalah al-munjazah, bisa diterapkan pada
industri perbankan maupun asuransi.

4 Wizarah al-Awqaf, al-Mawsii’ah al-Fighiyyah, 11: 12604.
5 Antonio, Bank Syariah, hlm. 124-5.
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B. Implementasi Akad Kafalah dalam Perbankan

Di dalam Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah

dan Unit Usaha Syariah yang diterbitkan oleh OJK pada tahun
2015 akad kafilah diterapkan pada:

1.

Pembiayaan ijrah multijasa, yakni penyediaan dana
dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa dalam
waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah).
Pada produk ini akad kafilah sebagai salah satu pilihan
bersama dengan akad ijrah itu sendiri. Bank dapat
memperoleh imbalan jasa/ujrah/fee yang besarnya
disepakati di awal akad dan dinyatakan dalam bentuk
nominal (bukan dalam bentuk persentase). Pem-
biayaan ini melibatkan tiga pihak yaitu Bank,
nasabah, dan pihak ketiga.'® Dalam konstruk kaflah,
manakala bank syariah membayarkan sejumlah dana
pendidikan (UKT/SPP) pada suatu lembaga pendi-
dikan atas permintaan nasabah yang putranya belajar
di dalamnya, maka bank syariah bertindak sebagai
kafil, nasabah sebagai makfill ‘anhu, pihak lembaga
pendidikan sebagai makfill lah, dan dana yang di-
bayarkan tersebut sebagai makfil bih. Atasjasa yang
diberikannya bank kemudian mendapatkan ujrah.

Pembiayaan perdagangan dalam bentuk penerbitan
dan pembiayaan dengan SKBDN (Surat Kredit Berdo-
kumen Dalam Negeri). SKBDN sendiri adalah janji
tertulis berdasarkan permintaan tertulis pemohon

16 Lampiran IV SE OJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan
Aktivitas bank Umum Syariah dan Unit Usaha, hlm. 51-52.
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(applicant) yang mengikat Bank pembuka (issuing
bank) untuk:"”

a. melakukan pembayaran kepada penerima atau
ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel
yang ditarik oleh penerima;

b. memberi kuasa kepada bank lain untuk melaku-
kan pembayaran kepada penerima, mengaksep
dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima;
atau

c. memberi kuasa kepada bank lain untuk mene-
gosiasi wesel yang ditarik oleh penerima, atas
penyerahan dokumen sepanjang persyaratan dan
kondisi SKBDN dipenuhi.

Akad kafilah menjadi salah satu alternatif dari
beberapa akad yang bisa diterapkan dalam penerbitan
dan pembiayaan dengan SKBDN ini, yakni berupa
kafdlah bil ujrah. Oleh karena itu bank dapat mem-
peroleh ujrah sebagaimana disepakati di awal.'®
Manakala pembayaran wesel tersebut menggunakan
akad kafilah, maka bank bertindak sebagai kafil,
nasabah pengguna jasa sebagai makfiil ‘anhu, nasabah
penerima sebagai makful lah, sedangkan dana yang
dibayarkan sebagai makful bih. Terhadap jasa yang
diberikan ini bank mendapatkan ujrah.

3. Pembiayaan impor dengan letter of credit (L/C), yakni
surat pernyataan akan membayar kepada eksportir

17 Ibid., hlm. 111.
18 Ibid., hlm. 112.
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(beneficiary) yang diterbitkan oleh Bank (issuing
Bank) atas permintaan importir dengan pemenuhan
persyaratan tertentu. Akad yang digunakan adalah
kafdlah bil ujrah, di samping akad-akad lainnya
sebagai pilihan." Fee (ujrah) atas transaksi kafilah harus
disepakati dan dituangkan dalam akad. Pelunasan
pembayaran barang yang diadakan berdasarkan L/C
tersebut dapat dilakukan denga dana nasabah atau
dalam hal nasabah tidak memiliki dana maka pem-
bayaran menggunakan pembiayaan dari Bank dengan
menggunakan akad syariah yang sesuai berdasarkan
fatwa DSN-MUIL* Konstruk akad pada pembiayaan
impor dengan letter of credit (L/C) ini adalah bank
sebagai kafil, pihak importir sebagai makfiil ‘anhu, pihak
eksportir sebagai makfiil lah, dan dana yang dibayar-
kan sebagai makfill bih.

C. Transformasi Akad Kafalah dari Fikih ke Produk Bank

Sebagaimana sudah disebutkan di awal, bahwa akad
kafilah dalam fikih merupakan akad tabarru’, yakni akad
kebajikan yang tidak berorientasi pada keuntungan (non-profit
oriented). Namun dalam implementasinya di bank syariah
akad ini mengharuskan adanya ujrah. Oleh karena itu telah
terjadi transformasi akad kafilah yang tadinya di dalam fikih
merupakan akad tabarru’, kemudian menjadi akad mu dwadah
setelah diterapkan di bank syariah.

19 Ibid., hlm. 118.
20 Ibid., hlm. 120-121.
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A. Akad Wakdlah dalam Fikih
1. Pengertian

Wakdilah atau wikdlah secara etimologis berarti: (1) al-
hifz (menjaga), sebagaimana ungkapan dalam ayat: hasbuna
Alldhu wa ni'ma al-wakil;* 14 ildha illa huwa fa ittakhizhu
wakilan;* kata wakil dalam kedua ayat tersebut menurut al-
Farr’, maknanya adalal al-hafiz (penjaga); (2) al-tafwid
(pendelegasian), sebagaimana makna ungkapan pada ayat: wa
‘ald Alldhi falyatawakkal al-mutawakkiliing® inni tawakkaltu
‘al Alldh rabbi wa rabbikum;* kata tawakkal pada kedua ayat
tersebut merupakan derivasi dari kata wakdlah yang bermakna
mendelegasikan dan menyerahkan; (3) al-i'timid (bersandar);

1 Q.S. Al ‘Imran (3): 173.

2 Q.S. al-Muzzammil (73): 9.
3 Q.S. Ibrahim (14): 12.
*Q.S. Hud (11): 56.
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(4) al-qiydm bi amr al-ghayr (melaksanakan perintah orang
lain); dan (5) al-indbah (penggantian).” Adapun makna
wakdlah secara terminologis adalah gambaran tentang
seseorang yang melakukan transaksi atas nama orang lain,
yakni dengan memposisikan dirinya pada posisi orang
tersebut; atau pendelegasian transaksi kepada waklnya.®

2. Dasar Hukum
Kebolehan wakdlah didasarkan pada Qur‘an, hadis, dan
ijmak. Di antara ayat yang dijadikan dasar adalah:”

;_f;ursr_@ﬁ&wd;_;:\}s;m;iu;:qsu) .
°f5,LN A )\jju(}_;’l,a_l}}Tu}J\_wJ\jJu
Ey Ll il 2, w\/\omrgﬁ)y{'.{//\\;;:b
\va_g,aﬁwuju_m:ﬁ;i_;d)ﬁ Ll L

19/

[55/ ] bt i G 20U 5 (o 51 TG

Pada ayat pertama, ungkapan sJ» v.(j i (,5 K A
AW U_S\ (utuslah salah seoarng di anataramu dengan
membawa uang ini ke kota) menunjukkan terjadinya akad
wakilah. Sedangkan ayat terakhir ungkapan k= J:._a.o Ls_:\
menunjukkan fungsi wakdlah, yakni sebagai penjaga (amanah).

> Khalid ibn ‘Ali ibn Muhammad al-Musyayqah, al-Mukhtasar fi
al-Mu’dmaldt, cet. 2 (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2013), hlm. 156.

¢ Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Isldmi wa Adillatuh, cet. 2 (Damaskus:
Dar al-Fikr, 1985), V: 71-72.

7 Al-Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, cet. 1 (Kairo: al-Syirkah al-Dawliyyah
li al-Tiba’ah, 2004), hlm. 967.
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Adapun dasar dari hadis, di antaranya:®

AP T /o/} So/

] L;W “—U‘ J:—w wpw S JU g u’

}n/

;\_w V‘C;"j

Ungkapan m_w d)_e L_w s )_J;s\ (bayarkanlah dengan
binatang yang lebih tua) dalam hadis di atas menunjukkan
adanya akad wakailah, karena sesungguhnya yang harus
membayarkannya adalah Nabi, sebagai debitur. Akan tetapi
beliau menyuruh orang lain untuk melakukannya.

Di samping ayat dan hadis di atas, kebolehan wakdlah
juga didasarkan atas ijmak yang diriwayatkan tidak hanya dari
satu ulama. Di samping itu akad ini juga dibutuhkan oleh
masyarakat, karena tidak mungkin setiap orang bisa melaku-
kan sendiri semua hal yang dibutuhkan.'

3. Rukun dan Syarat

Rukun wakdalah, yaitu:"

a. Muwakkil (orang yang mendelegasikan), syaratnya:
baligh, berakal sehat, rasyid (cakap hukum), sukarela,
dan merdeka.

b. Wakil (orang yang mewakili), syaratnya: baligh,
berakal sehat, rasyid (cakap hukum), sukarela, dan
merdeka.

8 Al-Musyayqah, al-Mukhtasar, hlm. 156.

? Abt al-Husayn ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyayri al-Naysabtri,
al-Jami’ al-Sahih al-Musammad Sahih Muslim (Beirut: Dar al-Jil dan Dar
al-Afaq al-Jadidah, t.th.), V: 54. Hadis No. 4196.

10 Al-Musyayqah, al-Mukhtasar, hlm. 156.

" Ibid., hlm. 156-157.
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c. Muwakkal fih (obyek pendelegasian), syaratnya:

1. segalahal yang menjadi hak Allah dan hak hamba,
seperti wakalh pada akad-akad jual beli, sewa
menyewa, musyarakah, nikah, dan sebagainya.

2. diketahui oleh pihak wakil."

d. Sighat al-wakdlah (ijab-kabul).

4. Ketentuan Hukum

Akad wakdlah bisa dengan upah (ujrah) ataupun tidak.
Wakadlah merupakan akad yang sifatnya jd'iz (boleh) di mana
pihak wakil tidak wajib melaksanakannya. Oleh karena itu ia
bisa mengambil upah di dalamnya, berbeda dengan per-
saksian (syahddah) yang wajib dilaksanakan. Manakala
wakdlah ada upahnya maka hukumnya menjadi ijirah
(ju’dlah). Dalam hal wakdilah disertai dengan upah, muwakkil
berhak untuk mempersyaratkan kepada wakil untuk tidak
keluar dari tugas wakilah-nya dalam jangka waktu tertentu.”
Adapun dasar kebolehan upah dalam akad wakilah ini adalah
hadis berikut:

”W”\Ju 4_.94»\6_@ Z;a;\_f,d\w”’ Ls_f;_;.

e

r_ﬁ\.&__a‘jurut_ﬁbcuw\y)&uﬁ\wﬁ
cj\:x_»\g,_»&r_sw_l’-)’\__@.e»gju JdMHJJb}

2 -

ouwdu\j‘y?\uéwrﬁmﬁcu\w

umuww_,‘\_,;\_,ym_ﬂ_; aafasty

12 5abiq, Figh al-Sunnah, hlm. 968.
B al-Zuhayli, al-Figh al-Isldm, V: 74.
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Berdasarkan hadis di atas Nabi saw pernah menugaskan
seseorang yang bernama Ibn al-Lutbiyyah untuk memungut
zakat dan kemudian beliau memberinya upah (hadiah)
kepadanya.

Di dalam fikih terdapat perbedaan pendapat mengenai
status wakdlah, apakah ia termasuk dalam kategori niydbah
ataukah wildyah. Jika ia termasuk dalam kategori yang
pertama maka fungsi wakil hanyalah sebatas mewakili. Ia
tidak dapat menggantikan seluruh fungsi/kewenangan
muwakkil, mengambil keputusan/kebijakan, atau yang
semacamnya. Namun bagi golongan yang berpandangan
bahwa wakdlah termasuk dalam kategori wildyah, maka sang
wakil bertindak sebagai wali yang menggantikan orang yang

4 Muhammad ibn Isma’il Abx ‘Abd Alldh al-Bukhéri, al-Jdmi’
al-Sahih al-Mukhtacar, tahqiq: Mustafa D1i ib al-Bigha (Beirut: Dar Ibnii
Kasir, 1987), IX: 356. Hadis no.2597.

5 Muslim al-Qusyayr, al-Jami’” Sahih, VI: 11. Hadis no. 4844.
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diwakili, di mana ia berhak dan dapat mengambil keputusan/
kebijakan terhadap urusan yang telah dilimpahkan ke-
padanya.'®

B. Implementasi Akad Wakdilah dalam Perbankan

Berdasarkan Lampiran IV SE OJK No. 36 /SEOJK.03/
2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan
Unit Usaha Syariah, akad wakilah digunakan untuk:

1. Anjak piutang syariah, yakni pengalihan penyelesaian
piutang atau tagihan jangka pendek dari nasabah
yang memiliki piutang atau tagihan kepada Bank yang
kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak
yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak
yang berutang sesuai prinsip syariah. Dalam hal
ini akad yang digunakan adalah wakdlah bil ujrah.
Nasabah mewakilkan kepada Bank untuk melakukan
pengurusan dokumen-dokumen penjualan kemudi-
an menagih piutang kepada pihak yang berutang atau
pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang.
Jadi, Bank menjadi wakil dari nasabah untuk melaku-
kan penagihan (collection) kepada pihak yang beru-
tang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang
berutang untuk membayar. Bank dapat mengenakan
biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan. Bank
dapat memberikan dana talangan (gardh) kepada
pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang. Dalam
hal Bank memberikan dana talangan (qardh) maka

16 Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktek, cet.
1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 122-3.
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antara akad wakdalah bil ujrah dan akad qardh tidak
boleh ada keterkaitan. Bank dapat memperoleh ujrah/
fee atas jasanya untuk melakukan penagihan piutang.
Dalam hal bank memperoleh ujrah/fee maka besarnya
ujrah/fee harus disepakati pada saat akad dan di-
nyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam
bentuk prosentase yang dihitung dari pokok piutang.
Pembayaran ujrah/fee dapat diambil dari dana
talangan atau sesuai kesepakatan dalam akad."”

2. Pembiayaan sindikasi, yakni pemberian pembiayaan
bersama antara sesama Bank Syariah atau antara Bank
Syariah dengan bank konvensional kepada satu
nasabah, yang jumlah pembiayaannya terlalu besar
apabila diberikan oleh satu Bank saja. Dalam suatu
perjanjian pembiayaan sindikasi, Bank dapat ber-
tindak antara lain sebagai arranger, underwriter, agen,
atau partisipan. Akad antara sesama peserta sindikasi
bisa mudharabah, musyarakah, wakdlah bil ujrah,
ataupun akad syariah lainnya yang sesuai. Manakala
sindikasi dilakukan sesama Bank Syariah, maka
rekening, dokumen kontrak, serta dokumen-
dokumen pendukung lainnya dapat diadminis-
trasikan/disusun dalam satu dokumen. Manakala
sindikasi dilakukan antara Bank Syariah dengan
bank konvensional atau lembaga keuangan lainnya,
maka harus menggunakan rekening pembiayaan
yang terpisah. Di samping itu juga dibuatkan

7 Lampiran IV SE OJK No. 36/SEQOJK.03/2015 tentang Produk dan
Aktivitas bank Umum Syariah dan Unit Usaha, hlm. 101-102.
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dokumen induk (perjanjian bersama) yang kemudian
dibuat dokumen khusus untuk Bank Syariah dan
untuk bank konvensional tersendiri. Tanggung jawab
dari peserta sindikasi tidak bersifat tanggung renteng
di mana masing-masing peserta sindikasi hanya
bertanggung jawab untuk bagian jumlah pembiayaan
yang menjadi komitmennya. Jangka waktu pem-
biayaan pada umumnya berjangka menengah atau
Panjang.'®

Penempatan pada Bank Indonesia, yakni tagihan atau
penempatan dana Bank pada Bank Indonesia dalam
bentuk giro, transaksi dalam rangka operasi pasar
terbuka syariah, fasilitas penempatan Bank peserta
Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) pada Bank
Indonesia dan jenis tagihan atau penempatan Bank
lainnya pada Bank Indonesia. Akad yang digunakan
bisa bermacama-macam, salah satunya adalah akad
wakdlah. Bank Syariah dapat menempatkan dananya
ke Bank Indonesia untuk memanfaatkan dananya
yang belum dapat disalurkan ke sektor riil. Jual beli
dilakukan di pasar uang sebagaimana diatur dalam
ketentuan yang terkait. Manfaat produk ini bagi Bank
adalah menjadi instrumen dalam pengendalian dan
pengelolaan likuiditas perbankan."

Penerbitan dan pembiayaan dengan SKBDN (Surat
Kredit Berdokumen Dalam Negeri), yakni janji tertulis
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berdasarkan permintaan tertulis pemohon (applicant)
yang mengikat Bank pembuka (issuing bank) untuk:
(a) melakukan pembayaran kepada penerima atau
ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang
ditarik oleh penerima; (b) memberi kuasa kepada
bank lain untuk melakukan pembayaran kepada pe-
nerima, mengaksep dan membayar wesel yang ditarik
oleh penerima; atau (c) memberi kuasa kepada bank
lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh pene-
rima, atas penyerahan dokumen sepanjang persya-
ratan dan kondisi SKBDN dipenuhi. Akad yang
digunakan bisa bermacam-macam, salah satu di
antaranya adalah wakdalah bil ujrah. Bank dapat mem-
peroleh imbalan/fee/ujrah yang disepakati di awal.
Bank dapat meminta jaminan berupa cash collateral
atau jaminan lainnya dengan persentase tertentu. Bila
nasabah tidak memiliki dana yang cukup untuk
membayar harga barang yang dipesan maka Bank
dapat memberikan dana talangan (gardh) kepada
nasabah untuk pelunasan pembayaran barang pesan-
an berdasarkan prinsip wakilah dan qardh. Di antara
manfaat yang didapat oleh nasabah dari produk ini
adalah memperlancar transaksi perdagangan dalam
negeri dan mendapatkan dana talangan atau pem-
biayaan dalam hal nasabah tidak memiliki dana yang
cukup untuk membeli barang pesanan.?

5. Penerimaan dan pembiayaan SKBDN, yakni surat per-
nyataan akan membayar kepada penerima SKBDN

2 Ibid., hlm. 111-112.
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yang diterbitkan oleh bank penerbit untuk memfasi-
litasi perdagangan dengan pemenuhan persyaratan
tertentu sesuai dengan Prinsip Syariah. Akad yang
digunakan bisa bermacam-macam, di antaranya
adalah wakdlah dan wakadlah bil ujrah.*!

Pembiayaan impor dengan letter of credit (L/C), yakni
surat pernyataan akan membayar kepada eksportir
(beneficiary) yang diterbitkan oleh Bank (issuing Bank)
atas permintaan importir dengan pemenuhan
persyaratan tertentu. Akad yang digunakan bisa
bermacam-macam, salah satunya adalah wakdilah bil
ujrah. Bank dapat memperoleh imbalan/fee/ujrah yang
disepakati di awal. Bank dapat meminta jaminan
berupa cash collateral atau jaminan lainnya dengan
persentase tertentu. Pilihan akad yang bisa digunakan
adalah:

a. Akad wakdlah bil ujrah, dengan ketentuan:

1) nasabah importir memiliki dana pada Bank
sebesar harga pembayaran barang yang
diimpor.

2) nasabah importir dan Bank melakukan akad
waklah bil ujrah untuk pengurusan dokumen-
dokumen transaksi impor.

3) besar ujrah harus disepakati di awal dan
dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan
dalam bentuk persentase.
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b. Akad wakdilah bil ujrah dan qardh, dengan ke-
tentuan:

1)

nasabah importir tidak memiliki dana cukup
pada Bank untuk pembayaran harga barang
yang diimpor.

nasabah importir dan bank melakukan akad
wakalah bil ujrah untuk pengurusan dokumen-
dokumen transaksi impor.

besar ujrah harus disepakati di awal dan di-
nyatakan dalam bentuk nominal, bukan
dalam bentuk persentase.

Bank memberikan dana talangan (qardh)
kepada importir untuk pelunasan pembayaran
barang impor.

c. Akad wakdlah bil ujrah dan mudharabah, dengan
ketentuan:

1)

2)

Nasabah melakukan akad waklah bil ujrah
kepada Bank untuk melakukan pengurusan
dokumen dan pembayaran.

Bank dan nasabah importir melakukan akad
mudharabah, dimana Bank bertindak selaku
pemilik dana menyerahkan modal kepada
nasabah importir sebesar harga barang yang
diimpor.

Dalam hal pengiriman barang telah terjadi, sedangkan
pembayaran belum dilakukan, alternatif akad yang
digunakan adalah:
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1) Alternatif 1 menggunakan wakdlah bil ujrah dan
gardh, dengan ketentuan:

2)

a)

b)

d)

Nasabah importir tidak memiliki dana cukup
pada bank untuk pembayaran harga barang
yang diimpor.

Nasabah importir dan Bank melakukan akad
wakalah bil ujrah untuk pengurusan doku-
men-dokumen transaksi impor.

Besar ujrah harus disepakati di awal dan
dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan
dalam bentuk persentase.

Bank memberikan dana talangan (qardh)
kepada nasabah importir untuk pelunasan
pembayaran barang impor.

Alternatif 2 menggunakan wakalah bil ujrah dan
hawalah, dengan ketentuan:

a)

b)

d)

nasabah importir tidak memiliki dana cukup
pada bank untuk pembayaran harga barang
yang diimpor.

nasabah importir dan bank melakukan akad
wakdalah untuk pengurusan dokumen-doku-
men transaksi impor.

besar ujrah harus disepakati di awal dan
dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan
dalam bentuk persentase.

hutang kepada eksportir dialihkan oleh
nasabah importir menjadi hutang kepada
bank dengan meminta bank membayar
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kepada eksportir senilai barang yang di-
impor.*

7. Pembiayaan ekspor dengan letter of credit (L/C), yakni
surat pernyataan akan membayar kepada eksportir
yang diterbitkan oleh bank penerbit untuk mem-
fasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan
persyaratan tertentu sesuai dengan Prinsip Syariah.
Secara umum akad yang digunakan dan ketentuan
yang berlaku sama dengan pembiayaan impor
dengan letter of credit (L/C) pada butir nomor 6 di
atas.”

8. Payment Point, yakni aktivitas kerjasama Bank
dengan pihak ketiga dalam rangka penerimaan
tagihan melalui setoran tunai maupun non tunai,
antara lain untuk penerimaan pembayaran tagihan
listrik, air, telepon, telepon seluler, dan tagihan jasa
internet. Akad yang digunakan adalah wakdlah bil
ujrah. Bank dan pihak ketiga menuangkan kesepa-
katan atas kerjasama penerimaan tagihan melalui
setoran tunai maupun non tunai dalam bentuk
perjanjian tertulis atau menggunakan formulir atau
bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
Bank dapat mengenakan biaya layanan payment
point. Manfaat bagi Bank produk layanan ini bisa
menjadi sumber pendapatan yang berasal dari fee

22 Ibid., hlm. 118-121.
» Lihat Ibid., hlm. 124-126.
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10.

(ujrah). Adapun bagi bagi nasabah produk layanan ini
bisa mempercepat proses pembayaran tagihan.*

Penyelenggara transfer dana, yakni Bank menyeleng-
garakan kegiatan transfer dana yang berupa rang-
kaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari
pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah
dana kepada penerima yang disebutkan dalam perin-
tah transfer dana sampai dengan diterimanya dana
oleh penerima. Akad yang digunakan adalah wakalah
bil ujrah. Transfer dana dapat dilakukan melalui:

a. Sistem BI-Real Time Gross Settlement (RTGS).

b. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).

c. Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan
Kartu (APMK) yang menyediakan jasa transfer
dana.

Bank dapat mengenakan biaya transfer dana dengan
memperhatikan aspek kewajaran. Manfaat produk
layanan ini bagi pihak Bank adalah mendapatkan fee
based income (ujrah) sebagai penyelenggara transfer
dana, sedangkan bagi nasabah memberikan kemu-
dahan dalam transaksi pengiriman uang dengan
aman dan cepat.”

Traveller’s Cheque (TC), yakni penerbitan cek per-
jalanan yang dapat digunakan sebagai alat pem-
bayaran. Akad yang digunakan adalah waklah atau
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% [bid., hlm. 147-148.
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wadi’ah. Nasabah melengkapi formulir pembelian
atau penjualan TC. Nasabah melakukan penan-
datanganan TC di depan teller. Bank dapat mengganti
TC yang hilang sesuai kebijakan Bank apabila peme-
gang TC melaporkan kehilangan TC dan meminta
penggantian kepada Bank. Bank dapat menerbitkan
TC dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing
(khusus untuk pembukaan dalam valuta asing hanya
berlaku bagi Bank yang telah mendapat persetujuan
untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing).
Manfaat produk ini bagi pihak Bank adalah menjadi
sumber pendapatan yang berasal dari fee (ujrah) dan
memperluas keragaman produk dan jasa bank,
sedangkan bagi nasabah memberikan kemudahan
dalam perjalanan di dalam maupun di luar negeri.*

Payroll, yakni layanan kepada nasabah untuk me-
lakukan pembayaran gaji kepada pegawai/karyawan
secara massal. Akad yang digunakan adalah wakdlah
dan wakalah bil ujrah. Bank memiliki perjanjian kerja-
sama atau standing instruction pelaksanaan payroll
dengan institusi/pihak pembayar gaji. Bank memiliki
teknologi informasi yang memadai dan mendukung
layanan payroll. Layanan ini dilakukan secara kolektif
dengan menggunakan teknologi informasi yang aman
dan handal yang dimiliki oleh Bank. Layanan payroll
dapat dilakukan dengan cara mendebet rekening
institusi/pihak pembayar gaji dan mengkredit re-
kening pegawai yang bersangkutan sesuai dengan

% Ibid., hlm. 152.

151



Akad Muamalah Klasik

12.

daftar gaji yang diberikan. Layanan payroll dapat
dilakukan lebih dari satu kali sesuai kesepakatan Bank
dengan institusi/pihak pembayar gaji. Manfaat
layanan ini bagi pihak Bank adalah menjadi sumber
pendapatan yang berasal dari fee (ujrah) dan mem-
perluas keragaman produk dan aktivitas bank.
Sedangan bagi nasabah layanan ini dapat membantu
perusahaan dalam mengelola pembayaran gaji karya-
wan dengan sangat mudah dan aman, perusahaan
tidak lagi membayar gaji secara tunai, pegawai/karya-
wan dapat menerima gaji tepat waktu, dan memu-
dahkan dalam proses monitoring dan pengelolaan
pembayaran/disbursement.”

Cash Pick Up and Delivery, yakni layanan penjem-
putan atau pengantaran uang tunai dari dan ke lokasi
nasabah. Akad yang digunakan adalah wakilah atau
ijarah. Bank dan nasabah menuangkan kesepakatan
atas penggunaan layanan cash pick up and delivery
dalam bentuk perjanjian tertulis atau menggunakan
formulir atau bentuk lain yang dapat dipersamakan
dengan itu. Cash pick up and delivery dapat berupa
said to contain, global count, dan/atau count on site. Bank
dapat menambahkan fasilitas asuransi kerugian.
Manfaat produk layanan ini bagi pihak Bank adalah
dapat menjadi sumber pendapatan yang berasal dari
fee (ujrah) dan memperluas keragaman produk dan
jasa bank, sedangkan bagi nasabah dapat membantu

152

7 Ibid., hlm. 154-155.



13.

Akad Pendelegasian (Wakéalah)

pengelolaan uang tunai nasabah dengan proses yang
mudah, nyaman, cepat dan aman.*®

Agen penampungan (escrow agent), yakni layanan jasa
yang diberikan oleh Bank yang bertindak sebagai
agen penampungan (escrow agent) untuk melaksana-
kan hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam per-
janjian agen penampungan (escrow agent). Akad yang
dignakan adalah wakdlah, waklah bil ujrah, atau ijarah.
Rekening escrow hanya dapat digunakan untuk
kegiatan transfer dan pemindahbukuan (tidak dapat
digunakan untuk penarikan tunai). Kesepakatan atas
penggunaan layanan agen penampungan (escrow
agent) dalam bentuk perjanjian tertulis atau meng-
gunakan formulir atau bentuk lain yang dapat di-
persamakan dengan itu. Bank dapat memberikan
layanan dalam mata uang rupiah dan valuta asing
(khusus untuk pembukaan dalam valuta asing hanya
berlaku bagi Bank yang telah mendapat persetujuan
untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing).
Bank dapat mengenakan biaya layanan. Manfaat
produk layanan ini bagi pihak bank adalah menjadi
sumber pendapatan yang berasal dari fee (1jrah) dan
memperluas keragaman produk dan jasa Bank,
sedangkan bagi nasabah dapat membantu nasabah
dalam mengelola dana dan memastikan agar pem-
bayaran dilaksanakan tepat waktu.”

% Ibid., hlm. 159-160.
» Ibid., hlm. 161-162.
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Konstruk akad wakilah pada produk-produk bank di

atas dapat digambarkan sebagai berikut:

154

1.

Dalam produk anjak piutang syariah, muwakkil-nya
adalah nasabah yang memiliki tagihan piutang pada
pihak ketiga, wakil-nya adalah bank, muwakkal fih-nya
adalah penagihan hutang, sedangkan sighat akadnya
diungkapkan secara tertulis.

Dalam pembiayaan sindikasi, muwakkil-nya adalah
bank anggota sindikasi, wakil-nya adalah salah satu
bank sindikasi yang mewakili seluruh bank anggota
sindikasi dalam bertransaksi dengan pihak nasabah,
muwakkal fih-nya adalah dana pembiayaan yang
disalurkan ke nasabah, dan sighat akadnya tentu
tertulis.

Dalam produk penempatan pada Bank Indonesia,
muwakkil-nya adalah bank yang menempatkan
dananya di Bank Indonesia, wakil-nya tentu saja
adalah pihak BI sendiri, sedangkan muwakkal fih-nya
adalah sejumlah dana yang ditempatkan di BI, dan
sighat akadnya tentu saja tertulis.

Dalam penerbitan dan pembiayaan dengan SKBDN,
muwakkil-nya adalah nasabah (applicant), wakilnya
adalah bank, dan muwakkal fih-nya adalah kuasa
pembayaran kepada pihak ketiga, sedangkan sighat
akadnya tentu saja tertulis.

Dalam produk layanan penerimaan dan pembiayaan
SKBDN, muwakkil-nya adalah nasabah (applicant),
wakilnya adalah bank, dan muwakkal fih-nya adalah
kuasa pembayaran kepada pihak ketiga, sedangkan
sighat-nya tentu saja tertulis.
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Dalam produk pembiayaan impor dengan letter of
credit (L/C), muwakkil-nya adalah nasabah importir,
wakil-nya adalah bank, muwakkal fih-nya adalah
pembayaran sejumlah dana ke pihak eksportir,
sedangkan sighat akadnya tentu saja adalah tertulis.
Dalam produk pembiayaan ekspor dengan letter of
credit (L/C), muwakkil-nya adalah nasabah eksportir,
wakil-nya adalah bank, muwakkal fih-nya adalah
pembayaran sejumlah dana ke pihak eksportir,
sedangkan sighat akadnya tentu saja adalah tertulis.
Dalam produk layanan payment point, muwakkil-nya
adalah pihak ketiga yang menggunakan jasa bank
untuk mewakli penerimaan setoran pembayaran,
wakil-nya adalah bank, muwakkal fih-nya adalah
penerimaan setoran pembayaran, sedangkan sighat
akadnya tertulis.

Dalam produk layanan penyelenggara transfer dana,
muwakkal filh-nya adalah nasabah selaku pihak
pengirim dana asal, wakl-nya adalah bank yang
melaksanakan kegiatan transfer, muwakkal fih-nya
adalah sejumlah dana yang dipindahkan, dan sighat
akadnya adalah tertulis.

Pada produk Traveller’s Cheque (TC), muwakkil-nya
adalah nasabah pemilik dana, wakil-nya adalah bank
yang membayarkan TC, muwakkal fih-nya adalah
sejumlah dana yang tertera di TC, dan sighat akadnya
tentu saja tertulis.

Dalam produk layanan Payroll, muwakkil-nya adalah
institusi pembayar gaji, wakil-nya adalah bank,
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muwakkal fih-nya adalah pembayaran gaji, dan sighat
akadnya tertulis.

12. Dalam produk layanan Cash Pick Up and Delivery,
muwakkil-nya adalah bank, wakil-nya adalah pihak
yang ditugasi bank untuk memberikan layanan
tersebut, dan sighat akadnya tertulis.

13. Dalam produk layanan agen penampungan (escrow
agent), muwakkil-nya adalah nasabah pengguna jasa
escrow, wakil-nya adalah bank, muwakkal fih-nya
adalah layanan escrow sebagaimana yang disepakati,
dan sighat akadnya tertulis.

C. Transformasi Akad Wakalah dari Fikih ke Produk
Bank

Transformasi akad wakilah dari fikih ke produk bank
terutama terlihat pada akad wakalah bil ujrah yang digabung
dengan akad gard, misalnya pada produk anjak piutang dan
pihak bank memberikan dana talangan (gard). Kendati SE
OJK sudah mengatur agar ujrah/fee yang dibayarkan ke bank
tidak dikaitkan dengan gard, tampaknya tidak mudah bagi
bank untuk betul-betul mematuhinya. Konsekuensi dari
ketentuan tersebut adalah ujrah yang harus dibayarkan oleh
nasabah kepada bank harusnya sama, kendati besarnya dana
talangan atau piutangnya berbeda-beda. Penggabungan
akad wakalah, ijarah, dan gard berpotensi terjatuh pada riba,
sebagaimana pernyataan Nabi yang cukup terkenal:*

% Abti Bakr Ahmad ibn al-Husayni ibn ‘Al al-Bayhaqi, al-Sunan
al-Kubrd wafi Zaylihi al-Jawhar al-Nagi, cet. 1 (Hayderabad: Majlis D4 irah
al-Ma’arif al-Nizamiyyah, 1344 H), II: 72. Hadis no. 11252.
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Hadis di atas menyatakan bahwa hutang piutang yang
dimanfaatkan (diijarahkan) merupakan salah satu per-
wujudan riba. Kendati hadis ini sesungguhnya mawgqilf
(sanadnya hanya sampai kepada sahabat, tidak sampai ke
Nabi), namun ia sangat luas diterima di masyarakat dan
bahkan menjadi paradigma keuangan syariah saat ini.
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BAB XIII
AKAD PENITIPAN

(WADTAH,)

A. Akad Wadi’ah dalam Fikih
1. Pengertian

Kata wadi’ah diambil dari ungkapan “wada’a al-syay
yang berarti meninggalkan sesuatu. Obyek yang ditinggalkan
untuk dijaga oleh orang lain dinamakan wadi’ah karena ia
ditinggalkan (dititipkan) di pihak orang yang dititipi.' Jadi
berdasarkan penjelasan tersebut makna wadi’ah adalah barang
titipan itu sendiri. Dengan demikian wadi’ah secara etimologis
adalah sesuatu yang diletakkan (dititipkan) kepada orang yang
bukan pemiliknya untuk dijaga. Secara terminologis wadi’ah
bisa bermakna (1) idd’ (sebagai akad) dan (2) benda yang di-
titipkan. Makna yang pertama lebih kuat, meskipun sesung-
guhnya yang benar adalah idd” sebagai akad, sedangkan

4

! Al-Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, cet. 1 (Kairo: al-Syirkah al-
Dawliyyah li al-Tiba’ah, 2004), hlm. 974.
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wadi’ah bukan akad.> Adapun makna 7d4” secara terminologis
adalah penyerahan benda kepada orang lain untuk dijaga,
baik dilakukan secara terang-terangan maupun isyarat.’ Syaf’i
Antonio memperjelas pengertian wadi’ah sebagai titipan
murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu
maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan
kapan saja sang penitip menghendaki.*

2. Dasar Hukum
Dali-dalil yang dijadikan dasar akad wadi’ah adalah al-
Qur’an, hadis, dan ijmak. Ayat al-Qur‘an yang dijadikan dasar
diantaranya adalah: )
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Barang titipan (wad’ah) merupakan amanah yang
melekat pada pihak muwadda’ (penerima titipan) yang wajib
dikembalikan manakala diminta kembali oleh pemiliknya.
Ayat-ayat di atas berisi tentang perintah untuk menunaikan

2 Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islimi wa Adillatuh, cet. 2 (Damaskus:
Dar al-Fikr, 1985), V: 37. Di bukunya ini al-Zuhayli memberi judul bab
tentang wad’ah ini dengan al-Idd’, bukan wadi’ah. Hal yang sama juga pada
buku al-Zarqd’, al-Figh al-Islimi fi Sawbih al-Jadid.

3 Ibid.

* Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktek,
cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 85.
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amanah serta menyerahkannya kepada sang pemilik hak (al-
Nisa’(4): 58 dan al-Baqarah (2): 283). Di samping juga perintah
untuk saling menolong dalam kebaikan, di antaranya adalah
anjuran untuk menerima titipan sebagai salah satu per-
tolongan kebaikan yang dianjurkan oleh agama.

Adapun dasar dari hadis adalah:®

ST»_("L“JA_"LC‘N\LA‘; Aﬁ\k{jﬂudbdbo;’ﬁ&ﬁf:’%
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Hadis di atas berisi perintah untuk menunaikan amanah
kepada pihak yang memberikan amanah dan larangan
berbuat khianat (tidak amanah) kendati terhadap orang yang
berkhianat sekalipun. Dalam hal ini akad penitipan lebih
dilihat sebagai salah satu bentuk amanah sehingga hadis yang
dijadikan sebagai dasar akad ini adalah hadis tentang amanah.
Di samping hadis di atas, sebagian penulis mendasarkan juga
dengan hadis berikut:”

z
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® Al-Zuhayli, al-Figh al-Isldmi, V: 38; Sabiq, Figh al-Sunnah, hlm. 974.

¢ Sulayman ibn al-Asy’as Ab(i Dawud al-Sijistani al-Azdi, Sunan
Ab? Ddwud, tahqiq: Muhammad Muhy al-Din ‘Abd al-Hamid (Ttp.: Dar
al-Fikr, t.th.), II: 312. Hadis no. 3534; Muhammad ibn ‘Isa Abt ‘Isa al-
Turmuzi, Sunan al-Turmuzi, tahqq: Ahmad Muhammad Syakir wa
Akhartin (Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-‘Arabi, t.th.), V: 192. Hadis no.
1311.

7 Khalid ibn ‘Al ibn Muhammad al-Musyayqah, al-Mukhtasar fi
al-Mu’dmaldt, cet. 2 (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2013), hlm. 218.
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Hadis pertama di antara isinya adalah bahwa orang yang
menolong sesama muslim dari suatu kesukaran maka ia akan
diberikan pertolongan oleh Allah dari berbagai kesulitan pada
hari kiamat. Di antara bentuk pertolongan terhadap kesulitan
saudara sesama muslim adalah dengan menerima titipan
untuk dijaga.’” Adapun hadis terakhir menceritakan tentang
kebiasaan Nabi menerima dan menjaga titipan dari ma-
syarakat hingga ketika harus hijrah ke Madinah, beliau
kemudian menugaskan Ali untuk bertahan dulu di Mekkah
demi menyerahkan kembali barang-barang yang dititipkan
tersebut kepada para pemiliknya. Konstruk peristiwa ini
kemudian dijadikan landasan legitimasi dari akad wadi’ah.

8 Muhammad ibn Isma’il Abli ‘Abd Allah al-Bukhari, al-Jami’ al-
Sahih al-Mukhtasar, tahqiq: Mustafa Diib al-Bigha (Beirut: Dar Ibn Kasir,
1987), 1I: 862. Hadis no. 2580. Bandingkan Abfi al-Husayn ibn al-Hajjaj
ibn Muslim al-Qusyayri al-Naysabtri, al-Jami’ al-Sahih al-Musamma
Sahih Muslim (Beirut: Dar al-Jil dan Dar al-Aféq al-Jadidah, t.th.), IV:
1996. Hadis No. 4196.

? Abti Bakr Ahmad ibn al-Husayn ibn ‘Ali al-Bayhaqi, al-Sunan
al-Kubré wa fi Zaylihi al-Jawhar al-Nagi, cet. 1 (Hayderabad: Majlis D4 ‘irah
al-Ma’arif al-Nizamiyyah, 1344 H), II: 252. Hadis no. 13072.

10 Al-Musyayqah, al-Mukhtasar fi al-Mu’dmalit, hlm. 218.
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Di samping ayat dan hadis, kebolehan akad penitipan
ini didasarkan juga pada ijmak para ulama pada setiap masa
akan kebolehannya karena akad ini memang sangat di-
butuhkan oleh manusia dalam bermasyarakat.'!

3. Rukun dan Syarat

Rukun wadi’ah menurut mazhab Hanafi adalah ijab-
kabul saja. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun wadi’ah
terdiri atas:'?

a. Muwaddi’ (orang yang menitipkan), syaratnya: baligh,
berakal sehat, dan rusyd (cakap hukum).

b. Muwadda’/wadi’/mustawda’ (orang yang dititipi),
syaratnya: baligh, berakal sehat, dan rusyd (cakap
hukum).

c. Wadi’ah (obyek yang dititipkan), syaratnya: benda
yang dapat diserahterimakan.

d. Sighat wadi’ah.

4. Ketentuan Hukum
Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang
hukum wadi’ah:"

a. Mazhab Hanafi berpendapat menerima amanah
titipan (wadi’ah) hukumnya sunat, karena ia bagian
dari perbuatan menolong yang dianjurkan dalam al-

' Al-Zuhayli, al-Figh al-Islami, V: 38.

12 Ibid., hlm. 39.

3 Wizarah al-Awqaf wa al-Syu’tin al-Islamiyyah bi al-Kuwayt,
al-Mawsti’ah al-Fighiyyah al-Kuwaytiyyah (al-Kuwayt: liba’ah ~at al-Salasil,
1983), XMIIIL: 2-3.
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Qur’an sebagaimana tersurat dalam Q.S. al-Ma‘idah
(5): 2 di atas dan juga hadis Nabi yang terkenal yang
menyatakan bahwa Allah akan senantiasa menolong
hambanya selama ia menolong saudaranya.'*

b. Mazhab Hanbali berpendapat menerima amanah
titipan (wadi’ah) hukumnya sunat bagi orang yang
merasa dirinya amanah dan mampu menjaga barang
titipan, tetapi makruh bagi orang yang tidak memiliki
kualifikasi demikian, kecuali jika pemilik barang rela
setelah tahu keadaan seperti itu.

c. Mazhab Maliki berpandangan bahwa wadi’ah sub-
stansinya adalah mubah, baik pada pihak yang
menitipkan ataupun yang dititipi. Hanya saja ia bisa
menjadi wajib bagi muwadda’ manakala ia meng-
khawatirkan akan hilang/rusaknya barang tersebut
jika tidak diterima, sementara ia mampu menjaganya.
Akan tetapi ia juga bisa menjadi haram manakala
benda wadi’ah-nya adalah hasil ghasab atau curian,
karena di situ ada kewajiban untuk segera mengem-
balikan kepada pemiliknya.

d. Mazhab Syafi’i berpendapat sunnahnya menerima
wadi’ah bagi orang yang mampu menjaganya dan

" Muslim al-Qusyayri al-Naysabtri, al-Jami" al-3ahil, IV: 2074.
Hadis no. 2699 yang berbunyl Ax'dl_.p U Jp’y G J\.a R 6_:\u_o
uﬁwwﬁud‘w—wW—“%—fuﬁwﬁwﬁﬁm—“w»—&w
L"L"‘"’“f-"“u-")%—"w)L‘”U‘L?’w“-u’fm’r“”‘grl’ﬂ“’ﬂ)uw"}"
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menunaikan amanahnya. Akan tetapi jika tidak
mampu, maka haram menerima wadi’ah tersebut,
karena akan berisiko rusak.

Wadi’ah merupakan akad yang memiliki beberapa

keunikan yang tidak ada pada akad yang lain, yakni:"

a.

Wad’ah merupakan akad yang tidak mengikat pada
kedua belah pihak (ghayr ldzim). Masing-masing
dapat membatalkan akad secara sepihak, tanpa perlu
kerelaan dari pihak lainnya. Oleh karena itu kapan saja
muwaddi’/mustawda’ meminta kembali barang titip-
annya, maka muwadda’/wadi’ harus menyerahkannya,
sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Nisa’ (4): 58
di atas. Demikian pula sebaliknya, manakala pihak
muwadda’/mustawda’ ingin mengembalikan barang
yang dijaganya kepada pemiliknya, maka muwaddi
harus mengambilnya pula.

7

Wadi’ah merupakan akad amanah, yakni akad yang
obyeknya (benda wadi’ah) sebagai amanah di tangan
pihak yang memegangnya. Di dalam akad ini pihak
yang memegang amanah tidak dibebani tanggung
jawab terhadap kerusakan obyeknya, sepanjang
kerusakan tersebut tidak disebabkan oleh keteledoran
dirinya. Di samping akad wadi’ah akad yang termasuk
dalam akad amanah ini adalah syirkah, wakalah, ijarah,
dan wisdyah (pemberian wasiat). Pengkategorisasian
akad wadi’ah ke dalam akad amanah ini merupakan
pandangan jumhur fukaha. Namun Imam Ahmad

> Wizarah al-Awqaf, al-Mawsii’ah al-Fighiyyah, XMIII: 2-3.
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dalam suatu riwayat berpandangan bahwa wadi’ah ini
merupakan akad daménah pada pihak wadi’/mustawda’
di mana ia harus bertanggung jawab manakala obyek-
nya (benda wadi’ah) rusak di antara benda miliknya
sendiri.

Wadi’ah merupakan akad tabarru’. Dalam hal ini tidak
ada perbedaan di kalangan fukaha bahwa wadi’ah
pada dasarnya merupakan akad tabarru’ yang didasari
oleh tolong menolong sehingga muwadda’/mustawda’
tidak boleh minta imbalan atas jasa penjagaannya.

Selanjutnya para fukaha berselisih pendapat tentang

akad wadi’ah yang mempersyaratkan imbalan pada pihak

wadi’ atas jasanya menjaga barang wadi’ah:'®

a.

Mazhab Hanafi dan Syafi’i berpendapat bolehnya
mempersyaratkan imbalan tersebut dan menyebut-
nya sebagai persyaratn yang sahth-mulzim (dibenar-
kan dan mengikat).

Mazhab Maliki membedakan antara upah pemeli-
haraan dan upah penitipan. Mustawda’ berhak atas
upah terhadap pemeliharaan, tetapi tidak berhak
upah atas penitipannya.

Mazhab Hanbali berpendapat tidak bolehnya
mempersyaratkan upah untuk pihak mustawda’. Bagi
mereka upah (ujrah) hanya ada dalam akad ijdrah atas
penjagaan barang, bukan wadi’ah.
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Wadi’ah (benda yang dititipkan) merupakan amanah di
pihak muwadda’ yang wajib diserahkan kepada pemiliknya
kapanpun ia memintanya. Muwadda’ tidak bertanggung jawab
terhadap kerusakan benda yang dititipkan tersebut, kecuali
karena keteledoran dirinya. Sebagaimana hadis Nabi saw
berikut:"”
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Pada hadis pertama Nabi menyatakan bahwa barang-
siapa yang dititipi suatu benda, maka tidak ada tanggung
jawab atasnya terhadap kerusakan benda tersebut. Pernyataan
beliau ini dikuatkan juga dengan hadis terakhir yang
maknanya tidak ada tanggung jawab (terhadap kerusakan
suatu obyek) yang diserahkan sebagai amanah (titipan).
Berdasarkan hadis-hadis ini pihak muwadda’ (penerima
titipan) tidak dibebani kewajiban menaggung kerusakan
barang yang dititipkan kepadanya, yakni kerusakan yang
terjadi dengan sendirinya.

7 Sabiq, Figh al-Sunnah, hlm. 974.

18 Muhammad ibn Yazid Abt ‘Abd Allah al-Qazwini, Sunan ibn
Majah, tahqiq: Muhammad Fu'ad ‘Abd al-Baqi (Beirut: Dar al-Fikr,
t.t.), II: 802. Hadis no. 2289. Al-Zuhayli mencatatkan bahwa hadis
ini isnad-nya lemah.

9 Al-Bayhagqj, al-Sunan al-Kubrd, 11: 257. Hadis No. 13076.
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Apabila pemilik barang titipan (muwaddi’) mengizinkan
pihak penerima titipan (muwadda’/mustawda’) untuk me-
ngambil manfaat barang tersebut, maka akadnya berubah
menjadi ‘driyah.*® Orang yang meninggal dalam keadaan
masih menyimpan benda titipan (wadi’ah) milik orang lain,
maka ia menjadi hutang baginya yang wajib dilunasi dari
harta warisnya.”

Pada dasarnya penerima simpanan adalah pemegang
amanat (yad al-amdnah), artinya ia tidak bertanggung jawab
atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang yang
dititipkan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian orang
yang bersangkutan. Dalam perkembangan moderen pihak
penerima simpanan cenderung memanfaatkan aset tersebut
dalam kegiatan ekonomi agar dapat mendatangkan keun-
tungan. Oleh karena itu ia akan meminta izin kepada pemilik
aset dengan catatan ia akan meng yad al-amdnah kembalikan-
nya secara utuh. Dalam kondisi semacam ini ia tidak lagi
sekedar yad al-amdnah, tetapi berubah statusnya menjadi yad
al-daminah (pemegang tanggung jawab) yang akan ber-
tanggung jawab terhadap segala resiko yang mungkin terjadi
pada aset tersebut.”

B. Implementasi Akad Wad’ah dalam Perbankan
Berangkat dari konsep wadi’ah yad al-damdnah bank

syariah mengaplikasikannya dalam bentuk current account

(giro) dan saving account (tabungan berjangka). Nasabah

2 Al-Musyayqah, al-Mukhtasar fi al-Mu’dmalit, hlm. 218.

21 Sabiq, Figh al-Sunnah, hlm. 974.

2 Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktek,
cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 85.
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bertindak sebagai penitip (muwaddi’) sementara bank
berfungsi sebagai penerima jasa titipan (mustawda’). Pada
dasarnya semua keuntungan yang dihasilkan dari aset yang
dititipkan tersebut sepenuhnya menjadi milik bank. Sebagai
imbalannya pemilik aset mendapatkan jaminan keamanan di
samping juga fasilitas-fasilitas giro lainnya.”® Akan tetapi
pihak bank tidak dilarang memberikan bonus dengan catatan
tidak dipersyaratkan sebelumnya serta tidak ditentukan
prosentasenya secara advance, tetapi semata-mata merupakan
kebijakan dari bank. Apabila ketentuan-ketentuan semacam
ini dilanggar akan mengarah kepada riba.

Berdasarkan Lampiran IV SE OJK No. 36 /SEOJK.03/
2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan
Unit Usaha Syariah, akad wadi’ah diimplementasikan pada
produk-produk sebagai berikut:

1. Giro, yakni simpanan nasabah pada Bank yang penarik-
annya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan
cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau
dengan perintah pemindahbukuan. Akadnya mengguna-
kan wad’ah. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan
dan nasabah bertindak sebagai penitip dana. Bank dapat
mengelola atau menggunakan dana titipan nasabah. Bank
tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan
atau bonus kepada nasabah. Bank menjamin pengem-
balian dana titipan nasabah.

e Bank dapat memotong zakat atau infaq atas imbalan
atau bonus yang diterima nasabah sesuai permintaan

3 Ibid., hlm. 87.
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nasabah pada perjanjian pembukaan rekening
tabungan.

e Bank dapat memberikan hadiah dalam rangka
promosi dengan memenubhi persyaratan:

a) hadiah promosi tidak diperjanjikan, tidak men-
jurus pada praktek riba terselubung dan/atau tidak
menjadi kelaziman (kebiasaan);

b) hadiah promosi harus dalam bentuk barang dan/
atau jasa (tidak boleh dalam bentuk uang);

c) dalam halhadiah promosi dalam bentuk barang
maka hadiah promosi harus berupa benda yang
wujud dan halal; dan

d) hadiah promosi diberikan sebelum terjadinya
akad wadi’ah.

e Manfaat produk ini bagi Bank: (a) sebagai sumber
pendanaan bagi Bank; (b) Salah satu sumber
pendapatan dari aktivitas lanjutan pemanfaatan dana
giro. Adapun manfaat bagi nasabah adalah: (a) mem-
perlancar aktivitas pembayaran dan/atau penerimaan
dana; dan (b) dapat memperoleh imbalan atau
bonus.**

Tabungan, yakni simpanan dana nasabah pada Bank yang
penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat
tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan
cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan
dengan itu. Akadnya adalah wadi’ah. Bank bertindak

# Lampiran IV SE OJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan

Aktivitas bank Umum Syariah dan Unit Usaha, hlm. 1-3.
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sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak
sebagai penitip dana.

Bank dapat mengelola atau menggunakan dana
titipan nasabah. Bank tidak diperkenankan menjanji-
kan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.
Bank dapat menyediakan buku tabungan atau
account statement. Bank dapat menetapkan setoran
awal tertentu.

Bank dapat menetapkan saldo minimal tertentu.
Bank dapat mengenakan biaya administrasi rekening
berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan
biaya pengelolaan rekening tabungan antara lain
biaya cetak laporan transaksi dan saldo rekening, biaya
pembukaan, dan biaya penutupan rekening.

Bank dapat memotong zakat atau infaq atas bonus
yang diterima nasabah sesuai per nasabah pada
perjanjian pembukaan rekening tabungan.

Bank dapat memberikan fasilitas ATM dan/atau e-
banking sesuai kebijakan Bank dan ketentuan yang
berlaku.

Bank dapat memberikan hadiah dalam rangka
promosi dengan memenubhi persyaratan:

a) hadiah promosi tidak diperjanjikan, tidak men-
jurus pada praktek riba terselubung dan/atau tidak
menjadi kelaziman (kebiasaan);

b) hadiah promosi harus dalam bentuk barang dan/
atau jasa (tidak boleh dalam bentuk uang);
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c) dalam hal hadiah promosi dalam bentuk barang
maka hadiah promosi harus berupa benda yang
wujud dan halal; dan

d) hadiah promosi diberikan sebelum terjadinya
akad wadi’ah.

e Manfaat produk ini bagi Bank: (a) sebagai sumber
pendanaan bagi Bank; (b) Salah satu sumber pen-
dapatan dari aktivitas lanjutan pemanfaatan dana
giro. Adapun manfaat bagi nasabah adalah: (a)
memperlancar aktivitas pembayaran dan/atau
penerimaan dana; dan (b) dapat memperoleh imbalan
atau bonus.”

Penempatan pada Bank Indonesia, yakni tagihan atau
penempatan dana Bank pada Bank Indonesia dalam
bentuk giro, transaksi dalam rangka operasi pasar terbuka
syariah, fasilitas penempatan Bank peserta Pasar Uang
Antar Bank Syariah (PUAS) pada Bank Indonesia dan jenis
tagihan atau penempatan Bank lainnya pada Bank
Indonesia. Akadnya bisa macam-macam, salah satunya
wadi’ah. Bank dapat menempatkan dananya ke Bank
Indonesia untuk memanfaatkan dananya yang belum
dapat disalurkan ke sektor riil. Jual beli dilakukan di pasar
uang sebagaimana diatur dalam ketentuan yang terkait.

Penempatan pada bank lain, yakni penanaman dana Bank
pada bank lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito,
sertifikat deposito syariah, dan penanaman dana lainnya
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yang sejenis berdasarkan Prinsip Syariah. Akadnya bisa
wadi’ah, muribahah, dan bisa pula mudarabah. Penempat-
an dapat dilakukan dengan mata uang rupiah atau valuta
asing (khusus untuk pembiayaan dalam valuta asing
hanya hanya berlaku bagi Bank yang telah mendapat
persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam
valuta asing). Jika akadnya wadi’ah, Bank dapat menerima
bonus hasil atas penempatan dana pada Bank lain. Dalam
hal penempatan pada Bank lain dilakukan melalui pasar
uang maka mengacu kepada ketentuan peraturan perun-
dang-undangan yang terkait. Manfaat produk ini bagi
Bank adalah dapat menjadi instrumen dalam pengen-
dalian likuiditas Bank dan menjadi sumber pendapatan
Bank. Di sisi lain Bank menghadapi potensi risiko pasar
yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar apabila
penempatan dilakukan dalam valuta asing.”

Traveller’s Cheque (TC), yakni penerbitan cek perjalanan
yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Akadnya
bisa wakdlah atau wad’ah. Bank memenuhi ketentuan
yang mengatur mengenai cek dan peraturan perundang-
undangan lainnya yang terkait. Nasabah melengkapi
formulir pembelian atau penjualan TC. Nasabah melaku-
kan penandatanganan TC di depan teller. Manfaat produk
layanan ini bagi pihak Bank adalah dapat menjadi sumber
pendapatan yang berasal dari fee (ujrah) dan memperluas
keragaman produk dan jasa bank. Adapun manfaat bagi
nasabah dapat memberikan kemudahan dalam per-
jalanan di dalam maupun di luar negeri.”®

Z Ibid., hlm. 108-109.
% Ibid., hlm. 152.
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C. Transformasi Akad Wad’ah dari Fikih ke Produk Bank

Berdasarkan deskripsi produk-produk dan layanan
perbankan syariah yang didasarkan pada akad wadi’ah di atas,
maka dapat diidentifikasi adanya transformasi akad dari fikih
ke produk bank. Transformasi yang paling tampak jelas ada-
lah: pertama, adanya bonus yang menjadi salah satu manfaat
yang didapat oleh pihak penitip (muwaddi’), baik nasabah
(pada produk tabungan dan giro) ataupun bank (pada produk
penempatan dana pada bank lain). Bonus ini diberikan justru
oleh pihak yang menerima titipan (muwadda’/mustawda’).
Konstruk akad wadi’ah dalam fikih jelas tidak mengenal hal
seperti ini. Di samping wad’ah telah disepakati oleh para
fukaha sebagai akad akad berkategori tabarru’, yang jelas
tidak memberikan keuntungan materi pada kedua belah
pihak, juga kemungkinan memberikan upah/imbalan, yang
masih diperselisihkan oleh para fukaha tentang kebolehan-
nya, adalah pada pihak penerima titipan (wadi’/muwadda’/
mustawda’). Artinya dalam konstruksi mereka kalaupun
dalam wad’ah dibolehkan adanya imbalan, maka yang logis
untuk mendapatkannya adalah pihak penerima titipan,
bukannya si penitip, karena dia lah yang melaksanakan
amanah menjaga barang titipan tersebut.

Tarnsformasi kedua adalah adanya risiko riba. Konstruk
akad wadi’ah dalam fikih jelas tidak mengenal hal ini.
Mengaitkan akad wad’ah dengan riba merupakan sesuatu
yang jauh dari logika fikih klasik. Dalam konstruk fikih klasik,
akad wadi’ah digambarkan sebagai penyerahan benda kepada
orang lain untuk dijaga, yang didasari spirit kebajikan (me-
nolong, tabarru’) tanpa pamrih. Dengan konstruk seperti ini
tentu tidak terpikirkan oleh para fukaha untuk mengait-
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kannya dengan risiko riba. Terjadinya transformasi yang
kedua ini sesungguhnya disebabkan oleh adanya pergeseran
obyek akad wadi’ah dari benda/barang menjadi uang. Di
dalam fikih obyek wadi’ah adalah benda/barang, sementara
di bank obyeknya uang/dana. Ketika obyeknya uang, akad
wadi’ah kemudian bertransformasi menjadi akad hutang
piutang (gard), sehingga ketentuan yang kemudian diberlaku-
kan adalah ketentuan yang berkenaan dengan akad yakni
tidak boleh dijanjikan di awal akad dan harus betul-betul ini-
siatif dari pihak penerima titipan (wadi’/muwadda’/mustawda’)
yang dalam hal ini seolah telah berubah statusnya menjadi
debitur (mugqtarid).

Hal yang terakhir ini merupakan bentuk transformasi
ketiga, yakni akad wadi’ah bertransformasi menjadi akad
hutang piutang. Akad wadi’ah sebagai akad formal yang
tertulis dalam dokumen akad, tetapi substansinya adalah akad
gard, karena ketentuan yang diberlakukan adalah ketentuan
yang berlaku pada akad qard.
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AKAD MUSYARAKAH
(SYIRKAH)
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A. Akad Musydrakah/Syirkah dalam Fikih
1. Pengertian

Syirkah atau syarikah secara etimologis berasal dari kata
syaraka yang berarti bercampurnya bagian seseorang dengan
bagian orang lain.! Jadi secara kebahasaan syirkah maknanya
adalah ikhtilit (bercampur), sedangkan secara terminologis ia
adalah berkumpul dalam kepemilikan dan transaksi;* atau
perjanjian di antara para anggota dalam modal dan keun-
tungan;® atau bercampurnya harta milik seseorang dengan

! Wizarah al-Awqaf wa al-Syu‘tin al-Islamiyyah bi al-Kuwayt,
al-Mawsii’ah al-Fighiyyah al-Kuwaytiyyah (al-Kuwayt: Tiba’ah Zat al-
Salasil, 1983), II: 9069.

2 Khalid ibn ‘All ibn Muhammad al-Musyayqah, al-Mukhtasar fi
al-Mu’dmaldt, cet. 2 (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2013), hlm. 164.

* Al-Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, cet. 1 (Kairo: al-Syirkah al-
Dawliyyah li al-Tiba’ah, 2004), hlm. 1014.
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yang lainnya sehingga tidak bisa lagi dibedakan bagian
masing-masing.* Syirkah ada dua macam, yakni:°

a. Syirkah al-amldk, yakni berkumpul dalam kepemilikan
terhadap harta. Syirkah jenis ini dibedakan menjadi 2,
yakni:®

1) syirkah ikhtiydr, yakni syirkah terhadap suatu obyek
(benda) antara dua orang atau lebih yang terjadi
karena suatu tindakan, misalnya dua orang membeli
satu aset, maka ia dimiliki mereka berdua secara
bersama-sama sebagai syirkah al-amlik ikhtiyir.

2) syirkah jabr, yakni syirkah kepemilikan terhadap
suatu obyek (benda) antara dua orang atau lebih yang
terjadi tanpa tindakan apapun, seperti karena
mendapatkan warisan secara bersama-sama.

b. Syirkah al-"uqiid, yakni berkumpul dalam benda dan
keuntungan. Syirkah jenis ini memiliki banyak varian:”
1) Menurut Mazhab Hanbali ada 5, yakni: syirkah al-
‘indn, syirkah al-mufdwadah, syirkah al-abdan, syirkah
al-wujith, dan al-muddrabah.
2) Menurut Mazhab Hanafi ada 6, yakni: syirkah al-
amwil ‘indn, syirkah al-a’'mal ‘indn, syirkah al-wujith
‘indn, syirkah al-amwal mufdwadah, syirkah al-a’mal
mufawadah, dan syirkah al-wujith mufidwadah.

* Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Isldmi wa Adillatuh, cet. 2
(Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), IV: 792.

®> Al-Musyayqah, al-Mukhtasar fi al-Mu'dmaldt, hlm. 163.

¢ Al-Zuhayli, al-Figh al-Islimi, IV: 794.
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3) Menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i ada 4, yakni:
syirkah al-‘indn, syirkah al-mufdwadah, syirkah al-
abdan, dan syirkah al-wujiih.

Menurut Syafi’i Aantonio syirkah atau musydrakah

adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk
melakukan suatu usaha tertentu di mana masing-masing

pihak memberikan kontribusi dana (atau expertise) dengan
kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung
bersama sesuai dengan kesepakatan. Adapun macam-
macamnya sebagai berikut:®

(a)

(b)

(c)

Syirkah al-"indn: masing-masing anggota berpartisipasi
dalam dana maupun kerja dan mereka berbagi dalam
keuntungan maupun kerugian. Akan tetapi porsi masing-
masing pihak baik dalam dana, kerja, maupun hasil tidak
harus sama rata, melainkan sesuai dengan kesepakatan.
Syirkah al-mufdwadah: ciri utamanya adalah bahwa dana,
kerja, hasil, dan tanggung jawab dibagi sama rata di antara
semua anggota.

Syirkah al-a’mal: kerjasama antara dua orang atau lebih
yang seprofesi untuk mengerjakan suatu proyek di mana
keuntungan akan dibagi di antara mereka. Kerjasama
antara sejumlah arsitek untuk membangun sebuah
jembatan. Syirkah semacam ini kadang-kadang disebut
syirkah abdan/sana’.

7 Ibid.
# Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktek,

cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 90-91. Bandingkan Sabiq,
Figh al-Sunnah, hlm. 1015-1016.
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(d)

()

Syirkah al-wujiih: kontrak antara dua orang atau lebih
yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam
bisnis untuk membeli barang secara kredit dari suatu
perusahaan untuk kemudian menjualnya secara tunai.
Mereka berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan
jaminan kepada penyuplai yang disediaakan oleh tiap
mitra bisnis. Kerjasama ini tidak perlu modal karena
pembelian secara kredit berdasarkan jaminan tersebut.
Oleh karena itu kontrak ini lazim disebut musydrakah
piutang.

Syirkah al-muddrabah

Para ulama beerbeda pendapat tentang syirkah ini, apakah
ia termasuk jenis musydrakah atau bukan.

2. Dasar Hukum

Dasar akad syirkah adalah al-Qur‘an, sunnah, dan ijmak.

Dasar dari al-Qur’an yaitu:
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o\_Mﬁ \_;:T )j)\bu_&};_;\_ﬁluﬁguww‘\w,

-
z //} w//a/a

Ayat pertama menyebut syirkah dalam pengertian
syirkah al-amldk, yakni kepemilikan terhadap sepertiga harta
waris oleh saudara-saudara si pewaris secara bersama-sama.
Adapun ayat terakhir (yang digaris bawah) merupakan
ungkapan pernyataan Nabi Dawud terkait dengan aduan
seorang pemilik kambing yang diminta oleh orang lain yang
sudah memiliki 99 ekor kambing: “sesungguhnya banyak di
antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling
merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman
dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Kata al-
khulatd® dalam ayat tersebut dimaknai sebagai syuraki” (jamak
dari syarik, orang yang berserikat).” Jadi ayat ini dianggap
sebagai dalil eksistensi syirkah.

Adapun dasar dari hadis adalah sebagai berikut:

umj_,a;;_mss»ax_;i_;;)s;:ﬁf Leafitoe
i_;/\;-\sl._;w\_,a\;fb} ”;_JL_AL,&J_MJ\VJL

o -

\_«.G..:J/:)_ﬁg.a-’-‘}}-

e VJ_.ﬂ)wwdu A_U\Jj_w;bf;_;}u_,su;.

ui)))‘J-“"u-‘\—@""‘CJ)”L‘JL"”J""P\

? Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, hlm. 1014; al-Zuhayl, al-Figh al-
Islami, IV: 793.

10 Sulayman ibn al-Asy’as Ab(t Dawud al-Sijistani al-Azdj,
Sunan Abi Ddwud, tahqiq: Muhammad Muhy al-Din ‘Abd al-Hamid
(Ttp.: Dar al Fikr, t.th.), II 276. Hadis no. 3383.

oA

Naysabfiri, al- ]amz al-Sahih al- Musummu Sahth Muslim (Belrut Dar al-
Jil dan Dar al—Aféq al-Jadidah, t.th.), V: 26. Hadis No. 4044.
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Hadis pertama menyatakan bahwa Allah menjadi pihak
ketiga dari dua orang yang berserikat (syirkah) selama tidak
ada yang khianat di antara mereka. Jika terjadi pengkhianatan
maka Allah keluar dari keduanya. Hadis ini menunjukkan
eksistensi syirkah yang diakui oleh Nabi saw. Adapun hadis
terkahir menunjukkan praktik Nabi mempekerjakan pen-
duduk Khaybar dengan imbalan separuh hasil pertaniannya.
Hadis ini sesungguhnya berkenaan dengan akad musdqih dan
muzdra’ah, namun digunakan juga di sini karena kedua akad
tersebut pada dasarnya varian dari syirkah.'?

Di samping didasarkan kepada ayat dan hadis di atas,
legitmasi akad syirkah juga didasarkan pada ijmak umat Islam
tentang bolehnya syirkah secara global, tetapi mereka ber-
selisih pandangan terhadap jenis-jenisnya."

3. Rukun dan Syarat

Rukun syirkah al-"uqiid menurut Mazhab Hanafi adalah
ijab dan kabul saja. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun
syirkah ada 3, yakni: dua pihak yang berakad, obyek akad,
dan sighat akad.'* Adapun syarat sah syirkah adalah:

a. Modal pokonya adalah harta yang definitif-jelas.
b. Nisbah keuntungan untuk masing-masing anggota juga
jelas, definitif, kuantitatif, misalnya: sepertiga atau

12 Al-Musyayqah, al-Mukhtasar i al-Mu’dmaldt, hlm. 163.

3 Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, hlm. 1014; al-Zuhayli, al-Figh al-
Islami, IV: 793.

4 Al-Zuhayli, al-Figh al-Isldmi, IV: 796.
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seperempat. Akan tetapi tidak sah jika ditentukan secara
kuantitatif nilai keuntungannya.'

4. Ketentuan Hukum

Terkait hukum berbagai varian syirkah al-‘ugiid para
ulama sepakat akan keabsahan syirkah al-‘inin, akan tetapi
mereka berselisih terhadap varian syirkah lainnya. Mazhab
Syafi’i, Zahiri, dan Syi’ah Imamiyyah berpandangan semua
varian syirkah tersebut tidak sah (batal), kecuali syirkah al-
‘indn dan al-muddrabah. Sementara Mazhab Hanbali ber-
pandangan hanya syirkah al-mufiwadah saja yang tidak sah.
Sedangkan Mazhab Maliki membolehkan semua varian
syirkah, kecuali syirkah al-wujiih dan syirkah al-mufawadah.
Adapun Mazhab Hanafi membolehkan semua varian
syirkah.'®

Kerugian dalam syirkah ditanggung oleh masing-masing
pihak (anggota) sesuai besaran modalnya. Jika modal sama,
maka kerugian ditanggung paruhan di antara mereka berdua.
Adapun pembagian keuntungan disesuaikan dengan
perjanjian yang telah dibuat sebelumnya."”

5 Al-Musyayqah, al-Mukhtasar fi al-Mu’dmaldt, hlm. 165. Hal ini
didasarkan pada hadis Muslim al-Qusyayri al-Naysabfiri, al-Jami’
al-Sahih, V: 24. Hadis no. 4034 berikut:

;\}_Su__ogs,\._a-u__sc.d' ;,JL._M« JL.Jgst—wY'w_Ju__sA._andJu
Ny é__Lc q)j_.;-\); J\_..J! g\_( \_..e..:\ ay J\__s Y Jl_u ‘JJ)—“J ;,.:A.A_SL. u;)w
gu—“u—‘d*-“‘U JJL,L;JV JL_JU uL.:L.:LeJ\ Ls—l" (..L_«) A._J..GA.M — Ls__,J!
\MY\;V;JLJU&V_JA\MJ__L@)\MM)\MM)\MJ_L@J

uwubawfj_w;wub 4_&J_>-JJ.L_L9
16 Al-Zuhayli, al-Figh al-Isldmi, IV: 795.
7 Al-Musyayqah, al-Mukhtasar fi al-Mu’dmaldt, hlm. 165.
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B. Implementasi Akad Musydrakah dalam Perbankan

Surat Edaran OJK menggunakan istilah musydrakah

untuk akad syirkah ini. Berdasarkan Lampiran IV SE OJK No.
36 /SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, akad syirkah
(musydrakah) diimplementasikan pada produk-produk bank
sebagai berikut:

1.

Pinjaman/pembiayaan yang diterima, yakni pinjaman atau
pembiayaan yang diterima dari bank atau pihak ketiga
bukan bank. Ini merupakan aktivias penghimpunan dana
(funding). Akadnya ada beberapa pilihan, di antaranya
adalah musydrakah. Pinjaman/pembiayaan yang diterima
diakui sebesar nilai nominal pada saat perjanjian ditanda-
tangani atau terjadi kesepakatan antara bank penerima
dan bank pemberi pinjaman/pembiayaan. Bank dapat
memberikan bagi hasil atas pinjaman/pembiayaan yang
diterima. Manfaat bagi Bank dapat menjadi instrumen
dalam pengendalian likuiditas. Sedangkan manfaat bagi
nasabah dapat memperoleh bagi hasil."®

Pembiayaan musydrakah, yakni penyediaan dana untuk
kerja sama usaha tertentu yang masing-masing pihak
memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa ke-
untungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang dise-
pakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan
porsi dana masing-masing. Akadnya adalah musydrakah.

e Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai
mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana

8 Lampiran IV SE OJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan

Aktivitas bank Umum Syariah dan Unit Usaha, hlm. 25-26.
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untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.
Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan
pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan
kesepakatan Bank dan nasabah.

Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana di-
nyatakan dalam nisbah yang disepakati. Pembagian
hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha
nasabah. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat
diubah sepanjang jangka waktu pembiayaan, kecuali
atas dasar kesepakatan para pihak.

Bank dan nasabah menanggung kerugian secara
proporsional menurut modal masing-masing. Dalam
hal nasabah melakukan kelalaian, kecurangan, dan/
atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan ke-
rugian usaha, maka (a) Bank tidak bertanggungjawab
atas kerugian yang ditimbulkan dan (b) nasabah wajib
mengembalikan sisa pembiayaan yang diberikan Bank
dan bagi hasil yang telah menjadi hak Bank namun
belum dibayarkan.

Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan Bank
sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam penge-
lolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang
disepakati seperti melakukan review dan/atau me-
minta laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah
berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertang-
gungjawabkan.

Bank atau nasabah dapat mengusulkan apabila
keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau
persentase dapat diberikan kepada salah satu pihak
sesuai kesepakatan.
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e Bank dapat memberikan pembiayaan untuk tujuan
modal kerja dan/atau investasi. Bank dapat mene-
tapkan plafon dan jangka waktu tertentu.

e Bank dapat meminta jaminan kepada nasabah pada
saat penyaluran pembiayaan. Bank juga dapat menge-
nakan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan
yang besarnya sesuai dengan biaya riil yang terkait
langsung dengan pembiayaan.

e Nisbahbagi hasil dapat ditetapkan secara proporsional
dan kesepakatan serta berjenjang (tiering). Cara
penetapan nisbah disepakati pada awal akad dan
dapat diubah.

e Pencairan pembiayaan dapat dilakukan secara sekali-
gus atau bertahap. Pengembalian pembiayaan dapat
dilakukan dengan dua cara, yaitu: (a) secara berkala
sesuai dengan proyeksi arus kas masuk (cash inflow)
usaha nasabah; atau (b) sekaligus pada akhir pem-
biayaan (untuk pembiayaan dengan jangka waktu
sampai dengan 1 (satu) tahun. Bank atau nasabah
dapat mengusulkan apabila keuntungan melebihi
jumlah tertentu, kelebihan atau persentase dapat
diberikan kepada salah satu pihak sesuai kesepakatan
sepanjang tidak merugikan nasabah pemilik dana.

e Metode bagi hasil pembiayaan mengacu pada
Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia
(PAPSI).”

3. Pembiayaan Muysdrakah Mutandiqisah (MMQ), pem-
biayaan musydrakah yang kepemilikan aset (barang) atau

19 Ibid., hlm. 33-34.
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modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan
pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Akadnya
adalah musydrakah dan bay’.

Bank dan nasabah memberikan kontribusi modal
berdasarkan kesepakatan.

Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati;
Kerugian ditanggung sesuai proporsi modal.

Modal usaha dari para pihak (Bank dan nasabah)
dinyatakan dalam bentuk porsi kepemilikan (hisssah).
Modal usaha yang telah dinyatakan dalam bentuk
porsi kepemilikan (hisssah) tidak boleh berkurang
selama akad berlaku secara efektif.

Bank berjanji untuk menjual seluruh porsi kepemi-
likan (hisssah)-nya secara bertahap dan nasabah wajib
membelinya. Bank mengalihkan seluruh porsi ke-
pemilikan (hisssah)-nya kepada nasabah setelah terjadi
pelunasan penjualan.

Keuntungan yang diperoleh dari sewa aset musydrakah
mutandgisah (MMQ) dibagi sesuai dengan nisbah
yang disepakati dalam akad sedangkan kerugian
dibagi berdasarkan porsi kepemilikan (hisssah). Dalam
hal nasabah wanprestasi maka nasabah mengem-
balikan aset musydrakah mutandqisah (MMQ) yang
menjadi obyek syirkah dalam rangka mengembalikan
sisa porsi kepemilikan Bank.

Jangka waktu pembiayaan ditentukan berdasarkan
kesepakatan Bank dan nasabah.

Bank dapat meminta jaminan kepada nasabah pada
saat penyaluran pembiayaan. Bank dapat menge-
nakan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan
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yang besarnya sesuai dengan biaya riil yang terkait
langsung dengan pembiayaan.

Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang
(tiering) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan
kesepakatan pada awal akad.

Aset musydrakah mutandqisah (MMQ) dapat disewa-
kan kepada nasabah atau pihak lain. Dalam hal aset
musydrakah mutandgisah (MMQ) disewakan kepada
nasabah syirkah, pembayaran sewa yang tercatat di
Bank dapat dijadikan bukti pendapatan usaha.
Bank dapat melakukan review ujrah dari sewa aset
musydrakah mutandqisah (MMQ) apabila memenuhi
syarat sebagai berikut: (a) terjadi perubahan periode
akad; (b) terdapat indikasi sangat kuat bahwa apabila
tidak dilakukan review akan timbul kerugian bagi
salah satu pihak; (c) disepakati oleh kedua belah pihak
(Bank dan nasabah atau pihak lain yang menyewa).
Metode bagi hasil mengacu pada Pedoman Akuntansi
Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

Aset musydrakah mutandgisah (MMQ) dapat berupa:

a. asetberwujud atau sudah tersedia atau siap pakai
(ready stock); dan/atau
b. asetbelum berwujud atau inden.

Dalam hal aset musydrakah mutandgisah (MMQ)
merupakan barang belum berwujud atau inden,
maka harus memenubhi persyaratan sebagai berikut:

a. menggunakan akad musydrakah mutandqisah
(MMQ) dan ijarah mawsiifah fi al-Zimmah.
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b. dalam hal pembiayaan ditujukan untuk kepe-

milikan properti, maka juga harus memenubhi
hal-hal sebagai berikut:

1) memenubhi persyaratan sebagaimana diatur
dalam ketentuan mengenai rasio loan to value
atau rasio financing to value untuk kredit atau
pembiayaan properti dan uang muka untuk
kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor

antara lain:

a)

b)

d)

pembiayaan merupakan pembiayaan
properti urutan pertama;

terdapat perjanjian kerjasama antara Bank
dan pengembang yang paling kurang me-
muat kesanggupan pengembang untuk
menyelesaikan properti sesuai dengan
yang diperjanjikan dengan nasabah;
terdapat jaminan yang diberikan oleh
pengembang kepada Bank yang berasal
dari pengembang sendiri atau pihak lain
yang dapat digunakan untuk menyelesai-
kan kewajiban pengembang apabila
properti tidak dapat diselesaikan dan/atau
tidak dapat diserahterimakan sesuai
perjanjian; dan

pencairan pembiayaan properti hanya
dapat dilakukan secara bertahap sesuai
perkembangan pembangunan properti
yang dibiayai.
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2)

3)

4)

5)

dalam perjanjian kerjasama antara Bank dan
pengembang memuat klausula tentang ke-
jelasan obyek yang dibiayai terkait:

a) kuantitas dan kualitasnya;

b) kriteria dan spesifikasinya; dan

c) jangka waktu pembangunan dan waktu
serah terima.

dalam perjanjian pembiayaan musydrakah
mutandqisah (MMQ) memuat klausula yang
mengatur mengenai penyelesaian permasa-
lahan dalam hal pengembang wanprestasi.
Bank wajib memiliki kebijakan dan kriteria
pengembang yang dapat melakukan kerja-
sama dengan Bank.

Bank wajib memastikan bahwa pengembang
memiliki kemampuan untuk mewujudkan
aset musydrakah mutandqisah (MMQ) yang
dapat diindikasikan dengan parameter antara
lain:

a) tanahnya telah tersedia, bersertifikat, dan
bebas sengketa; dan

b) pengembang telah memiliki izin pendirian
bangunan sesuai dengan peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku.

Pengakuan pendapatan selama aset musydrakah
mutandqisah (MMQ) masih inden mengacu
pada Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah
Indonesia (PAPSI).
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c. Nisbah keuntungan (bagi hasil) ditetapkan ber-
dasarkan kesepakatan dan dapat mengikuti
perubahan proporsi kepemilikan modal.

d. Pembayaran ujrah dari sewa aset musydrakah
mutandgisash (MMQ) dapat dilakukan secara tunai,
tangguh, atau bertahap sesuai kesepakatan.?

Pembiayaan ulang (refinancing), yakni pemberian fasilitas
pembiayaan bagi nasabah yang telah memiliki aset sepe-
nuhnya atau nasabah yang belum melunasi pembiayaan
sebelumnya. Akadnya bisa bermacam-macam, salah satu-
nya yang memungkinkan adalah musydrakah mutandqisah.
Pembiayaan ulang (refinancing) hanya dapat dilakukan
untuk:

a. pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah/
nasabah yang telah memiliki aset sepenuhnya; dan

b. pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang
telah menerima pembiayaan yang belum dilunasinya.

Pembiayaan ulang (refinancing) yang diberikan
kepada calon nasabah atau nasabah yang telah memiliki
aset sepenuhnya diberikan kepada calon nasabah atau
nasabah yang sedang dalam proses pengajuan pem-
biayaan kepada Bank. Dalam hal pembiayaan ulang
(refinancing) diberikan kepada nasabah yang belum me-
lunasi pembiayaan sebelumnya, maka dana pembiayaan
ulang (refinancing) dapat digunakan nasabah untuk me-
nyelesaikan kewajiban dan/atau utang atas pembiayaan

2 Ibid., hlm. 36-41.
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sebelumnya. Dalam hal pembiayaan ulang (refinancing)
diberikan kepada nasabah dalam rangka pembiayaan
tambahan (tfop up) berdasarkan properti yang masih
menjadi agunan pembiayaan sebelumnya, maka:

a. pembiayaan tambahan (top up) tersebut diperlakukan
sebagai pembiayaan baru;

b. rasio financing to value pembiayaan tambahan (top up)
mengacu pada ketentuan yang berlaku; dan

c. jumlah pembiayaan tambahan (fop up) yang diberikan
wajib memperhitungkan jumlah baki debet pem-
biayaan sebelumnya yang menggunakan agunan
yang sama.

Persyaratan ini mengacu kepada ketentuan yang
mengatur mengenai rasio loan to value atau rasio financing
to value untuk kredit atau pembiayaan properti dan uang
muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor
beserta ketentuan perubahannya. Obyek pembiayaan
ulang (refinancing) dapat berupa properti, kendaraan
bermotor, atau aset lainnya. Bank melakukan penaksiran
terhadap barang atau aset calon nasabah untuk menentu-
kan harga wajar. Mekanisme yang dapat digunakan:

a. mekanisme musydrakah mutandqicah

1) Calonnasabah mengajukan pembiayaan kepada
Bank dalam rangka pembiayaan ulang (refinan-
cing);

2) Bank melakukan penaksiran terhadap barang atau
aset calon nasabah untuk ditentukan harga yang
wajar, dalam rangka penentuan modal usaha yang
disertakan nasabah dalam ber-syirkah dengan Bank;



3)

4)

5)

6)
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Bank menyertakan dana dalam jumlah tertentu
yang akan dijadikan modal usaha syirkah dengan
nasabah yang disertai syarat agar nasabah me-
nyelesaikan kewajiban dan/atau utang atas pem-
biayaan sebelumnya, jika ada;

Bank memberikan kuasa (akad wakalah) kepada
nasabah untuk melakukan usaha yang halal dan
baik antara lain dengan akad ijdrah;

Nasabah dan Bank membagi keuntungan usaha
sesuai nisbah yang disepakati atau porsi modal
yang disertakan (proporsional), dan kerugian
dibagi sesuai dengan porsi modal; dan

Nasabah melakukan pengalihan komersil atas
hisssah milik Bank secara berangsur sesuai per-
janjian.

. mekanisme al-bay’ dalam rangka musydrakah
mutandqisah

1)

2)

Calon nasabah yang memiliki barang mengajukan
pembiayaan kepada Bank dalam rangka pem-
biayaan ulang (refinancing);

Bank melakukan penaksiran terhadap barang atau
aset calon nasabah untuk ditentukan harga yang
wajar, dalam rangka pembelian sebagiannya oleh
Bank;

Bank membeli (dengan akad al-bay’) atas se-
bagian barang dari nasabah, sehingga terjadi
syirkah atas barang dalam rangka pembentukan
modal usaha syirkah;
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4) Nasabah menyelesaikan kewajiban dan/atau
utang atas pembiayaan sebelumnya, jika ada;

5) Bank dan nasabah melakukan akad musydrakah
mutandqisah dengan modal berupa barang yang
dinyatakan dalam hishah/unit hishah.

Manfaat produk ini bagi pihak Bank adalah dapat
memperoleh pendapatan dalam bentuk imbalan/ujrah/
bagi hasil, sementara bagi nasabah mendapatkan tam-
bahan pembiayaan.*

Pengalihan utang atau pembiayaan, yakni pemindahan

utang nasabah dari lembaga keuangan konvensional ke

Bank dan/atau pemindahan pembiayaan nasabah dari

lembaga keuangan syariah ke Bank. Akadnya bisa ber-

macam-macam, di antaranya adalah musyirakah muta-
ndqisah. Dalam hal pemindahan utang nasabah dari
lembaga keuangan konvensional ke Bank:

a. Nasabah merupakan nasabah yang memiliki kredit
dari lembaga keuangan konvensional yang ingin
mengalihkan utangnya kepada Bank.

b. Kredit yang akan dialihkan belum lunas.

c. Kredit yang akan dialihkan memiliki underlying asset
yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Dalam hal pemindahan pembiayaan nasabah dari
lembaga keuangan syariah ke Bank syariah:
a. Nasabah merupakan nasabah yang memiliki pem-
biayaan dari lembaga keuangan syariah yang ingin
mengalihkan pembiayaannya kepada Bank.
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b. Pembiayaan yang akan dialihkan belum lunas.
c. Pembiayaan yang akan dialihkan memiliki underlying
asset yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Dalam hal pemindahan utang atau pemindahan
pembiayaan diberikan kepada nasabah dalam rangka
pembiayaan properti maka:

a. Pembiayaan yang hanya ditujukan untuk pelunasan
kredit di lembaga keuangan konvensional sebelum-
nya atau pelunasan pembiayaan di lembaga keuang-
an syariah sebelumnya tidak diperlakukan sebagai
pembiayaan baru; atau

b. Pembiayaan yang disertai dengan tambahan (top up)
diperlakukan sebagai pembiayaan baru sehingga
tunduk pada persyaratan pembiayaan ulang (refinan-

cing).

Persyaratan ini mengacu kepada ketentuan yang
mengatur mengenai rasio loan to value atau rasio financing
to value untuk kredit atau pembiayaan properti dan uang
muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor
beserta ketentuan perubahannya.

Dalam hal pemindahan utang nasabah dari lembaga
keuangan konvensional ke Bank syariah dan akad yang
digunakan adalah musydrakah mutanigisah, maka:

1) Nasabah yang masih memiliki kredit pada lembaga
keuangan konvensional mengajukan permohonan
pengalihan utangnya kepada Bank dengan akad
musydrakah mutandgqisah.
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2)

Bank dan nasabah melakukan akad musydrakah
mutandqisah dengan ketentuan Bank dan nasabah
menyertakan modal usaha senilai kesepakatan antara
Bank dengan nasabah.

Nasabah melunasi kreditnya kepada lembaga ke-
uangan konvensional.

Nasabah menyewa barang yang menjadi obyek
syirkah (musydrakah) dengan akad ijirah dan/atau
nasabah dan Bank melakukan kegiatan usaha dengan
pihak ketiga dalam bentuk:

a) kegiatan usaha sewa menyewa;
b) kegiatan usahajual beli; dan/atau
c) kegiatan usaha bagi hasil.

Bank dan nasabah berbagi pendapatan atas kegiatan
sebagaimana diatur pada angka 4).

Nasabah membeli porsi kepemilikan (hisssah) modal
syirkah Bank secara bertahap.

Dalam hal pemindahan pembiayaan nasabah dari

lembaga keuangan syariah ke Bank syariah dan akad yang
digunakan adalah akad musydrakah mutandqicah, maka:

1)

Nasabah yang memiliki utang pembiayaan mura-
bahah pada suatu bank atau lembaga keuangan syariah
mengajukan permohonan pengalihan utangnya ke-
pada Bank dengan akad musydrakah mutandgqisah.

Bank dan nasabah melakukan akad musydrakah
mutandqisah dengan ketentuan Bank menyertakan
modal usaha senilai sisa utang nasabah kepada bank
atau lembaga keuangan syariah, dan nasabah me-
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nyertakan modal usaha dalam bentuk barang yang
nilainya sama dengan sebagian utangnya yang sudah
dibayar kepada Bank.

3) Nasabah melunasi utang pembiayaan murabahahnya
kepada Bank.

4) Nasabah menyewa barang yang menjadi obyek
syirkah (musydrakah) dengan akad ijarah.

5) Nasabah membeli hisssah modal syirkah Bank secara
bertahap.

Manfaat produk ini bagi pihak Bank adalah mem-
peroleh pendapatan dalam bentuk imbalan/ujrah/fee,
sementara bagi nasabah dapat mengalihkan transaksi
konvensional menjadi transaksi yang sesuai dengan
syariah dan dapat mengalihkan pembiayaan ke Bank
syariah yang diharapkan.”

Penempatan Dana pada Bank Indonesia, yakni tagihan
atau penempatan dana Bank syariah pada Bank Indonesia
dalam bentuk giro, transaksi dalam rangka operasi pasar
terbuka syariah, fasilitas penempatan Bank peserta Pasar
Uang Antar Bank Syariah (PUAS) pada Bank Indonesia
dan jenis tagihan atau penempatan Bank lainnya pada
Bank Indonesia. Akadnya bisa bermacam-macam, di antara-
nya adalah musydrakah. Bank dapat menempatkan dana-
nya ke Bank Indonesia untuk memanfaatkan dananya
yang belum dapat disalurkan ke sektor riil. Manfaat bagi
pihak Bank syariah adalah menjadi instrumen dalam
pengendalian dan pengelolaan likuiditas perbankan.”

2 Ibid., hlm. 93-99.
3 Ibid., hlm. 107.
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7. Pembiayaan dengan Surat Kredit Berdokumen Dalam
Negeri (SKBDN), yang terdiri atas 2 produk, yakni:

a.

Penerbitan dan pembiayaan dengan SKBDN, yakni

janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis pe-

mohon (applicant) yang mengikat Bank pembuka

(issuing bank) untuk:

1) melakukan pembayaran kepada penerima atau
ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel
yang ditarik oleh penerima;

2) memberi kuasa kepada bank lain untuk melaku-
kan pembayaran kepada penerima, mengaksep
dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima;
atau

3) memberi kuasa kepada bank lain untuk mene-
gosiasi wesel yang ditarik oleh penerima, atas
penyerahan dokumen sepanjang persyaratan dan
kondisi SKBDN dipenuhi.

Akadnya bisa bermacam-macam, salah satunya
adalah musydrakah. Manfaat bagi pihak Bank dapat
memperoleh bagi hasil yang disepakati di awal. Bank
dapat meminta jaminan berupa cash collateral atau
jaminan lainnya dengan persentase tertentu. Bila
nasabah tidak memiliki dana yang cukup untuk mem-
bayar harga barang yang dipesan maka Bank dapat
bertindak selaku pemilik dana yang menyerahkan
modal kepada nasabah senilai harga barang yang
dipesan, berdasarkan prinsip pembiayaan mudirabah/
musydrakah.*
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b. Penerimaan dan pembiayaan SKBDN, yakni surat
pernyataan akan membayar kepada penerima
SKBDN yang diterbitkan oleh bank penerbit untuk
memfasilitasi perdagangan dengan pemenuhan
persyaratan tertentu sesuai dengan Prinsip Syariah.
Akadnya bisa bermacam-macam, salah satunya
adalah musydrakah. Bank dapat memperoleh bagi
hasil yang disepakati di awal. Bank dapat meminta
jaminan berupa cash collateral atau jaminan lainnya
dengan perssentase tertentu. Dalam hal nasabah tidak
memiliki dana yang cukup untuk memproduksi
barang pesanan atau mendapatkan pembayaran lebih
awal maka Bank dapat memberikan pembiayaan
dalam bentuk mudharabah dan musydrakah. Dalam
hal nasabah tidak memiliki dana yang cukup untuk
memproduksi barang yang diekspor, maka Bank dapat
bertindak selaku pemilik dana (sihib al-mil) yang
menyerahkan modal kepada nasabah senilai harga
barang yang diekspor, berdasarkan prinsip pem-
biayaan mudharabah atau musydrakah. Manfaat
produk ini bagi pihak Bank adalah sebagai sumber
pendapatan dalam bentuk bagi hasil. Adapun manfaat
bagi nasabah adalah:

1) Mengirim/menjual barang dengan perlindungan
dokumen yang diakui secara nasional.

2) Memperoleh jasa penyelesaian pembayaran dan
atau penjaminan.

3) Akseptasi yang mendukung aktivitasnya dalam
perdagangan secara nasional.
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8.

4) Mendapatkan pembiayaan dalam hal nasabah
tidak memiliki dana yang cukup untuk mempro-
duksi barang pesanan.

5) Mendapatkan dana talangan dalam hal nasabah
berkeinginan untuk memperoleh pembayaran
lebih awal.”

Pembiayaan impor dengan Letter of Kredit (L/C), yakni
surat pernyataan akan membayar kepada eksportir
(beneficiary) yang diterbitkan oleh Bank (issuing Bank) atas
permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan
tertentu. Akadnya bisa bermacam-macam, salah satunya
adalah musydrakah. Di antara ketentuannya adalah
nasabah importir memiliki Angka Pengenal Impor (API)
dan memenuhi ketentuan otoritas terkait yang berlaku di
bidang impor. Bank dapat memperoleh bagi hasil yang
disepakati di awal. Bank dapat meminta jaminan berupa
cash collateral atau jaminan lainnya dengan perssentase
tertentu. Bank dapat menggunakan alternatif akad yang
salah satunya adalah akad musydrakah. Dalam hal ini Bank
dan nasabah importir melakukan akad musydrakah,
dimana keduanya menyertakan modal untuk melakukan
kegiatan impor barang. Manfaat produk ini bagi pihak
Bank adalah sebagai sumber pendapatan dalam bentuk
bagi hasil. Adapun bagi nasabah:

a. Menerima barang yang diimpor disertai dokumen
pendukung yang sesuai.

b. Memperoleh jasa penyelesaian pembayaran dan/ atau
penjaminan.
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c. Memperlancar transaksi perdagangan internasional.

d. Mendapatkan dana talangan atau pembiayaan dalam
hal nasabah tidak memiliki dana yang cukup untuk
memproduksi barang pesanan.

Risiko bagi pihak Bank menghadapi di antaranya:

a. potensi risiko kredit (credit risk) yang disebabkan
kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi
kewajiban kepada bank sesuai perjanjian yang dise-
pakati dalam hal ketidakmampuan nasabah importir
membayar tagihan penyelesaian L/C.

b. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebab-
kan perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa
perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan
atau disewakan, atau karena bank kesulitan mem-
peroleh valuta asing yang diperlukan pada waktu
pembayaran.®

Pembiayaan ekspor dengan Letter of Credit (L/C), yakni
surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang
diterbitkan oleh bank penerbit untuk memfasilitasi
perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan
tertentu sesuai dengan Prinsip Syariah. Akadnya bisa
bermacam-macam, salah satunya adalah musydrakah. Di
antara ketentuannya adalah nasabah importir memiliki
Angka Pengenal Impor (API) dan memenuhi ketentuan
otoritas terkait yang berlaku di bidang impor. Bank dapat
memperoleh bagi hasil yang disepakati di awal. Bank
dapat meminta jaminan berupa cash collateral atau

2 Ibid., hlm. 114-116.
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jaminan lainnya dengan perssentase tertentu. Bank dapat

menggunakan alternatif akad yang salah satunya adalah
akad musydrakah dengan ketentuan:

a.

Bank memberikan kepada eksportir sebagian dana
yang dibutuhkan dalam proses produksi barang
ekspor yang dipesan oleh importir.

. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen

ekspor.

Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank
penerbit L/C (issuing bank).

Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan
pada saat dokumen diterima (at sight) atau pada saat
jatuh tempo (usance).

Pembayaran dari bank penerbit L/C (issuing bank)
dapat digunakan untuk pengembalian dana musya-
rakah dan/atau pembayaran bagi hasil.

Manfaat produk ini bagi Bank adalah sebagai sumber

pendapatan dalam bentuk bagi hasil. Adapun manfaat
bagi nasabah adalah:

a.

Mengirim/menjual barang yang diekspor dengan
perlindungan dokumen yang diakui secara inter-
nasional.

Memperoleh jasa penyelesaian pembayaran dan/atau
penjaminan.

Akseptasi yang mendukung aktivitasnya dalam
perdagangan internasional.

Mendapatkan dana talangan atau pembiayaan dalam
hal nasabah tidak memiliki dana yang cukup untuk
memproduksi barang pesanan.



10.

Akad Musyarakah (Syirkah)

Risiko bagi pihak Bank di antaranya:

a. potensi risiko kredit (credit risk) yang disebabkan
kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi
kewajiban kepada bank sesuai perjanjian yang di-
sepakati dalam hal ketidakmampuan nasabah
importir membayar tagihan penyelesaian L/C.

b. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebab-
kan perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa
perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan
atau disewakan, atau karena bank kesulitan mem-
peroleh valuta asing yang diperlukan pada waktu
pembayaran.”’

Penyertaan modal sementara, yakni penyertaan modal oleh
Bank dalam bentuk saham pada perusahaan nasabah
untuk mengatasi kegagalan pembiayaan. Akadnya adalah
musydrakah. Penyertaan modal sementara hanya dapat
dilakukan pada nasabah yang merupakan badan hukum
berbentuk Perseroan Terbatas. Divestasi atas penyertaan
modal sementara dilakukan apabila penyertaan modal
sementara telah melebihi jangka waktu paling lama 5
(lima) tahun atau perusahaan nasabah tempat penyertaan
modal sementara telah memperoleh laba kumulatif. Bank
menghentikan akad pembiayaan yang akan direstruk-
turisasi dengan memperhitungkan nilai wajar objek yang
dibiayai, Bank kemudian membuat akad musydrakah
dengan nasabah untuk penyertaan modal sementara
sesuai kesepakatan dengan nasabah atas usaha yang
dilakukan. Penyertaan modal sementara paling tinggi

7 Ibid., hlm. 114-116.
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sebesar sisa kewajiban nasabah. Manfaat produk ini bagi
pihak Bank adalah sebagai salah satu alternatif penye-
lesaian pembiayaan bermasalah. Adapun manfaat bagi
nasabah adalah untuk mengatasi kesulitan penyelesaian
kewajiban yang timbul dari pembiayaan bermasalah.
Potensi risiko yang dihadapi bank di antaranya yaitu:

a. Bank menghadapi potensi risiko investasi yang di-
sebabkan Bank ikut menanggung kerugian usaha
nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil
berbasis profit and loss sharing.

b. Bank menghadapi potensi risiko imbal hasil yang
disebabkan perubahan tingkat imbal hasil yang
dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi
perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari
pembiayaan.®

Di antara bentuk transformasi pada akad musydrakah ini

adalah:

1.

Adanya pelibatan jaminan (agunan). Di dalam fikih jelas
akad syirkah/musydrakah tidak ada jaminannya. Para
fukahabahkan sepakat tidak sahnya akad ini jika ada salah
satu pihak yang meminta jaminan, yakni akadnya men-
jadi rusak. Hal ini karena jaminan pada akad pada dasar-
nya memunculkan akad baru, yakni rahn (gadai). Semen-
tara akad rahn ini di dalam fikih hanya dikenal dalam akad
hutang piutang (qard). Oleh karena itu manakala akad
musydrakah melibatkan akad ini, maka ia akan berubah
menjadi akad hutang piutang, bukan lagi akad kerjasama
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usaha yang berbasis bagi hasil, di mana para pihak harus
siap berbagi untung dan rugi.

Pengembalian modal pokok yang diangsur sejak awal
periode perjanjian pada setiap bulannya. Di dalam fikih
pada umumnya dipahami bahwa manakala suatu akad
syirkah/musydrakah telah disepakati, maka modal yang
diserahkan oleh para anggota (syarik) tidak akan diminta
kembali sampai jangka waktu perjanjian kerjasama
tersebut berakhir. Jadi pada akhir perjanjian para pihak
baru akan berhitung tentang pengembalian modal pokok
dan bagi hasilnya. Namun, di perbankan syariah umum-
nya nasabah, selaku syarfk, sudah harus mengangsur
pengembalian modal pokoknya sejak bulan pertama dari
masa perjanjian, hingga pada akhirnya lunas terbayarkan
pada masa akhir perjanjian. Jadi, pada setiap bulannya
nasabah (syarik) tersebut membayarkan angsuran pe-
ngembalian modal pokok beserta bagi hasilnya.

Penetapan bagi hasil bulanan yang cenderung bersifat
tetap (flat). Di samping pembayaran bagi hasil bulanan
yang tidak dikenal dalam fikih, cara penetapan bagi hasil
yang cenderung tetap pada tiap bulannya juga merupakan
bentuk transformasi akad syirkah/musydrakah yang
signifikan pengaruhnya pada keaslian karakter akad ini.
Pada dasarnya konsep ideal bagi hasil pada pembiayaan
musydrakah ditetapkan atas dasar keuntungan ril setiap
bulan dari usaha nasabah yang dibiayai oleh bank syariah.
Namun pelaksanaannya tidak mudah, karena nasabah
harus memiliki laporan keuangan yang cermat, detail,
dan valid, serta terpercaya pada setiap bulannya sebagai
dasar penghitungan bagi hasil. Pada umumnya nasabah
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merasa keberatan dengan ketentuan seperti ini, di sam-
ping pihak bank sendiri juga tidak mudah memverifikasi
validitas laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu bank
syariah lebih memilih cara yang aman dan pasti untuk
penentuan bagi hasil bulanannya, yakni dengan proyeksi
keuntungan perbulan dari usaha yang dibiayai tersebut
berdasarkan informasi dari pihak nasabah. Penghitungan
bagi hasil bulanan atas dasar proyeksi tersebut kemudian
diterapkan secara konsisten tetap (flat) untuk setiap
bulannya. Oleh karena itu teknik penetapan bagi hasil
seperti ini sesungguhnya hampir tidak ada bedanya
dengan bunga.

Tanggung jawab terhadap kerugian usaha hanya di-
bebankan pada satu pihak, yakni nasabah. Dengan
gambaran pembayaran angsuran bulanan yang terdiri atas
komponen modal pokok dan bagi hasilnya di atas, jelas
bank syariah tidak akan ikut menanggung kerugian
manakala usaha nasabah yang dibiayai mengalami
kerugian. Bank sudah pasti selalu mendapatkan keu-
ntungan pada setiap bulannya dan modal pokok juga
pasti aman dikembalikan. Padahal dalam konsep fikih,
syirkah/musydrakah didasarkan atas kesediaan para pihak
(syarik) untuk sama-sama berbagi keuntungan dan
menanggung kerugian, manakala usahanya merugi.

Modifikasi akad menjadi musydrakah mutandqisah
(MMQ). Akad ini jelas tidak dikenal di dalam fikih klasik.
Ia merupakan modifikasi terhadap akad syirkah/
musydrakah yang dilakukan baru pada masa modern ini,
terutama semenjak munculnya perbankan syariah. Akad
ini pada dasarnya merupakan bentuk syirkah al-amlik
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(syirkah kepemilikan), bukan syirkah al-‘uqiid. Namun ia
kemudian dimodifikasi menjadi syirkah al-‘uqid.
Modifikasi ini sesungguhnya agak membingungkan,
karena dalam syirkah al-amldk sesungguhnya tidak ada
bagi hasilnya. Ketiadaan bagi hasil tersebut karena
memang tidak memungkinkan, sebab sebuah kepemi-
likan semata-mata, tentu tidak ada usaha bisnis yang
memungkinan untuk mendatangkan keuntungan. Bagai-
mana mungkin kemudian ada bagi hasilnya. Kalaupun
kemudian ada keuntungannya yang bisa dibagi, akad
MMQ ini harus melibatkan akad lain, yakni ijdrah. Obyek
syirkah yang dimiliki bersama disewakan kepada pihak
ketiga, sehingga kemudian mendapatkan ujrah, dan ujrah
ini kemudian menjadi keuntungan yang dibagihasilkan
di antara para pihak dalam syirkah. Akan tetapi dalam SE
OJKjustru tidak menyebutkan adanya akad 7jdrah dalam
hal ini. Lebih membingungkan lagi konstruk akadnya
ketika obyek MMQ ini yang menyewa adalah nasabah
(syarik) sendiri. Jadi, keuntungan yang didapat dari sewa
yang dibayarkan oleh nasabah, kemudian dibagihasilkan
dengan bank syariah.
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A. Akad Mudirabah dalam Fikih
1. Pengertian
Mudarabah secara etimologis berasal dari wazan
mufd’alah dari kata darb fi al-ard, yang artinya berjalan di muka
bumi. Penamaan muddrabah terutama dikenal di kalangan ahl
al-'Iraq (penduduk Irak), sedangkan ahl al-Hijaz (penduduk
Hijaz) menyebutnya dengan gird atau mugdradah. Ulama
Hanafiyah dan Hanabilah memilih menggunakan mudirabah,
sedangkan Malikiyyah dan Syafi’iyyah menggunakan girid.!
Nama lain untuk mudirabah adalah girdd dan mu’dmalah,?
di mana ia termasuk varian syirkah. Dinamakan mudarabah,
karena masing-masing pihak bekerja atas dasar porsi mereka

! Wizarah al-Awqaf wa al-Syu‘tin al-Islamiyyah bi al-Kuwayt,
al-Mawsii’ah al-Fighiyyah al-Kuwaytiyyah (al-Kuwayt: Tiba’ah Zat al-
Salasil, 1983), II: 13999.

? Bandingkan al-Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, cet. 1 (Kairo: al-Syirkah
al-Dawliyyah li al-Tiba’ah, 2004), hlm. 957.
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dalam keuntungan dan pihak muddrib (pengelola modal)
perlu melakukan perjalanan (safar) di dalam melaksanakan
bisnisnya, di mana safar biasa dinamakan dengan darb f al-
ard. Adapun girdd merupakan musytaq dari gard yang ber-
makna gam’ (potongan), di mana pemilik modal (sdhib al-
mil) memotong sebagian hartanya untuk diserahkan kepada
pengelola (mudarib) untuk dibisniskan kemudian ia mem-
berikan kepada mudirib sebagian (potongan) dari keuntung-
annya. Qirdd bisa juga merupakan musytaq dari mugdaradah
yang bermakna kesetaraan (musdwah), yakni sama-sama
berhak atas keuntungan, karena modal dari pihak sahib al-
midl sedangkan kerjanya dari pihak mudirib. Jadi relasinya
seperti dalam ijdrah di mana pihak muddrib, selaku pekerja,
berhak atas bagian keuntungan sebagai upah atas kerjanya
mengelola modal dari sahib al-mil, selaku mujir (majikan).?

Secara terminologis muddrabah adalah penyerahan
modal oleh pemiliknya (rabb al-mdil/sahib al-mil) kepada
pihak pengelola (mudirib) untuk dibisniskan dan keuntungan
dibagi di antara mereka berdua sesuai kesepakatan sedang-
kan kerugian menjadi tanggungan pihak pemilik modal saja,
sementara pihak pengelola modal (muddrib) tidak ikut me-
nanggung kerugian finansial sama sekali, kecuali hanya rugi
kerja dan usahanya. Itulah kerjasama dengan modal pada satu
pihak dan dengan kerja di pihak lain.*

3 Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islimi wa Adillatuh, cet. 2 (Damaskus:
Dar al-Fikr, 1985), IV: 836.
* Ibid. Bandingkan Sabiq, Figh al-Sunnah, hlm. 957.
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2. Dasar Hukum

Para imam mazhab sepakat atas kebolehan mudirabah
dengan mendasarkan pada dalil-dalil dari al-Qur‘an, sunnah,
ijmak, dan giyas. Adapun ayat al-Qur’an yang dijadikan dalil
adalah:
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Ayat di atas (yang bergaris bawah) menyatakan bahwa
ada sebagian dari mereka yang melaksanakan perjalanan di
muka bumi untuk mencari karunia dari Allah (rizki). Di dalam
memaknai penggalan ayat tersebut al-Zuhayli menyatakan
bahwa mudirib (pengelola modal) melakukan perjalanan di
muka bumi (al-darb fi al-ard) untuk mencari karunia dari Allah.
Di samping ayat tersebut ia juga menambahkan dua ayat
lainnya, yakni:
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Kedua ayat di atas, menurutnya, memuat makna penge-
lolaan modal melalui mudarabah (terutama pada bagian yang
digaris bawah).”

Adapun dasar dari hadis adalah:
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Hadis pertama menceritakan praktik muddrabah yang
dilakukan oleh ‘Abbas ibn ‘Abd al-Mumallib, selaku sahib al-
mdl yang kemudian memberikan persyaratan agar tidak

menyeberangi laut ataupun menuruni lembah dan tidak
untuk membeli hati yang basah. Jika mudirib melanggarnya

®> Al-Zuhayli, al-Figh al-Isldmi, IV: 837.

¢ Abt al-Qasim Sulayman ibn Ahmad al-Tabrani, al-Mu’jam al-
Awsam, tahqiq: Tariq ibn ‘Awd Allah ibn Muhammad dan ‘Abd al-
Mubhsin ibn Ibrahmi Husayni (Kairo: Dar al-Haramayn, 1415 H), I: 231.
Hadis no. 760. Al-Zuhayli memberikan catatan terhadap hadis ini bahwa
di dalam sanadnya terdapat Abu al-Jarud al-A'ma di mana ia dinilai matruk
karena pendusta. Lihat Al-Zuhayli, al-Figh al-Isldmi, IV: 837.

” Muhammad ibn Yazid Abd ‘Abd Alldh al-Qazwini, Sunan ibn
Mijah, tahqiq: Muhammad Fu'ad ‘Abd al-Baqi (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.),
II: 768. Hadis no. 2401.
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maka ia harus bertanggung jawab terhadap risikonya.
Kemudian perjanjian seperti ini dilaporkan kepada Nabi saw
dan beliau membolehkannya. Adapun hadis terakhir berisi
pernyataan Nabi saw bahwa ada tiga hal yang di dalamnya
terdapat keberkahan, yakni jual beli tidak tunai, mugaradah
(muddrabah), dan mencampurkan burr dengan sya’ir untuk
keluarga di rumah bukan untuk dijual. Hanya saja kedua hadis
tersebut bernilai lemah.

Adapun dasar legitimasi dari ijmak berlandaskan pada
riwayat dari segolongan sahabat yang mentransaksikan harta
anak yatim secara muddrabah dan tidak ada seorang pun yang
mempermasalahkannya. Hal ini kemudian dianggap sebagai
ijmak.? Sedangkan dasar legitimasi dari qiyas adalah peng-
qiyasan mudirabah kepada musigidh, yakni sama-sama sebagai
akad yang dibutuhkan oleh masyarakat. Faktanya di masyarakat
terdapat orang kaya dan orang miskin. Kadang ada orang yang
punya harta (modal) tetapi tidak memiliki kecakapan ber-
bisnis, atau sebaliknya terdapat orang yang tidak memiliki
modal tetapi sebenarnya memiliki kecakapan berbisnis. Akad
muddrabah ini adalah dalam rangka mempertemukan dua
kebutuhan tersebut. Allah swt tidak mensyariatkan suatu akad
kecuali untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya serta me-
menuhi kebutuhan-kebutuhan mereka.’

3. Rukun dan Syarat
Rukun mudédrabah menurut Mazhab Hanafi adalah ijab
kabul saja.’” Akan tetapi menurut jumhur ulama, rukunnya

8 Al-Zuhayli, al-Figh al-Islami, IV: 838.
? Ibid., IV: 839.
1 Bandingkan Sabiq, Figh al-Sunnah, hlm. 957.
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ada tiga, yakni: kedua belah pihak yang berakad (pemilik
modal dan pengelolanya), obyeknya (modal, kerja, dan
keuntungan), dan sighat mudarabah (ijab-kabul). Sedangkan
menurut Mazhab Syafi’i rukunnya ada lima, yakni: modal,
kerja, keuntungan, sighat akad, dan kedua belah pihak pelaku
akad." Sesungguhnya perbedaan jumlah rukun ini tidak

signifikan, karena sesungguhnya unsur-unsur yang di-

sebutkan pada masing-masing pendapat hampir tidak ada
bedanya, hanya berbeda dalam menghitung. Jadi secara
umum dp dinyatakan bahwa rukun muddrabah terdiri atas:'?

1.

Kedua belah pihak yang berakad (rabb al-mdl/sihib al-
mial dan mudarib), syaratnya: menurut Mazhab Maliki dan
Syafi’i adalah cakap hukum untuk melakukan transaksi
bisnis; sedangkan menurut Mazhab Hanafi rabb al-mal
(sahib al-mal) dan muddrib harus cakap hukum untuk
melakukan pendelegasian wewenang (tawkil wa al-
wakalah) karena kerja mudarib pada dasarnya melak-
sanakan pendelegasian dari sdhib al-mdl untuk men-
transaksikan modal yang dipercayakan kepadanya.™
Adapun terkait dengan agama (Islam), para fukaha
umumnya tidak mempermasalahkan agama dari para
pihak dalam muddrabah ini. Mazhab Hanafi dan Hanbali
membolehkan muddrabah dengan non-muslim. Semen-
tara Mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat makruh,
bahkan sebagian Malikiyah mengharamkan muddrabah
dengan kafir zimmi."
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" Al-Zuhayli, al-Figh al-Isldmi, IV: 838.

2 Wizarah al-Awqaf, al-Mawsii’ah al-Fighiyyah, 11:14003.
B Ibid., 1I: 14005.

" Ibid., 1I: 14005-14006.
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Modal, syaratnya: uang, definitif jumlahnya, dan cash
(bukan hutang)' serta diserahkan kepada pihak
mudadrib.'

Kerja, syaratnya: perdagangan (jual beli), sihib al-mal
tidak mempersulit kerja mudirib-nya, dan muddrib tidak
menyalahi akad dalam kinerjanya."”

Keuntungan, syaratnya: definitif jumlahnya,' dinyatakan
dalam bentuk nisbah antara pihak sahib al-mil dengan
muddrib.”” Oleh karena itu tidak boleh muddrabah dengan
memberikan bagian dari keuntungan kepada pihak
muddrib yang diambilkan dari bisnis yang lain atau mem-
persyaratkan tambahan keuntungan tertentu pada salah
satu pihak, karena keuntungan tidak bisa dipastikan di
awal. Atas dasar inilah maka tidak sah muddrabah yang
menentukan keuntungan tertentu di muka seperti bunga
bank.?

Sighat, syaratnya menurut jumhur ulama diungkapkan
dengan lafaz yang menunjukkan pada muddrabah.*

Ketentuan Hukum
Hukum muddrabah adalah boleh berdasarkan ijmak.

Dahulu Rasulullah melakukan muddrabah dengan Khadjah
sebelum diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Beliau sebagai
muddrib yang mengelola modal dari Khadjah dan melakukan

15 Ibid.

16 Al-Zuhayli, al-Figh al-Isldmi, 1V: 843-846.

17 Ibid., 11: 14021.

18 Ibid., 11: 14018.

¥ Ibid., I1: 14019; Sabiq, Figh al-Sunnah, hlm. 956.
2 Al-Zuhayli, al-Figh al-Isldmi, IV: 848-851.

2! Ibid., 11: 14003.
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bisnisnya hingga ke Syam. Masyarakat Arab pra-Islam juga
biasa melakukan bisnis secara muddrabah. Setelah Islam
datang kemudian diterima dan dikukuhkan sebagai salah satu
akad dalam muamalah Islam.*

Menurut Sayyid Sabiq, muddrabah merupakan akad
amanah. Manakala akad muddrabah telah sempurna dilaku-
kan di mana sahib al-mil telah menyerahkan modalnya kepada
muddrib maka modal tersebut berstatus sebagai yad al-amdnah
di pihak mudarib. Oleh karena itu ia tidak bertanggung jawab
terhadap kerusakan benda modal tersebut kecuali terjadi
karena kesengajaan. Jika modal rusak bukan karena ke-
sengajaan, maka ia tidak bisa dimintai pertanggung jawaban
atasnya. Jika ia mengklaim atas kehilangan atau kerusakan
benda modal tersebut maka klaim tersebut prinsipnya harus
diterima, karena berdasarkan kaidah pada dasarnya tidak ada
ketidakjujuran (khianat).” Kecuali bisa dibuktikan sebaliknya.

Terdapat dua macam mudarabah, yakni:*

1. Muddrabah mutlaqah, yakni muddrabah yang tanpa
pembatasan.

2. Muddrabah muqayyadah, yakni muddrabah yang dengan
pembatasan wilayah kerja, komoditas yang diperdagang-
kan, waktu kerja, atau pihak konsumen/customernya.

Sayyid Sabiq menjadikan muddrabah mutlagah sebagai
salah satu syarat sahnya akad muddrabah. Menurutnya, sihib
al-mal tidak boleh membatasi kerja bisnis dari muddrib-nya
dengan pembatasan wilayah kerjanya, jenis komoditasnya,

2 Sabiq, Figh al-Sunnah, hlm. 957.
2 Ibid.
# Al-Zuhayli, al-Figh al-Islami, IV: 840.
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waktu kerjanya, konsumen/customer-nya, dan seterusnya.
Pembatasan dan persyaratan yang terlalu banyak justru kontra
produktif dengan tujuan muddrabah untuk mendapatkan ke-
untungan. Oleh karena itu semua persyaratan dan pembatasan
dalam muddrabah harus dihilangkan, jika tidak maka rusaklah
akadnya, alias tidak sah. Demikian ini pendapat Malik dan
al-Syafi’i. Adapun Abu Hanifah dan Ahmad ibn Hanbal ber-
pandangan bolehnya mudarabah muqayyadah, sebagaimana
bolehnya muddrabah mutlagah. Jadi mereka berdua tidak
menjadikan muddrabah mutlaqah sebagai syarat sah akad
muddrabah.?

Terkait dengan persoalan akad muddrabah yang mudarib-
nya lebih dari satu, maka menurut Mazhab Maliki keuntung-
an dibagi di antara mereka sesuai dengan porsi kerjanya
seperti pada syirkah al-abdin. Jika porsi kerjanya sama maka
tidak boleh bagian keuntungannya berbeda, atau sebaliknya.*

Para fukaha berbeda pendapat tentang mudirabah yang
berjenjang, yakni muddrib me-mudirabah-kan lagi kepada
pihak lain:*

1. Mazhab Hanafi tidak membolehkan manakala pihak
sahib al-mal tidak mendelegasikan kewenangan tersebut
kepada pihak mudarib.

2. Mazhab Maliki membolehkannya, di mana kentungan-
nya nanti menjadi hak sahib al-mdl dan muddrib yang
kedua, sementara muddrib pertama tidak mendapatkan-
nya. Hal ini karena keuntungan dalam girdd adalah seperti

» Sabiq, Figh al-Sunnah, hlm. 958.
% Al-Zuhayli, al-Figh al-Isldmi, IV: 841.
7 Ibid., IV: 858-860.

217



Akad Muamalah Klasik

ju'alah yang hanya diberikan manakala pekerjaan tuntas
dilaksanakan, sementara muddrib pertama tidak
melakukan itu, sehingga ia tidak berhak terhadap
keuntungan.

3. Mazhab Syafi’i tidak membolehkan sama sekali, kendati
sahib al-mal mengizinkannya.

Sayyid Sabiq tampaknya cendrung pada pandangan
yang pertama, yakni muddrib tidak berwenang me-
muddrabah-kan lagi modal yang diterimanya ke pihak lain.
Jika hal itu dilakukan maka ia dianggap melawan akad.
Menurutnya, dengan mengutip Biddyah al-Mujtahid, tidak
diketahui adanya perselisihan di kalangan fukaha terkenal
bahwa jika mudarib me-muddrabah-kan lagi modalnya ke
muddrib lain, maka ia harus bertanggung jawab manakala
terjadi kerugian.”

B. Implementasi Akad Muddrabah dalam Perbankan
Muddrabah bersama dengan musydrakah/syirkah
merupakan akad bagi hasil yang dalam wacana ekonomi Islam
diidealkan sebagai pengganti bunga. Meskipun sesungguhnya
terdapat akad-akad bagi hasil yang lain, seperti musaqah,
mukhabarah, dan muzdra’ah, namun ketiga akad yang terakhir
ini lebih spesifik peruntukannya pada pengolahan lahan
pertanian. Oleh karena itu akad muddrabah dan musydrakah
tetap menjadi yang utama digunakan di lembaga keuangan
syariah (LKS), khususnya bank. Akan tetapi fakta hingga saat
ini, pengganti bunga di bank syariah sesungguhnya tidak
hanya bagi hasil, tetapi juga margin keuntungan (dengan akad

% Sabiq, Figh al-Sunnah, hlm. 958.
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muribahah-nya), ujrah (dengan akad ijdrah), dan bonus pada
produk simpanan (dengan akad wadi’ah). Bahkan, dalam
ranah pembiayaan, akad jual beli muribahah justru yang
paling dominan pada hampir semua bank syariah atau bank
Islam seluruh dunia (tidak kurang dari 80% dari keseluruhan
pembiayaan). Hal ini menunjukkan bahwa pengganti bunga
yang dominan pada saat ini, pada ranah pembiayaan, adalah
margin keuntungan, bukannya bagi hasil.

Adapun akad muddrabah yang diimplementasikan di
bank syariah berdasarkan Lampiran IV SE OJK No. 36/
SEQJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum
Syariah dan Unit Usaha Syariah diterapkan pada produk-
produk berikut:

1. Giro, yakni investasi dana nasabah pada Bank yang
penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan
menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pem-
bayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.
Akadnya adalah muddrabah mutlagah dan muddrabah
mugqayyadah. Bank bertindak sebagai pengelola dana dan
nasabah bertindak sebagai pemilik dana. Dalam hal giro
menggunakan akad mudharabah mutlaqah:

a. Bank tidak dibatasi untuk menggunakan dana
nasabah dalam aktivitas penyaluran dana selama tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan

b. Nasabah selaku pemilik dana menanggung risiko
kerugian dalam hal obyek investasi yang dibiayai atau
underlying asset mengalami penurunan kualitas atau
kerugian yang terjadi bukan karena kelalaian Bank
sebagai pengelola dana kecuali Bank sebagai pengelola
dana menjamin seluruh pokok dana nasabah.

219



Akad Muamalah Klasik

Dalam hal giro menggunakan akad mudharabah
muqayyadah:

a.

Nasabah selaku pemilik dana memberikan syarat-
syarat dan batasan tertentu kepada bank antara lain
mengenai tempat, cara, dan/atau obyek investasi yang
dinyatakan secara jelas dalam perjanjian; dan
Nasabah selaku pemilik dana menanggung risiko
kerugian dalam hal obyek investasi yang dibiayai atau
underlying asset mengalami penurunan kualitas atau
kerugian yang terjadi bukan karena kelalaian Bank
sebagai pengelola dana dan/atau menyalahi substansi
perjanjian.

Bank dan nasabah menyatakan pembagian keuntungan
dalam bentuk nisbah yang disepakati dan dituangkan
dalam akad pembukaan rekening. Bank tidak diperke-
nankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa
persetujuan nasabah. Bank dapat memberikan hadiah
dalam rangka promosi dengan memenubhi persyaratan
sebagai berikut:

a.

Hadiah promosi tidak diperjanjikan, tidak menjurus
pada praktek riba terselubung dan/atau tidak menjadi
kelaziman (kebiasaan);

Hadiah promosi harus dalam bentuk barang dan/atau
jasa (tidak boleh dalam bentuk uang); dan

Dalam hal hadiah promosi dalam bentuk barang,
maka hadiah promosi harus berupa benda yang wujud
dan halal.?
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Tabungan, yakni investasi dana nasabah pada Bank yang
penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat
tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan
cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan
dengan itu. Akadnya adalah muddrabah mutlagah dan
muddrabah muqayyadah. Bank bertindak sebagai penge-
lola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana.
Dalam hal tabungan menggunakan akad mudharabah
mutlaqah:

a. Bank tidak dibatasi untuk menggunakan dana
nasabah dalam aktivitas penyaluran dana selama tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan

b. nasabah selaku pemilik dana menanggung risiko
kerugian dalam hal obyek investasi yang dibiayai atau
underlying asset mengalami penurunan kualitas atau
kerugian yang terjadi bukan karena kelalaian Bank
sebagai pengelola dana kecuali Bank sebagai pengelola
dana menjamin seluruh pokok dana nasabah.

Dalam hal tabungan menggunakan akad mudharabah
mugqayyadah:

a. Nasabah selaku pemilik dana memberikan syarat-
syarat dan batasan tertentu kepada Bank antara lain
mengenai tempat, cara, dan/atau obyek investasi yang
dinyatakan secara jelas dalam perjanjian; dan

b. Nasabah selaku pemilik dana menanggung risiko
kerugian dalam hal obyek investasi yang dibiayai atau
underlying asset mengalami penurunan kualitas atau
kerugian yang terjadi bukan karena kelalaian Bank
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222

sebagai pengelola dana dan/atau menyalahi substansi
perjanjian.

Bank dan nasabah melakukan pembagian keuntungan
dalam bentuk nisbah yang disepakati dan dituangkan
dalam akad pembukaan rekening. Bank tidak diper-
kenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa
persetujuan nasabah. Bank dapat memotong zakat atau
infaq atas bagi hasil yang diterima nasabah sesuai per-
mintaan nasabah pada perjanjian pembukaan rekening
tabungan. Bank dapat menambahkan fitur pertang-
gungan asuransi syariah (hanya berlaku bagi Bank yang
telah memiliki persetujuan bancassurance). Bank dapat
memberikan hadiah dalam rangka promosi dengan
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. hadiah promosi tidak diperjanjikan, tidak menjurus
pada praktek riba terselubung dan/atau tidak menjadi
kelaziman (kebiasaan);

b. hadiah promosi harus dalam bentuk barang dan/atau
jasa (tidak boleh dalam bentuk uang); dan

c. dalam hal hadiah promosi dalam bentuk barang maka
hadiah promosi harus berupa benda yang wujud dan
halal.

Tabungan dapat berupa tabungan biasa atau tabungan
berjangka atau berencana. Dalam hal tabungan meru-
pakan tabungan berjangka atau berencana:

a. tabungan memiliki jangka waktu tertentu yang
disepakati; b. tabungan memiliki tujuan yang
disepakati;
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setoran tabungan dapat dilakukan melalui autodebet
atau media lainnya yang disepakati (dalam hal
dilakukan melalui autodebet maka Bank memberi-
tahukan kepada nasabah apabila terdapat kegagalan
proses autodebet);

bagi hasil tabungan dapat menambah pokok ta-
bungan atau dipindahbukukan ke rekening yang
disepakati; dan

media pelaporan dapat berupa account statement
atau e-statement. ¥

Deposito, yakni investasi dana nasabah pada Bank yang
penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu
yang disepakati berdasarkan akad antara nasabah
penyimpan dan Bank. Akadnya adalah muddrabah
mutlagah dan muddrabah muqayyadah. Bank bertindak
sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai
pemilik dana. Dalam hal deposito menggunakan akad
mudharabah mutlagah:

a.

Bank tidak dibatasi untuk menggunakan dana nasa-
bah dalam aktivitas penyaluran dana selama tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan

nasabah selaku pemilik dana menanggung risiko
kerugian dalam hal obyek investasi yang dibiayai atau
underlying asset mengalami penurunan kualitas atau
kerugian yang terjadi bukan karena kelalaian Bank
sebagai pengelola dana kecuali Bank sebagai pengelola
dana menjamin seluruh pokok dana nasabah.

%0 Ibid., hlm. 13-16.
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Dalam hal deposito menggunakan akad mudharabah
muqayyadah:

a. nasabah selaku pemilik dana memberikan syarat-
syarat dan batasan tertentu kepada bank antara lain
mengenai tempat, cara, dan/atau obyek investasi yang
dinyatakan secara jelas dalam perjanjian; dan

b. nasabah selaku pemilik dana menanggung risiko
kerugian dalam hal obyek investasi yang dibiayai atau
underlying asset mengalami penurunan kualitas atau
kerugian yang terjadi bukan karena kelalaian Bank
sebagai pengelola dana dan/atau menyalahi substansi
perjanjian.

Bank dan nasabah melakukan pembagian keuntungan
dalam bentuk nisbah yang disepakati dan dituangkan
dalam akad pembukaan rekening. Bank tidak diperke-
nankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa
persetujuan nasabah. Bank dapat memotong zakat atau
infaq bagi hasil yang diterima nasabah sesuai permintaan
nasabah pada perjanjian pembukaan rekening deposito.
Deposito yang telah jatuh tempo dapat otomatis diper-
panjang (automatic roll over) sesuai dengan kesepakatan.
Bagi hasil deposito dapat menambah pokok deposito atau
dipindahbukukan ke rekening.*

Pinjaman/pembiayaan yang diterima, yakni pinjaman atau
pembiayaan yang diterima dari bank atau pihak ketiga
bukan bank. Akadnya bisa musydrakah, muddrabah, atau
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gard. Bank wajib mengungkapkan rincian pinjaman/
pembiayaan yang diterima mengenai:

a. Jenis (sumber dana) pinjaman yang diterima;
Jangka waktu, imbalan (apabila ada), dan jatuh tempo
pinjaman atau pembiayaan yang diterima;

o

Jenis valuta (rupiah dan valuta asing);
Perikatan yang menyertainya;
Nilai aset Bank yang dijaminkan; dan

m oA 0

Hubungan istimewa.

Pinjaman/pembiayaan yang diterima diakui sebesar nilai
nominal pada saat perjanjian ditandatangani atau terjadi
kesepakatan antara bank penerima dan bank pemberi
pinjaman/pembiayaan. Manfaat produk ini bagi Bank
adalah dapat menjadi instrumen dalam pengendalian
likuiditas. Sedangkan bagi nasabah dapat memperoleh
bagi hasil.*

Pembiayaan muddrabah, yakni penyediaan dana untuk
kerja sama usaha antara dua pihak di mana pemilik dana
menyediakan seluruh dana, sedangkan pengelola dana
bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di
antara mereka sesuai dengan nisbah yang disepakati.
Akadnya bisa mudarabah mumlagah dan bisa muddrabah
mugqayyadah. Bank bertindak sebagai pemilik dana dan
nasabah bertindak sebagai pengelola dana. Dalam hal
pembiayaan menggunakan:

32 Ibid., hlm. 25-26.
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a. akad mudharabah mutlagah, maka Bank selaku pe-
milik dana memberikan kebebasan kepada nasabah
selaku pengelola dana dalam pengelolaan dana.

b. akad mudharabah mugayyadah, maka Bank selaku
pemilik dana memberikan batasan khusus kepada
nasabah selaku pengelola dana antara lain mengenai
tempat, cara, dan/atau obyek investasi.

Kegiatan usaha nasabah tidak bertentangan dengan
Prinsip Syariah. Jangka waktu pengembalian dana dan
pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana ditentukan
berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah. Pembagian
hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam
nisbah yang disepakati. Pembagian hasil usaha dilakukan
atas dasar laporan hasil usaha nasabah. Nisbah bagi hasil
yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka
waktu pembiayaan, kecuali atas dasar kesepakatan para
pihak. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara
proporsional menurut porsi modal masing-masing. Dalam
hal nasabah melakukan kelalaian, kecurangan, dan/atau
menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian
usaha, maka:

a. Bank tidak bertanggungjawab atas kerugian yang
ditimbulkan; dan

b. nasabah wajib mengembalikan sisa pembiayaan yang
diberikhasil yang telah menjadi hak Bank namun
belum dibayarkan.

Bank dapat meminta jaminan kepada nasabah pada saat
penyaluran pembiayaan. Bank dapat mengenakan biaya
administrasi sesuai dengan kesepakatan yang besarnya
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sesuai dengan biaya riil yang terkait langsung dengan
pembiayaan. Nisbah bagi hasil pembiayaan dapat
ditentukan sesuai kesepakatan atau berjenjang (tiering).
Cara penetapan nisbah disepakati pada awal akad dan
dapat diubah sesuai kesepakatan. Pencairan pembiayaan
oleh Bank dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap.
Pengembalian pembiayaan oleh nasabah dapat dilakukan
dengan dua cara, yaitu:

a. secaraberkala sesuai dengan proyeksi arus kas masuk
(cash inflow) usaha nasabah; atau

b. sekaligus pada akhir pembiayaan (untuk pembiayaan
dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun).

Metode bagi hasil pembiayaan mengacu pada Pedoman
Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).*

Pembiayaan sindikasi, yakni pemberian pembiayaan
bersama antara sesama Bank atau antara Bank dengan
bank konvensional kepada satu nasabah, yang jumlah
pembiayaannya terlalu besar apabila diberikan oleh satu
Bank saja. Dalam suatu perjanjian pembiayaan sindikasi,
Bank dapat bertindak antara lain sebagai arranger, under-
writer, agen, atau partisipan. Akadnya berbeda antara dua
level yang berbeda. Pada level sesama bank peserta sin-
dikasi, akadnya bermacam-macam juga, di antaranya
adalah muddrabah. Pada level relasi antara entitas bank
sindikasi dan nasabah, akadnya juga bermacam-macam,
di antaranya musyarakah. Ketentuan terkait rekening dan
dokumen akad:

% Ibid., hlm. 28-30.
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a. Dalam hal sindikasi dilakukan sesama Bank Syariah,
maka rekening, dokumen kontrak, serta dokumen-
dokumen pendukung lainnya dapat diadministrasi-
kan/disusun dalam satu dokumen;

b. Dalam hal sindikasi dilakukan antara Bank Syariah
dengan bank konvensional atau Lembaga Keuangan
Lainnya, maka harus:

1) menggunakan rekening pembiayaan yang
terpisah; dan

2) dibuatkan dokumen induk (perjanjian bersama)
yang kemudian dibuat dokumen untuk khusus
untuk Bank Syariah tersendiri dan untuk bank
konvensional tersendiri.

Tanggung jawab dari peserta sindikasi tidak bersifat
tanggung renteng dimana masingmasing peserta sindikasi
hanya bertanggung jawab untuk bagian jumlah pem-
biayaan yang menjadi komitmennya. Jangka waktu pem-
biayaan pada umumnya berjangka menengah atau
panjang. Dapat ditunjuk salah satu partisipan sebagai
agent yang dapat berfungsi untuk mendukung aktivitas
pembiayaan sindikasi dan/atau mengadministrasikan
pembiayaan sindikasi. 3

Penempatan dana pada Bank Indonesia, yakni tagihan atau
penempatan dana Bank pada Bank Indonesia dalam
bentuk giro, transaksi dalam rangka operasi pasar terbuka
syariah, fasilitas penempatan Bank peserta Pasar Uang
Antar Bank Syariah (PUAS) pada Bank Indonesia dan jenis
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tagihan atau penempatan Bank lainnya pada Bank
Indonesia. Akadnya bisa bermacam-macam, di antaranya
adalah mudarabah. Bank dapat menempatkan dananya
ke Bank Indonesia untuk memanfaatkan dananya yang
belum dapat disalurkan ke sektor riil. Manfaat bagi pihak
Bank adalah dapat menjadi instrumen dalam pengen-
dalian dan pengelolaan likuiditas perbankan.®
Penempatan pada bank lain, yakni penanaman dana Bank
pada bank lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito,
sertifikat deposito syariah, dan penanaman dana lainnya
yang sejenis berdasarkan Prinsip Syariah. Akadnya ber-
macam-macam, di antaranya adalah muddrabah. Bank
dapat menerima imbalan/bonus/margin/bagi hasil atas
penempatan dana pada Bank lain. Dalam hal penempatan
pada Bank lain dilakukan melalui pasar uang maka
mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang terkait. Manfaat Bagi pihak bank dapat
menjadi instrumen dalam pengendalian likuiditas Bank
dan menjadi sumber pendapatan Bank.*

Penerbitan dan pembiayaan dengan SKBDN (Surat Kredit
Berdokumen Dalam Negeri), yakni janji tertulis berdasar-
kan permintaan tertulis pemohon (applicant) yang
mengikat Bank pembuka (issuing bank) untuk:

a. melakukan pembayaran kepada penerima atau
ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang
ditarik oleh penerima;

% Ibid., hlm. 107.
% Ibid., hlm. 108.
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10.

b. memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan
pembayaran kepada penerima, mengaksep dan
membayar wesel yang ditarik oleh penerima; atau

c. memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi
wesel yang ditarik oleh penerima, atas penyerahan
dokumen sepanjang persyaratan dan kondisi SKBDN
dipenuhi.

Akadnya bisa bermacam-macam, di antaranya dengan
wakalah bi al-ujrah dan muddrabah. Bank dapat mem-
peroleh imbalan/fee/ujrah/bagi hasil yang disepakati di
awal. Bank dapat meminta jaminan berupa cash collateral
atau jaminan lainnya dengan persentase tertentu. Bila
nasabah tidak memiliki dana yang cukup untuk mem-
bayar harga barang yang dipesan maka Bank dapat bertin-
dak selaku pemilik dana yang menyerahkan modal kepada
nasabah senilai harga barang yang dipesan, berdasarkan
prinsip pembiayaan muddrabah/musyarakah.”

Penerimaan dan pembiayaan SKBDN, yakni surat per-
nyataan akan membayar kepada penerima SKBDN yang
diterbitkan oleh bank penerbit untuk memfasilitasi per-
dagangan dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai
dengan Prinsip Syariah. Akadnya bisa bermacam-macam,
di antaranya dengan wakalah bi al-ujrah dan mudarabah.
Bank dapat memperoleh imbalan/fee/ujrah/bagi hasil
yang disepakati di awal. Bank dapat meminta jaminan
berupa cash collateral atau jaminan lainnya dengan per-
sentase tertentu. Dalam hal nasabah tidak memiliki dana

230

% Ibid., hlm. 111-112.



11.

Akad Mud drabah

yang cukup untuk memproduksi barang pesanan atau
mendapatkan pembayaran lebih awal maka Bank dapat
memberikan pembiayaan dalam bentuk mudharabah
dan musyarakah. Dalam hal nasabah tidak memiliki dana
yang cukup untuk memproduksi barang yang diekspor,
maka Bank dapat bertindak selaku pemilik dana (sahibul
mal) yang menyerahkan modal kepada nasabah senilai
harga barang yang diekspor, berdasarkan prinsip pem-
biayaan mudharabah atau musyarakah.?®

Pembiayaan impor dengan letter of kredit (L/C), yakni surat
pernyataan akan membayar kepada eksportir (beneficiary)
yang diterbitkan oleh Bank (issuing Bank) atas permintaan
importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu. Akad-
nya bisa bermacam-macam, di antaranya adalah wakalah
bi al-ujrah dan muddrabah. Syaratnya nasabah importir
memiliki Angka Pengenal Impor (API) dan memenuhi
ketentuan otoritas terkait yang berlaku di bidang impor.
Bank dapat memperoleh imbalan/fee/ujrah/bagi hasil
yang disepakati di awal. Bank dapat meminta jaminan
berupa cash collateral atau jaminan lainnya dengan per-
sentase tertentu. Bank dapat menggunakan alternatif akad
wakalah bil ujrah dan mudharabah, dengan ketentuan:

a. Nasabah melakukan akad wakalah bil ujrah kepada
Bank untuk melakukan pengurusan dokumen dan
pembayaran.

b. Bank dan nasabah importir melakukan akad mudha-
rabah, dimana Bank bertindak selaku pemilik dana

% Ibid., hlm. 114-115.
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menyerahkan modal kepada nasabah importir se-
besar harga barang yang diimpor.*

12. Pembiayaan ekspor dengan letter of kredit (L/C), yakni surat
pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diter-
bitkan oleh bank penerbit untuk memfasilitasi per-
dagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan ter-
tentu sesuai dengan Prinsip Syariah. Akadnya bisa

bermacam-macam, di antaranya adalah wakalah bi al-
ujrah dan mudarabah. Bank dapat menggunakan alternatif
akad wakalah bil ujrah dan mudharabah, dengan ke-
tentuan:

a.

Bank memberikan kepada eksportir seluruh dana
yang dibutuhkan dalam proses produksi barang
ekspor yang dipesan oleh importir.

. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen

ekspor.

Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank
penerbit L/C (issuing bank).

Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan
pada saat dokumen diterima (at sight) atau pada saat
jatuh tempo (usance).

Pembayaran dari bank penerbit L/C (issuing bank)
dapat digunakan untuk pembayaran ujrah, pengem-
balian dana mudharabah, pembayaran bagi hasil.
Besar ujrah disepakati di awal dan dinyatakan dalam
bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase.*
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C. Transformasi Akad Muddrabah dari Fikih ke Produk

Bank

Pada dasarnya bentuk transformasi akad dari fikih ke

produk bank yang terjadi pada mudirabah ini sama dengan
yang terjadi pada akad syirkah/musyarakah, di anataranya:

1.

Adanya pelibatan jaminan (agunan). Di dalam fikih jelas
akad muddrabah tidak ada jaminannya. Para fukaha bah-
kan sepakat tidak sahnya akad ini jika ada salah satu pihak
yang meminta jaminan, yakni akadnya menjadi rusak.
Hal ini karena jaminan pada akad pada dasarnya memun-
culkan akad baru, yakni rahn (gadai). Sementara akad
rahn ini di dalam fikih hanya dikenal dalam akad hutang
piutang (qard). Oleh karena itu manakala akad mudirabah
melibatkan akad ini, maka ia akan berubah menjadi akad
hutang piutang, bukan lagi akad kerjasama usaha yang
berbasis bagi hasil, di mana para pihak harus siap berbagi
untung dan rugi.

Pengembalian modal pokok yang diangsur sejak awal
periode perjanjian pada setiap bulannya. Di dalam fikih
pada umumnya dipahami bahwa manakala suatu akad
muddrabah telah disepakati, maka modal yang diserahkan
oleh sihib al-mal tidak akan diminta kembali sampai
jangka waktu perjanjian kerjasama tersebut berakhir. Jadi
pada akhir perjanjian para pihak baru akan berhitung
tentang pengembalian modal pokok dan bagi hasilnya.
Namun, di perbankan syariah umumnya nasabah, selaku
mudarib, sudah harus mengangsur pengembalian modal
pokoknya sejak bulan pertama dari masa perjanjian,
hingga pada akhirnya lunas terbayarkan pada masa akhir
perjanjian. Jadi, pada setiap bulannya nasabah (muddrib)
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tersebut membayarkan angsuran pengembalian modal
pokok beserta bagi hasilnya.

Penetapan bagi hasil bulanan yang cenderung bersifat
tetap (flat). Di samping pembayaran bagi hasil bulanan
yang tidak dikenal dalam fikih, cara penetapan bagi hasil
yang cenderung tetap pada tiap bulannya juga merupakan
bentuk transformasi akad muddrabah yang signifikan
pengaruhnya pada keaslian karakter akad ini. Pada dasar-
nya konsep ideal bagi hasil pada pembiayaan muddrabah
ditetapkan atas dasar keuntungan ril setiap bulan dari
usaha nasabah yang dibiayai oleh bank syariah. Namun
pelaksanaannya tidak mudah, karena nasabah harus
memiliki laporan keuangan yang cermat, detail, dan valid,
serta terpercaya pada setiap bulannya sebagai dasar peng-
hitungan bagi hasil. Pada umumnya nasabah merasa
keberatan dengan ketentuan seperti ini, di samping pihak
bank sendiri juga tidak mudah memverifikasi validitas
laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu bank syariah
lebih memilih cara yang aman dan pasti untuk penentuan
bagi hasil bulanannya, yakni dengan proyeksi keuntung-
an perbulan dari usaha yang dibiayai tersebut berdasar-
kan informasi dari pihak nasabah. Penghitungan bagi hasil
bulanan atas dasar proyeksi tersebut kemudian diterap-
kan secara konsisten tetap (flat) untuk setiap bulannya.
Oleh karena itu teknik penetapan bagi hasil seperti ini
sesungguhnya hampir tidak ada bedanya dengan bunga.
Tanggung jawab terhadap kerugian usaha dibebankan
pada satu pihak, yakni nasabah. Dengan gambaran
pembayaran angsuran bulanan yang terdiri atas kom-
ponen modal pokok dan bagi hasilnya di atas, jelas bank
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syariah tidak akan ikut menanggung kerugian manakala
usaha nasabah yang dibiayai mengalami kerugian. Bank
sudah pasti selalu mendapatkan keuntungan pada setiap
bulannya dan modal pokok juga pasti aman dikembali-
kan. Padahal dalam konsep fikih, kerugian yang terjadi
pada akad muddrabah prinsipnya justru ditanggung oleh
sahib al-mdl, yang dalam hal ini adalah pihak bank.

235



BAB XVI

EPILOG: TRANSFORMASI AKAD
MUAMALAH DALAM PRODUK
PERBANKAN SYARIAH
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A. Metode Transformasi Akad Muamalah

Transformasi akad muamalah adalah pergeseran atau
perubahan dari bentuk aslinya yang dikenal dalam kitab-kitab
fikih klasik sebagaimana yang dipraktikkan oleh masyarakat
Islam pereode awal hingga terformulasikan dalam kitab-kitab
fikih. Transformasi akad tidak mungkin dapat dihindari karena
realitas sosial beserta asumsi-asumsi faktualnya telah berubah
dan bahkan sangat berbeda antara kondisi masyarakat Arab
Islam pada sekitar abad I-IIl H dengan kondisi saat ini, yakni
abad XV H.

Terlebih lagi ketika pembicaraan tentang akad muamalah
ini dibatasi dalam lingkup perbankan syariah. Jika ketentuan-
ketentuan dasar dalam muamalah klasik pada umumnya
mengasumsikan akad-akad tersebut dipraktikkan di antara
para pihak sebagai individu-individu, maka akad-akad muama-
lah yang dipraktikkan saat ini dalam dunia perbankan harus
senantiasa mengasumsikan akad-akad yang terjadi antara
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bank sebagai sebuah institusi keuangan yang memiliki
karakter khusus dengan nasabah sebagai individu ataupun
pihak lain yang juga berupa lembaga. Dengan memperhati-
kan perbedaan realitas sosial dan yuridis yang signifikan
tersebut maka transformasi akad muamalah klasik ke dalam
bentuk sesuai dengan karakter lembaga perbankan menjadi
kebutuhan mutlak.

Sebelum membicarakan tentang metode transformasi
akad muamalah dalam perbankan syariah perlu dipahami
lebih dulu prinsi-prinsip yang mendasari pelaksanaan akad-

akad di perbankan syariah. Di antara prinsip-prinsip tersebut
adalah:'

1. Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk
transaksi, sebagai pengganti bunga sistem bagi hasil
(profit sharing) yang terepresentasikan dalam akad
muddrabah dan musydrakah diyakini lebih adil dan
islami.

2. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang
berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah
menurut syariah.

3. Memberikan zakat.

Atas dasar prinsip-prinsip tersebut bank syariah
menjalankan operasionalnya dan sekaligus mengembangkan
produk-produknya melalui transformasi akad-akad muama-
lah klasik ke dalam bentuk akad-akad yang applicabble dalam
dunia perbankan. Adapun metode yang selama ini ditempuh
dalam melakukan transformasi adalah sebagai berikut:

! Zainul Arifin, Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang,
Tantangan, dan Prospek, cet. 1 (Jakarta: Alvabet, 1999), hlm. 29.
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1. Transformasi dengan cara memodifikasi akad muamalah
klasik secara terbatas.

Transformasi ini dilakukan sekedar membuat akad
klasik tersebut applicable dalam institusi perbankan. Dalam
hal ini nama akad tetap sama dengan nama klasiknya, hanya
teknik dan prosedur pelaksanaannya saja yang dimodifikasi.
Misalnya akad muddrabah, musydrakah, dan bay” al-murabahah.

Akad muddrabah yang dalam konsep awalnya adalah
kerjasama usaha antara penyedia modal (sdhib al-mil) dengan
pelaksana usaha (mudirib) dengan kesepakatan keuntungan
dan risiko akan ditanggung bersama; kemudian dimodifikasi
menjadi akad tiga pihak antara bank, nasabah, dan nasabah
peminjam. Jika dilihat dari pihak nasabah penyimpan dana,
bank adalah muddrib; sementara jika dilihat dari pihak
nasabah peminjam, bank adalah sdhib al-mal.

Di samping itu secara administratif akad muddrabah
antara pihak bank dengan nasabah ataupun pihak lainnya
tentu saja harus memenuhi ketentuan dasar yang berlaku
dalam dunia perbankan terutama berkenaan dengan pengu-
curan dana dari pihak bank, seperti dipersyaratkan adanya
agunan (jaminan) yang diserahkan oleh nasabah pengguna
dana. Tentu saja syarat-syarat seperti ini tidak dikenal dalam
akad muddrabah klasik. Hal yang hampir sama juga terjadi
pada akad musyarakah.

Akad muribahah demikian pula. Akad yang tadinya ber-
sifat sangat sederhana, di mana seorang penjual yang karena
tidak memiliki barang yang sedang dibutuhkan oleh pembeli
kemudian berinisiatif mencarikan barang tersebut atas
permintaan pembeli. Setelah barang yang dibutuhkan di-
dapat (dengan membelinya dari pihak ketiga), ia kemudian
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menjualnya kepada pembeli yang telah memesan tersebut
dengan menambah harga dengan diketahui dan disepakati
oleh pembeli. Dalam perbankan syariah akad murdbahah ini
menjadi agak rumit, apalagi akad yang diterapkan umumnya
adalah murdbahah bi al-wakdlah. Bank yang bertindak sebagai
penjual menurut ketentuan dari Bank Indonesia hanya boleh
menyediakan uang, tidak boleh menyediakan barang. Oleh
karena itu bank kemudian mewakilkan (dengan akad wakdlah)
kepada pihak pembeli (nasabah) untuk membeli barang yang
diinginkannya dengan menggunakan uang dari bank. Setelah
dibeli barang tersebut seolah-olah diserahkan kembali kepada
bank dan kemudian bank menjual kembali kepada nasabah
dengan tambahan harga.

2. Transformasi dengan penciptaan akad baru yang di-
derivasi dari akad klasik.

Dalam hal ini nama akad berbeda dengan akad-akad
muamalah klasik, bahkan mungkin tidak pernah dikenal
sebelumnya. Misalnya akad al-ijdrah al-muntahiyah bi al-
tamlik, musydrakah mutandgisah, dan salam paralel. Nama-
nama akad ini belum pernah dikenal dalam akad-akad
muamalah klasik. Akad-akad ini tampaknya baru dikenal
semenjak munculnya bank-bank Islam.

Dalam akad klasik yang dikenal adalah akad ijarah,
yakni akad sewa barang dengan pembayaran tertentu di mana
barangnya tetap menjadi milik sang pemberi sewa. Penyewa
hanya berhak atas manfaat barang. Akad ini kemudian
dikembangkan menjadi al-ijdrah al-muntahiyah bi al-tamlik,
yakni gabungan antara sewa dan beli. Penyewa barang pada
akhirnya nanti menjadi pemilik barang itu sendiri.
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Akad musydrakah mutandqisah juga demikian. Pada
dasarnya akad musydrakah adalah akad kerjasama antara dua
orang atau lebih di mana masing-masing pihak sama-sama
berkontribusi dalam dana dan tenaga untuk menjalankan
usaha tertentu dengan kesepakatan tentang pembagian
keuntungan dan juga risiko. Dalam lembaga perbankan akad
ini kemudian menjadi musydrakah mutandgisah, yakni bank
selaku syarik (anggota syirkah) menanamkan modal kepada
suatu perusahaan ataupun juga usaha individual dalam jangka
waktu tertentu. Bank kemudian melakukan divestasi secara
bertahap manakala usaha yang dibantu tersebut sudah
dianggap mampu.

Salam paralel juga baru dikenal setelah munculnya
lembaga perbankan syariah. Akad bay’ al-salam yang tadinya
adalah jual beli di mana pihak pembeli membayar di muka
sementara penjual menyerahkan barangnya belakangan,
kemudian berubah menjadi hubungan jual beli antara tiga
pihak, bank, nasabah pembeli (pemesan), dan sub kontraktor
(pembuat barang). Bank sebagai lembaga perantara keuangan
(financial intermediary) bertindak sebagai pembeli produk
yang dihasilkan nasabah sekaligus sebagai penjual kepada
pihak ketiga. Nasabah (pengusaha ataupun petani) men-
dapatkan dana di muka dari bank, sementara pihak bank akan
mendapatkan barangnya belakangan untuk kemudian men-
jualnya, dengan harga yang lebih tinggi tentunya, kepada
pihak ketiga. Akad salam semacam ini tidak dikenal dalam
akad muamalah klasik.

Dalam melakukan transformasi akad tersebut, baik
memodifikasi akad klasik ataupun menciptakan akad yang
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baru, para ulama dan praktisi perbankan selalu mendasarkan
diri pada beberapa prinsip berikut:*

1.

G LN

Produk baru diupayakan untuk selalu diangkat dari
akad-akad muamalah.

Integral dengan transaksi riil.

Akomodatif terhadap keperluan nasabah.
Kompetitif dalam dunia perbankan

Dapat mengakses teknologi yang berkembang.

Adapun manfaat layanan perbankan syariah diorientasi-

kan pada:?

1.

o1

Memelihara keadilan bagi para pihak yang bertran-
saksi.

Lebih murah dibandingkan produk konvensional.
Menjaga kestabilan nilai mata uang, karena ia ber-
gantung pada transaksi riil, bukan sebaliknya.
Transparansi yang menjadi sifat inheren.

Nasabah tidak perlu khawatir dengan kenaikan cicilan
Memperluas aplikasi syariah dalam kehidupan.

B. Proses dan Prosedur Transformasi Akad Muamalah

Berbicara tentang pengembangan produk perbankan

syariah, yang tercakup pula di dalamnya adalah transformasi
akad muamalah, tidak bisa dilepaskan dari proses beserta
prosedurnya dan kelembagaannya. Dalam membicarakan

tentang proses dan prosedur transformasi akad muamalah

secara institusional sangat terkait dengan Dewan Pengawas

2 Arifin, Memahami Bank Syariah, hlm. 198-9.
3 Ibid., hlm. 199.
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Syariah (DPS), selaku konsultan hukum/syariah Islamnya,
dan para praktisi perbankan itu sendiri, di mana mereka inilah
yang paling tahu persoalan nyata yang dihadapi oleh bank
syariah dalam memasarkan produknya ke masyarakat.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan struktur
yang harus ada dan melekat pada setiap bank syariah.* Ini
pulalah yang membedakan, secara kelembagaan, antara bank
syariah dengan bank konvensional. DPS bertugas mengawasi
operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan
ketentuan syarak. Secara struktural DPS biasanya diletakkan
setingkat dengan Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini
untuk menjamin efektivitas pengawasan yang dilakukannya.
Oleh karena itu penetapan anggota DPS dilakukan dalam
RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), setelah mereka
mendapatkan rekomendasi dari DSN (Dewan Syariah
Nasional).®

* Pasal 32 UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah di antara
menyatakan bahwa: “(1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk
di Bank Syariah dan Bank Konvensiional yang memiliki UUS; (2) Dewan
Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh
Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama
Indonesia; (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta
mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.” Lihat
Undang-Undang Perbankan Syariah, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,
2009), him. 31.

> Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik,
cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), him. 30-1. DSN dibentuk tahun
1997 sebagai lembaga otonom di bawah MUI dengan ketua dan sekretaris
secara ex-officio dijabat oleh ketua umum dan sekretaris MUIL Dalam
kegiatan harian DSN dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian (BPH)
dengan ketua dan sekretaris beserta beberapa anggota. Fungsi utama
DSN mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah, baik
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DPS harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya
tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai
dengan ketentuan syarak. Pernyataan ini dimuat dalam
laporan tahunan (annual report) bank yang bersangkutan. Di
samping itu DPS juga memiliki tugas untuk meneliti dan
kemudian membuat rekomendasi produk baru dari bank
yang diawasinya. Dengan demikian DPS bertindak sebagai
penyaring pn pertama sebelum suatu produk diteliti kembali
dan kemudian difatwakan oleh DSN.°

Adapun proses dan prosedur transformasi akad
muamalah pada dasarnya sama dengan proses dan prosedur
pengembangan produk perbankan syariah pada umumnya.
Prosesnya diawali dari bagian atau departemen terkait yang
secara langsung bersentuhan dengan pelaksanaan akad.
Pimpinan pada departemen tersebut menyerap dan
menginventarisasi usulan-usualan akad muamalah yang
perlu ditransformasikan. Setelah itu usulan dibawa ke Dewan
Direksi untuk didiskusikan lebih lanjut mengenai kelayakan
aplikasinya dan berbagai aspek lainnya. Di sini juga
didiskusikan sekaligus bentuk kongkrit rancangan akad atau
produknya. Rancangan produk ini kemudian diajukan ke
DPS untuk dikaji dan didiskusikan kesesuaiannya dengan
prinsip-prinsip syariah. Di dalam mengkaji produk yang
diajukan tersebut DPS juga melibatkan Direksi dan
departemen pengusul.

bank maupun non-bank, agar sesuai dengan ketentuan syariah. DSN
dapat memberikan teguran lembaga keuangan syariah jika lembaga
yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah
ditentukan. Lihat ibid., hlm. 32.

¢ Ibid., hlm. 31.
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Epilog: Transformasi Akad Muamalah

Hasil pengkajian DPS kemudian diberikan kepada
Direksi untuk kemudian diteruskan kepada departemen
pengusul. Di sini produk tersebut kemudian disosialisasikan
secara lebih luas dan diimplementasikan. Demikianlah proses
dan prosedur, secara kelembagaan, transformasi akad
muamalah klasik dalam perbankan syariah.
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